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MODUL | PENGERTIAN PENDAFTARN TANAH DAN KADASTER,
1 ASAS DAN TUJUAN PENDAFTARAN TANAH

A. PENDAFTARAN TANAH

Belajar mengenai pendaftaran tanah selalu diawali dengan cerita sejarah
jaman dahulu yang terjadi beberapa abad sebelum Masehi tentang petani-petani
Mesir di lembah sangat subur Sungai Nil, setiap tahun selalu kesulitan menemukan
kembali batas tanahnya akibat hilang tersapu banjir. Contoh di Indonesia pada
peristiwa meletusnya Gunung Galunggung di Jawa Barat, Gunung Merapi di
Yogyakarta yang laharnya menyapu bersih batas-batas pemilikan tanah. Terakhir
bencana Tsunami di Nanggro Aceh Darussalam tidak hanya menghilangkan batas-
batas pemilikan tanah tetapi berikut data rekaman tentang letak batas-batas tersebut.

Merekontruksi kembali batas-batas pemilikan tanah kembali batas-batas
pemilikan tanah yang hilang diperlukan penanganan dari Pemerintah, dalam hal ini
dibantu ahli dalam bidang [lmu Geodesi.!

Pendaftaran tanah merupakan suatu proses pencatatan dan pemberian
informasi tentang pemilikan tanah, penggunaan tanah dan status pemilikan. Fungsi
pendaftaran tanah sebagaimana yang dimuat dalam Land Administration Guidelines
yang diterbitkan oleh United Nations Economic Commission for Europe: “The
function of land registration is to provide a safe and certain foundation for the
acquisition, enjoyment and disposal of rights in land .

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran pemilikan tanah dan hak atas tanah
(rechts kadaster) yang meliputi kegiatan:

a. bidang yuridis,
b. bidang teknik geodesi dan

c. bidang administrasi atau tata pendaftaran tanah.

! Muhammad Isa, op. cit., hlm. 2.
2 United Nations Economic Commission for Europe, op., cit., hlm. 4.



Kegiatan bidang yuridis berupa usaha pengumpulan keterangan mengenai
status hukum dari bidang tanah, pemegang haknya serta beban-beban lain di atas
bidang tanah itu. Bidang teknik geodesi melakukan pengumpulan data fisik objek hak
yang kegiatannya meliputi pengukuran dan pemetaan batas-batas bidang tanah
hingga diperoleh kepastian mengenai letak batas dan luas tiap bidang tanah, sedang
kegiatan bidang administrasi berupa pembukuan dari hasil kegiatan yuridis dan
teknik geodesi dalam suatu daftar, daftar ini harus dipelihara secara terus menerus
sehingga merupakan arsip otentik yang hidup.

Ketiga bidang kegiatan tersebut sangat erat hubungannya satu sama lain
sehingga tidak ada satupun dapat diabaikan, melainkan masing-masing memerlukan
perhatian khusus yang sama cermat dan seksama. Penanganan yang kurang teliti dari
salah satu bidang tersebut dapat mengakibatkan permasalahan hukum di bidang
pertanahan khususnya dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah. Masalah
pendaftaran tanah yang muncul mempunyai akibat luas bagi masyarakat dan dapat
mengurangi kepercayaan terhadap alat-alat bukti pemilikan tanah, khususnya

sertipikat hak atas tanah.

1. Asas Pendaftaran Tanah

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanalan berasaskan asas sederhana,
aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. asas sederhana dalam pendaftaran tanah
dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah
dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas
tanah. Sedangkan asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah
perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan

kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri.

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan,
khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemam-puan golongan ekonomi lemabh.
Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa
terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan

kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan



keadaan yang mutakhir, untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan

perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.

Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus
dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai
dengan fakta hukum yang sebenarnya dan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat
memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat, untuk itulah diberlakukan

pula asas terbuka.’

2. Tujuan Pendaftaran Tanah.

Kegiatan pendaftaran tanah oleh Pemerintah bertujuan untuk menjamin kepastian

hukum pemilikan tanah, hak atas tanah, pemanfatan dan peralihan haknya.
Pendaftaran Tanah bertujuan :

1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan;

2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; dan

3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.*

Bilamana secara nyata suatu bidang tanah dikuasai orang, selalu timbul
permasalahan belum tentu orang tersebut berhak atas tanah itu dan letak serta batas-
batas bidang tanah terlihat dikuasai, ditunjuk orang belum tentu pula batas
sebenarnya. Mengatasi persoalan tersebut oleh Pemerintah di banyak negara
diselenggarakan suatu sistem keterbukaan / pengumuman mengenai hak-hak atas
tanah meliputi :

1. pengumuman mengenai orang-orang yang menjadi pemegang hak
yang dikenal sebagai  “publisitas”, diselenggarakan oleh
Pemerintah dengan mengadakan pendaftaran hak;

3 Pasal 2 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57.

4 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 57.
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2. pengumuman mengenai letak tanah, letak batas-batasnya dan
luas bidang tanah yang dikenal sebagai “‘spesialitas”,
diselenggarakan oleh Pemerintah dengan mengadakan kadaster.’

Pengumuman mengenai hak-hak atas tanah, meliputi “publisitas” dan
“spesialitas”, bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah,
baik mengenai subjek maupun objeknya. Publisitas berarti suatu prinsip bahwa setiap
orang dapat mengetahui semua hak-hak atas tanah dan semua perbuatan hukum
mengenai tanah. Sistem publisitas diselenggarakan dengan suatu daftar umum berupa
peta, daftar tanah, daftar surat ukur, daftar nama, dan daftar buku tanah. Spesialitas
yaitu suatu cara penetapan batas, sehingga identitas suatu bidang tanah menjadi jelas,
yaitu jelas lokasi, letak tepat batas-batas, serta luasnya, sehingga untuk sistem

spesialitas diperlukan penguasaan akan [lmu Geodesi.

B. KADASTER

1. Pengertian Kadaster

A.P. Parlindungan dalam bukunya “Pendaftaran Tanah di Indonesia”
mendefinisikan pengertian kadaster sebagai berikut:

Kadaster berasal dari istilah bahasa latin Capitastrum yang artinya
suatu daftar pajak tanah Romawi. Kadaster merupakan istilah teknis
dari bahasa Belanda untuk suatu rekaman yang menunjukkan letak,
luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kadaster
merupakan alat tepat yang memberikan uraian dan identifikasi dari
lahan tersebut dan sebagai rekaman yang berkesinambungan dari hak
atas tanah.$

Gerhard Larsson dalam bukunya “Land Registration and Cadastral
Systems” menguraikan tentang kadaster sebagai berikut:

‘The Cadastre is a methodically arranged public inventory of data on
the properties within a certain country or district based on a survey of
their boundaries;, such properties are systematically identified by
means of some separate designation. The Outlines of the property and
the parcel identifier are normally shown on large-scale maps. "’

> Harmanses, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Direktorat Jenderal Agraria, 1981, him. 2.
¢ Parlindungan, AP., Pendaftaran Tanah di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung 1993,
hlm. 12.



PF Dale MA ARICS dalam bukunya Cadastral Surveys within the
Commonwealth menjelaskan:

Cadastres and cadastral surveys are concerned with land, law and
people. A cadastre is a general, systematic and up-to-date register
containing information about land parcels including details of their
area, value and ownership. A land parcel is an area of land which may
be identified as a unit for recording information and may for example
be a field under uniform cultivication or a unit of ownership such as a
residential lot or plot of land.’

Buku Land Administration Guidelines yang diterbitkan oleh United
Nations Economic Commission for Europe terdapat tulisan tentang kadaster sebagai
berikut:

‘A Cadastre is similar to land register in that it contains a set of
records about land. Cadastre are based either on the proprietary land
parcel, which is the area defined by ownership, or on taxable area of
land which may be different from the extend of what is owned; or on
areas defined by land use rather than land ownership. Cadastres may
support either records of property rights, or the taxation of land, or
recording of land use. The Cadastre is an information system
consisting of two parts: a series of maps or plans showing the size and
location of all land parcels together with text records that describe the
attributes of the land.”

Menurut kamus hukum susunan Subekti dan R. Tjitrosoedibyo pengertian
kadaster adalah:

Pendaftaran Tanah, suatu lembaga yang ditugaskan menyelenggarakan
pendaftaran tanah dengan maksud menetapkan identifikasi tiap-tiap
potongan tanah (persil) dan mencatat tiap-tiap pergantian pemilik
(pemindahan hak milik), begitu pula hak-hak kebendaan yang
membebani tanah-tanah itu. seperti hipotik, pengabdian tanah dan lain
lain; juga hak kebendaan lainnya atas tanah: guna bangunan, guna
usaha dan lain-lain.'°

7 Larsson, Gerhard., Land Registration and Cadastral System, Longman Group, United Kingdom,
London, 1996, him. 16.

8 PF Dale MA ARICS, Cadastral Surveys within the Commonwealth, Her Mayesty’s Stationery
Office, London, 1976, hlm. 3

9 United Nations Economic Commission for Europe, op.cit., hlm. 4.

10 Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 65.



Buku The World Book Dictionary  susunan Clarence L. Barnhart,
menguraikan pengertian kadaster sebagai berikut:

cadastre or cadastre, a public register of the quantity, value, and
ownership of the real property of a region or country, used as a basis
for taxation. [< Frenc cadastre < Late Latin capitastrum register of
pool tax < Latin caput, it is head]."!

Dari beberapa definisi tentang kadaster di atas, dapat diambil pengertian
bahwa kadaster merupakan kegiatan dalam rangka pendaftaran tanah dalam suatu
kawasan, menyajikan dan memberikan informasi secara sistematis melalui gambar
bidang demi bidang tanah, jelas letak batas-batasnya dalam suatu peta hasil survei
lapangan. Tiap-tiap bidang tanah memberi informasi tentang luas bidang tanah,
pemiliknya, penggunaan tanahnya, nilai tanahnya dan segala atribut yang ada di
atasnya.

Sebelum Ilmu Geodesi berkembang pendaftaran bidang-bidang tanah
diselenggarakan tanpa didasarkan pada pengukuran dan pemetaan dari bidang-bidang
tanah itu, bila terdapat peta-peta dari bidang-bidang tanah itu hanyalah merupakan
peta-peta kasar saja, oleh karena peta-peta tersebut tidak dibuat berdasarkan
pengukuran cermat, terkadang peta-peta itu dibuat berdasarkan sketsa semata.

Pendaftaran bidang-bidang tanah dalam daftar-daftar tanpa didasarkan pada
peta-peta atau hanya dibuat pada peta-peta secara kasar saja dapat dikatakan sebagai
kadaster model kuno. Perkembangan dunia modern dewasa ini, ketika nilai tanah
secara ekonomis mulai meningkat, menuntut bahwa pendaftaran bidang-bidang tanah
hanya dapat dilakukan dengan sempurna bila pendaftarannya didasarkan pada
pengukuran dan pemetaan secara cermat dan seksama dari bidang-bidang tanah itu.
Pendaftaran tanah demikian merupakan kadaster dalam arti modern.'?

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 untuk dapat dikatakan
kadaster dalam arti modern harus dipenuhi 2 (dua) unsur, yaitu sebagai berikut:

1. pendaftaran atau pembukuan bidang-bidang tanah yang terletak di
sesuatu daerah dalam daftar-daftar. Dalam daftar tersebut diuraikan

1 Barnhart, Clarence L., The World Book Dictionary, Field Enterprises Educational Corporation,
Chicago, 1971, halaman 279.

12 Harmanses, op. cit., him. 10.



letak, batas-batas dan luas dari tiap-tiap bidang tanah serta hak-hak
yang terdapat di atasnya dan orang-orang yang menjadi pemegang
hak dari hak-hak itu.
2. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.!?
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengatur kadaster dalam arti

modern, sebagai berikut:

1. pengumpulan dan pengolahan data fisik merupakan kegiatan
pengukuran dan pemetaan meliputi: pembuatan peta dasar
pendaftaran; penetapan batas-batas bidang tanah; pengukuran dan
pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
pembuatan daftar tanah dan pembuatan surat ukur.

2. pembuktian hak dan pembukuannya.'4

Pelaksanaan kadaster yang telah berlangsung di Indonesia berkaitan dengan
tujuannya adalah : kadaster pajak (fiscale kadaster) yaitu kadaster untuk keperluan
pemungutan pajak yang adil dan merata dan kadaster pemiikan tanah yang sering
disebut dengan hak (recht kadaster), kadaster penggunaan tanah dan kadaster nilai
tanah masih menjadi cita-cita. Pengukuran bidang-bidang tanah untuk keperluan
pajak tidak perlu dilakukan secara teliti, oleh karena harga tanah pada dasarnya hanya
diperoleh secara taksiran atau perkiraan harga pasar.

Di Indonesia pelaksanaan kadaster dengan informasi ‘value’ atau nilai tanah
dan penggunaan tanah ditangani instansi khusus di bawah Departemen Keuangan
yang terpisah dengan instansi kadaster Badan Pertanahan Nasional dengan informasi
pemilikan tanah. Badan Pertanahan Nasional juga mempunyai informasi tentang
penggunaan tanah namun hanya dalam sajian peta skala kecil dan belum terintegrasi
dengan peta-peta kadasternya.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tidak mengatur tentang fiscale kadaster, oleh karena peta-
peta recht kadaster dapat digunakan juga untuk keperluan pajak. Peta-peta untuk
keperluan pemungutan pajak tidak memerlukan kepastian letak dari batas-batasnya

secara tepat. Berbeda dengan kadaster hak, suatu kadaster diadakan untuk kepastian

13 Lihat, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 3 sampai dengan Pasal 11.

14 Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 59.
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hukum dari letak, batas-batas serta luas bidang-bidang tanah hak, oleh karena itu
pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah harus diselenggarakan secara teliti,
batas-batas serta letak bidang tanah itu harus setiap waktu dapat ditetapkan kembali
atau direkonstruksi kembali di lapangan.

Perkembangan kadaster di Indonesia dalam dunia pendidikan didukung
dengan didirikannya jurusan Teknik Geodesi pada Institut Teknologi Bandung,
Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Surabaya. Kehadiran institusi
pendidikan tersebut, memperkuat landasan ilmiah bagi kepastian pengukuran letak
tepat batas-batas pemilikan bidang tanah dan melahirkan ilmuan-ilmuan yang

memiliki kompetensi ilmiah dalam bidang Teknik Geodesi.

2. Kadaster Dengan Kekuatan Bukti
Kadaster dengan kekuatan bukti merupakan suatu kadaster dengan

pembuktian batas-batas bidang-bidang tanah melalui peta-peta, batas—batas bidang
tanah tersebut ditetapkan di dalamnya sebagai batas-batas sah menurut hukum. Peta-
peta kadaster demikian disebut sebagai peta-peta mempunyai kekuatan bukti.
Pemberian kekuatan bukti pada peta-peta kadaster harus dilakukan dengan undang-
undang atau peraturan lain berdasar kuasa undang-undang. Apabila ada orang
menggugat kebenaran letak serta batas-batas bidang tanah setelah ditetapkan dalam
peta-peta kadaster, maka orang tersebut harus membuktikan gugatannya, maka bagi
hakim letak serta batas-batas bidang tanah itu sebagaimana dalam peta kadaster akan
merupakan letak serta batas-batas sebenarnya.

Pemberian kekuatan bukti pada peta-peta kadaster dengan undang-undang
hanya dapat dipertanggungjawabkan bila dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Batas-batas  diukur dan dipetakan pada peta-peta kadaster
merupakan batas-batas sebenarnya. Batas-batas  diukur dan
dipetakan pada peta-peta kadaster hanya dapat dianggap batas
sebenarnya, jika batas-batas itu telah mendapat persetujuan dari
pihak-pihak  bersangkutan. Pihak-pihak bersangkutan, dalam
hal ini pemilik tanah dan para pemilik tanah berbatasan,
penetapan batas-batas itu dengan sendirinya harus dilakukan di
lapangan oleh pejabat Pemerintah bersama-sama pemilik
tanah dan  dengan  persetujuan  pemilik tanah
berbatasan. Penetapan batas tersebut disebut penetapan batas



secara kontradiktur (contradictoire delimitatie)’>. Kedua belah
pihak dalam hal penetapan batas bidang tanah terdiri dari pemilik
tanah dan para pemilik tanah berbatasan, jadi bisa beberapa pihak.
Setelah pihak-pihak tersebut tidak saling membantah, maka batas
bidang tanah dapat ditetapkan ( diukur). Data ukuran sebagai data
otentik tersebut disimpan sebagai arsip hidup sewaktu-waktu
dapat digunakan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi
sengketa batas. Bila penetapan batas-batas  tidak dapat
ditetapkan secara kontradiktur, = maka penetapan batas tersebut
harus dilakukan dengan keputusan hakim.

2. Batas-batas diukur dan dipetakan pada peta-peta kadaster harus
dapat ditetapkan kembali (rekonstruksi kembali) di lapangan sesuai
dengan keadaannya pada waktu batas-batas itu ditetapkan dan
diukur. Dengan kemajuan Ilmu Geodesi, maka syarat kedua itu
sudah tidak merupakan persoalan sulit lagi. !¢

Berhubung dengan syarat kedua tersebut, maka kadaster dengan
kekuatan bukti tidak dapat diselenggarakan dengan peta- peta situasi atau peta-peta
kasar. Kadaster dengan kekuatan bukti selain menjamin kepastian hukum
dari  letak, batas-batas serta luas bidang-bidang tanah sehingga dapat
untuk menyelesaikan dengan mudah perkara-perkara mengenai letak batas tanah
sebenarnya antara dua atau lebih bidang-bidang tanah, dapat pula digunakan
seseorang untuk memperoleh suatu hak atas sebidang tanah.

Penetapan batas secara kontradiktur merupakan perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.!”
Semua pihak dalam perjanjian ini masing-masing harus memenuhi kewajiban
menjaga letak batas bidang tanah. Setiap perjanjian berlaku suatu asas, dinamakan
asas konsensualitas dari asal kata konsensus artinya sepakat. Asas konsensualitas
artinya suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan,

perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat'® mengenai hal-hal pokok dan tidaklah

15 Subekti dan Tjitrosoedibjo, op. cit, hlm. 69. Kontradictoir diartikan sebagai : atas
bantahan, dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara : putusan
yang diambil setelah kedua belah pihak diberi kesempatan untuk saling membantah, sebagai lawan

dari putusan Verstek yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. .
16 Harmanses, op. cit. hlm. 38-39
17" Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

18 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



diperlukan sesuatu formalitas.'’

Penyelenggaraan kadaster secara modern menurut Buku “Land
Administration Guidelines” mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Guarantee of ownership and security of tenure

2. Support for land and property taxation

3. Provide security for credit

4. Develop and monitor land markets

5. Protect State lands.

6. Reduce land disputes.

7. Facilitate rural land reform.

8. Improve urban planning and infrastructure development.
9. Support environmental management

10. Produce statistical data®’

19 Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta 1979, hlm. 15.
20" United Nations Economic Commission for Europe, op.cit., hlm. 7.
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MODUL PENDAFTARAN TANAH YANG
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
2 DAN SISTIM PUBLISITAS

A. PENDAFTARAN TANAH YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara
104 selanjutnya lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria disingkat
UUPA mengatur pendaftaran tanah sebagai berikut:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut meliputi:

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-
hak tersebut.

c. pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat.

Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut
mengatur untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, maka pendaftaran
tanah harus meliputi dua kegiatan di bawah ini:

Pertama, kadaster hak, yaitu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-
bidang tanah hak dan pendaftaran bidang-bidang tanah tersebut
dalam daftar-daftar tanah. Bidang-bidang tanah hak adalah bidang-
bidang tanah yang dipunyai orang atau badan hukum dengan
sesuatu hak;

Kedua, pendaftaran hak, yaitu kegiatan pendaftaran hak-hak dalam
daftar-daftar buku-tanah atas nama pemegang haknya.

Masalah pokok dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan demikian,
ialah: bagaimana penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat menjamin kepastian
hukum pemilikan tanah dan hak atas tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat
menjamin kepastian hukum apabila pendaftaran itu memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. peta-peta kadaster dapat dipakai untuk rekonstruksi di lapangan dan
menggambarkan batas sah menurut hukum;
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2. daftar umum yang membuktikan pemegang hak terdaftar di dalamnya
sebagai pemegang hak sah menurut hukum;
3. setiap hak dan peralihannya harus didaftar.?!

Pasal 19 ayat 2a UUPA diartikan sebagai kadaster hak sedang Pasal 19 ayat
2b dan ayat 2c diartikan sebagai pendaftaran hak.

Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 mengatur semua kegiatan tersebut di atas?.
Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam uraian di bawah ini.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengatur
bahwa peta pendaftaran harus memperlihatkan dengan jelas segala macam hak
atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang
tidak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa objek bidang tanah  dari Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 merupakan bidang tanah hak bukan bidang-
bidang tanah pajak.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dalam
peraturan-peraturan ~ yang  mengatur penyelenggaraan kadaster tidak terdapat
sesuatu ketentuan yang memberikan kekuatan bukti pada peta-peta yang dibuat
oleh Jawatan Pendaftaran Tanah pada waktu itu. Kadaster yang diselenggarakan
oleh Jawatan Pendaftaran Tanah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 dengan demikian belum merupakan kadaster dengan
kekuatan bukti.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengatur, bahwa
kepada pemegang hak yang haknya telah didaftarkan dalam daftar-daftar buku-
tanah (= daftar umum) diberikan sertipikat, yaitu surat tanda-bukti-hak yang
terdiri dari salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu
dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(2c¢) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditetapkan sebagai alat pembuktian
yang kuat. Sertipikat yang diberikan kepada pemegang hak yang terdaftar dalam

daftar buku-tanah dengan demikian mempunyai kekuatan bukti yang kuat..

2! Harmanses, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Direktorat Jenderal Agraria, 1981, hlm. 37.
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Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 mengatur bahwa surat-
ukur merupakan kutipan dari  peta-pendaftaran maka  peta-peta pendaftaran
(peta kadaster) juga mempunyai kekuatan bukti.

Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu dilaksanakan penyelidikan
riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya oleh suatu Panitia yang
dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
Pendaftaran  Tanah menurut Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
mengharuskan ~ penetapan  batas-batas  bidang tanah pada peta-pendaftaran
dilaksanakan secara kontradiktur?? atau oleh hakim, diatur dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) sebagai berikut:

Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang
letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas
sesuatu bidang tanah, maka Panitia harus berusaha menyelesaikan hal
itu dengan yang berkepentingan secara damai. Jika usaha tersebut gagal,
maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam
perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu,
dapat mengajukan hal itu ke muka hakim untuk mendapatkan putusan
siapa yang berhak dan letak batas-batasnya.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, telah
dikeluarkan suatu Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 tentang Tata
Kerja Pendaftaran Tanah yang Mengenai Pengukuran dan Pemetaan. Peraturan
tersebut mengatur pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah menurut cara-cara
yang memenuhi teknik geodesi. Batas bidang tanah yang diukur dengan demikian
merupakan fixed boundary atau batas pasti bukan general boundary atau batas umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 secara jelas mengatur
pelaksanaan kadaster dan merupakan kadaster dengan kekuatan bukti, sehingga letak
batas bidang tanah merupakan fixed boundary, kemudian selanjutnya menjadi
guaranted boundary atau batas terjamin.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengatur pula pendaftaran
tanah secara tidak lengkap, hal ini dapat diambil pengertian dari Pasal 16 ayat 2,
Pasal 17 dan Pasal 18 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

2Kata "kontradiktur" tidak ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,
penetapan batas secara kontradiktur merupakan rumusan dari Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat

(6).
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1961 sebagai berikut:
Pasal 16 ayat 2:

Jika pemberian hak tersebut mengenai bidang tanah yang belum diuraikan
dalam sesuatu surat ukur yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sedangkan
pembuatan surat ukur sebagaimana yang dimaksud pasal 11 tidak dapat
dibuat dengan segera oleh karena peta pendaftaran yang bersangkutan
dengan bidang tanah itu belum dibuat, maka kepada yang memperoleh hak
itu diberi sertipikat sementara, sebagai yang dimaksud dalam pasal 17

Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 :
1) Sertipikat sementara, yaitu sertipikat tanpa surat ukur, mempunyai fungsi
sebagai sertipikat.
2) Sertipikat sementara mempunyai kekuatan sebagai sertipikat.

Pasal 18 ayat 1 dan ayat 4:

1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa
yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula
dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat
bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Asisten Wedana, yang
membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu.

4) Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran
Tanah diberikan kepada pemohon sertipikat sementara.

Sertipikat sementara mempunyai kekuatan sebagai sertipikat, demikian Pasal 17
ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, hal ini artinya  bahwa
pendaftaran tanah secara tidak lengkap tetap harus memenuhi persyaratan kadaster
hak walaupun sertipikat sementara merupakan sertipikat tanpa surat ukur.

Kenyataan yang terjadi Sertipikat Sementara banyak yang tidak dilengkapi
gambar bidang tanah, tanpa kepastian hukum objek hak jelas sering menimbulkan
permasalahan. Akibat pemahaman keliru tentang sertipikat sementara, hal ini diatur
lebih lanjut dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sebagai berikut :

1. Jika dimohon pendaftaran sesuatu hak atas sebidang tanah yang terletak
dalam desa yang terletak di luar "daerah lengkap", kepada pemohon
diberikan Sertipikat Sementara yang dilampirkan dengan gambar situasi dari
bidang tanah yang bersangkutan, setelah letak bidang tanah itu dinyatakan
dalam peta situasi kasar yang dimaksud Pasal 8.

2. Dalam hal peta situasi kasar belum tersedia, maka  pemberian Sertipikat
Sementara ditangguhkan sampai Kantor Pendaftaran Tanah yang
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bersangkutan selesai membuat peta situasi kasar dari kompleks bidang-
bidang tanah yang berada di sekeliling bidang tanah itu.

Peta Situasi instansi lain maupun yang dibuat oleh Direktorat Pendaftaran
Tanah tanpa pengukuran dasar dapat dijadikan peta situasi kasar.

Selanjutnya, Pasal 14 sampai dengan Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  sebagai penyempurnaan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menetapkan bahwa untuk memberikan
kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu
kepastian hukum objeknya melalui penetapan batas bidang tanah

1. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan
kegiatan pengukuran dan pemetaan.
2. Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi :
a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan
peta pendaftaran;
d. pembuatan daftar tanah;
e. pembuatan surat ukur.

Penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang  tanah diatur
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 17 sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah,
bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan
letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-
tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

2. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara
sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan
batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Bila belum ada kesepakatan maka dilakukan penetapan  batas
sementara, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur

sebagai berikut:

(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas
tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan,
pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan
berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas
bidang-bidang tanah yang bersangkutan.
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(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak
hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk
sementara dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik
membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai
belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan.

(4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan
bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas
sementara.

(5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai
batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang
bersangkutan.

Uraian pasal-pasal tersebut di atas memberikan pengertian bahwa Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara jelas mengatur pelaksanaan kadaster yang

merupakan kadaster dengan kekuatan bukti, untuk menjamin kepastian hukum

pelaksanaan pendaftaran tanah.

B. SISTIM PENDAFTARAN TANAH DAN SISTIM PUBLISITAS
1. Sistim Pendaftaran Akta dan Pendaftaran Hak.

Hak kepemilikan atas suatu bidang tanah dapat diperoleh antara lain melalui
peralihan hak. Terdapat 3 (tiga) sistem cara beralihnya pemilikan tanah:

a. Peralihan secara “privat” (Private Convenyancing),

b. Pendaftaran Akta atau surat perjanjian peralihan hak (Registration of

Deed);

c. Pendaftaran Hak (Registration of Title), %

Bila terjadi peralihan pemilikan secara “privat”, dokumen yang berkaitan
dengan pengalihan hak milik diberikan langsung oleh penjual kepada pembeli, dalam

praktek biasanya dengan bimbingan pakar hukum pada saat proses berlangsung,

23United Nations Economic Commission for Europe, Land Administration Guidelines, New
York and Geneva, 1996, him. 15.
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pemerintah hanya memberikan kerangka hukum, tidak melakukan proses pendaftaran.
Cara ini pada umumnya dianggap tidak efisien dan sangat berbahaya dimungkinkan
terjadi tindak penipuan karena tidak ada bukti jelas bahwa si penjual merupakan
pemilik sebenarnya.

Melalui sistem pendaftaran akta, salinan dokumen peralihan pemilikan
diserahkan ke kantor pendaftaran tanah. Pengajuan akta ini ke kantor pendaftaran
tanah kemudian menjadikan bukti hak penjual untuk menjual. Di beberapa negara
bagian di Amerika Serikat, perusahaan swasta dioperasikan oleh lembaga asuransi
guna menjamin bila terjadi kerugian karena adanya cacat atau kelemahan dari hak
atas tanah tersebut. Pembeli membayar premi kepada lembaga asuransi untuk
memperoleh jaminan yang diperlukan.>* Apabila terjadi tindak penipuan dan
pembeli menyatakan hak atas tanah itu tidak berlaku, maka lembaga asuransi akan
membayar ganti rugi, meskipun demikian sistem ini tidak mendukung atau
membantu pengelolaan pertanahan secara umum.

Di beberapa negara dalam hal terdapat sistim pendaftaran akta pada tingkat
nasional, kantor pendaftaran tanahnya diawasi oleh pemerintah, semua perjanjian
yang berkaitan dengan pemilikan tanah harus didaftar dan salah satu salinan semua
dokumen diserahkan dan disimpan di kantor pendaftaran. Setiap dokumen pada
umumnya telah dicek dan keabsahannya telah dipastikan. Melalui pencarian
dokumen peralihan hak sebelumnya, calon pembeli seharusnya merasa yakin bahwa
penjual memang memiliki hak untuk menjual. Pemeriksaan akta-akta terdaftar akan
memperlihatkan ~ bagaimana penjual telah memperoleh bidang tanah tersebut
dimaksud dan syarat yang mendasari perolehannya, ini tentu saja tidak memberikan
bukti transaksi sebelumnya sudah sah menurut hukum, karenanya transaksi sebelum
itu harus diperiksa, dan seterusnya melalui serangkaian pemeriksaan hingga pembeli
benar-benar yakin terdapat hubungan jelas mengenai hak tersebut.

Suatu sistim pendaftaran diharapkan dapat memberikan posisi hukumnya
dengan tidak perlu memberikan rincian transaksi sebelumnya sehingga pemeriksaan
hanya pada dokumen terakhir, hal ini sulit diperoleh pada sistim pendaftaran akta.

Sistim ini tidak memberikan jaminan atas pemilikan tanah, hanya memberikan bukti

24United Nations Economic Commission for Europe, op.cit., hlm. 16.
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terjadinya peralihan hak. Sistim pendaftaran akta menyebabkan diperlukannya
tempat penyimpanan dokumen luas. Hal ini menyebabkan diperlukannya biaya tinggi
ditambah upaya memperoleh data makin lama makin bertambah sulit dan lama.
Berkembangnya teknologi komputer dan menerapkan teknologi “scanning” terhadap
dokumen dan sistim administrasi yang rapi, sistim pendaftaran akta ini dapat
memberikan evisiensi layanan.

Di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
menganut sistim ini  diatur dalam Overschrijvings Ordonnantie 1834-27, surat
perjanjian peralihan haknya (akta) dilakukan dihadapan Overschrijvings ambtenaar
dalam hal ini pejabat pemerintah berfungsi sekaligus sebagai pejabat pelaksana
pendaftaran akta tersebut. Kepada penerima hak diberikan grosse akte sebagai bukti
terjadinya peralihan hak.

Menurut sistem pendaftaran hak, dilakukan pendaftaran terhadap timbulnya
atau lahirnya hak karena diperoleh dari surat perjanjian peralihan hak yang sering
disebut akta. Sistim ini memerlukan identifikasi letak batas bidang tanah pada suatu
peta dalam hal ini hak pemiliknya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang
tanah tersebut dicatat dalam suatu daftar.?’ Bila terjadi peralihan hak, maka hanya
nama pemiliknya perlu diubah, akta tidak perlu disimpan. Pada waktu sebagian dari
bidang tanah dialihkan, maka gambar bidang tanah diubah dan dikeluarkan gambar
baru, kepada penerima hak diberikan semacam salinan gambar bidang tanah dan
segala sesuatu berkaitan dengan bidang tanah tersebut selain pemiliknya,
penggunaannya ataupun nilainya.

Berdasarkan sistem ini pemilikan tanah dapat dijamin, siapapun kehilangan
hak kepemilikan atas tanah karena dijalankannya sistem ini akan memperoleh ganti
rugi dari pemerintah. Sistem ini mulai dikembangkan di Australia oleh Robert

Torrens ¢

. Sistem Torrens pada dasarnya sederhana dan relatif murah setelah
dioperasikan, hanya pada awalnya memerlukan biaya yang sangat besar dan
sekaligus. Peralihan bidang tanah pada sistem ini dapat berlangsung tanpa melibatkan

ahli hukum, walaupun dalam praktek sebagian orang memilih untuk minta konsultasi

2Gerhard Larsson Land Registration and Cadastral System, Longman Group, United Kingdom,
London 1996, him. 44.

26Theodore B. F. Ruoff and Christopher West, Concise Land Registration Practice, Sweet &
Maxwell, London,1982, him. 1 dan hlm. 8.
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ke professional berkaitan dengan pengembangan tanah tersebut ke depan.

2. Sistim Publikasi Positif dan Publikasi Negatif.

Memenuhi asas  publisitas pendaftaran tanah  dilakukan  sistim
publikasi pendaftaran hak-hak atas tanah dalam daftar-daftar umum, yaitu daftar-
daftar terbuka bagi setiap orang bila memerlukan keterangan dari daftar-daftar itu,
atas nama para pemegang haknya.

Terdapat 2 (dua) sistim pendaftaran hak:

1. Pendaftaran hak dengan daftar-daftar umum mempunyai kekuatan
bukti, daftar-daftar umum akan membuktikan orang terdaftar di
dalamnya sebagai pemegang hak sah menurut hukum. Kepada pemegang
hak terdaftar diberikan surat tanda bukti hak. Pendaftaran hak semacam
ini disebut pendaftaran hak positif.

2. Pendaftaran hak dengan daftar-daftar umum tidak mempunyai
kekuatan bukti, adalah daftar-daftar umum tidak membuktikan
orang terdaftar di dalamnya sebagai pemegang hak sah menurut hukum.
Pendaftaran hak semacam ini disebut pendaftaran hak negatif.?’

Harmanses dalam bukunya Pendaftaran Tanah di Indonesia mengutip
rumusan sistem positif dari beberapa ahli sebagai berikut:
Pendapat Moll:

Sistem pendaftaran disebut positif, Apabila pendaftaran akta-akta
membuktikan, bahwa orang yang menurut isi akta mempunyai atau memperoleh atau
telah diberikan sesuatu hak atas tanah, merupakan pemegang hak sebenarnya “.
Pendapat 1. Boer Hz tentang sistem positif yang berlaku di Prusia Jerman:

“Orang dengan itikad baik dan dengan memberikan kontraprestasi memperoleh
sesuatu hak dari orang terdaftar sebagai pemegang hak berdasarkan perjanjian sah,
akan menjadi pemegang hak dari hak itu yang didaftarkannya atas namanya.?8

Sistim Publikasi Pendaftaran Hak Positif sering disebut dengan Sistim
Positif,  diselenggarakan dengan daftar-daftar umum yang mempunyai kekuatan
bukti. Pengertian positif mencakup ketentuan bahwa pendaftaran itu dijamin sebagai

keadaan sebenarnya. Pemerintah menjamin kebenaran data pendaftaran dan untuk

?’Harmanses, op. cit., him. 42.
Harmanses, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Direktorat Jenderal Agraria, 1981, hlm. 60
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itu Pemerintah meneliti kebenaran sahnya tiap pengajuan warkah untuk didaftarkan
sebelum hal itu dimasukkan dalam daftar-daftar. Sistem positif diselenggarakan di
negara menganut asas hukum itikad baik, yaitu asas melindungi orang dengan
itikad baik memperoleh sesuatu hak dari orang disangka sebagai pemegang hak sah,
meskipun orang tersebut tidak berhak mengalihkan. Seseorang terdaftar dan berhak
atas sebidang tanah, merupakan pemegang hak sah menurut hukum dan tidak bisa
diganggu gugat.

Pada sistem positif diberikan dua macam kekuatan bukti sebagai berikut:

1. kekuatan bukti mutlak, yaitu kekuatan bukti yang berlaku terhadap
semua  orang. Pendaftaran sesuatu hak atas nama seseorang
(misalnya A) dalam daftar-daftar umum mempunyai kekuatan bukti
mutlak, akan menjadikan A itu pemegang hak sah menurut hukum
terhadap semua orang, termasuk orang (misalnya B) dari siapa A itu
telah memperoleh hak itu. Meskipun peralihan hak dari B ke A karena
sesuatu sebab menjadi batal, B tidak dapat menuntut kembali hak itu
dari A, Apabila hak itu telah didaftarkan dalam daftar-daftar umum
atas nama A. Sistem ini dikenal pada sistem Torrens di Australia.

2. kekuatan bukti yang berlaku pada pihak ketiga. Pendaftaran sesuatu
hak  seseorang  (misalnya  A) dalam daftar-daftar umum
menjadikan A itu pemegang  sah menurut hukum terhadap semua
orang, kecuali terhadap orang (misalnya B) dari siapa A memperoleh
hak itu. Selama hak itu masih terdaftar atas nama A. B masih
dapat menuntut kembali hak itu dari A, Apabila peralihan hak itu
kepada A karena sesuatu sebab menjadi batal. Apabila hak itu telah
dialihkan oleh A kepada C dan telah didaftarkan pula atas nama C, B
tidak dapat menuntut kembali hak itu dari C. C dalam hal ini
disebut pihak ketiga. Sistem ini dikenal dengan nama sistem
Grundbuch di Jerman. %°

Pendaftaran tanah sistem Torrens di Australia dengan sistim pendaftaran
hak itu dijamin kebenaran dan kepastiannya, demikian juga apabila terjadi rangkaian
peralihan hak maka bila seseorang telah terdaftar dalam daftar umum akan
memperoleh jaminan pemerintah dari gugatan pihak lain.

Bagi pemilik sebenarnya bila dapat membuktikan haknya melalui gugatan ke
pengadilan akan memperoleh ganti rugi dari pemerintah.*°

Pendaftaran tanah dengan sistem  positif, = pemegang  hak terdaftar

Harmanses, op.cit., hlm. 42.
3Douglas J. Whalan, The Torrens System in Australia, The Law Book Company, Sidney, 1982,
hlm. 15.
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dilindungi hukum sebagai pemegang hak sah dan tidak dapat diganggu gugat,
dengan demikian pendaftaran dilakukan terhadap hak seseorang sebagai pemegang
hak atas tanah, atau dikenal dengan istilah registration of title.’!

Keuntungan sistim pendaftaran hak positif terletak pada terjaminnya
kepastian hukum dari pemegang hak terdaftar, karena terdaftarnya seseorang atau
badan hukum dalam daftar umum tidak dapat diganggu gugat walaupun oleh
seseorang terbukti sebagai pemilik sebenarnya. Bagi pihak pembeli tanah terdaftar
atas nama seseorang dalam daftar umum tidak ada risiko akan kehilangan haknya,
bagi dunia perdagangan akan memudahkan seseorang melakukan investasi.

Kelemahan sistim pendaftaran hak positif terletak pada proses pendaftaran
harus dilakukan secara cermat dan teliti oleh pejabat pendaftar, hal ini menyebabkan
proses menjadi tidak cepat, tidak mudah dan tidak murah. Terdaftarnya seseorang
dalam daftar umum akan sangat merugikan pemilik sebenarnya.

Berbeda dengan sistim Publikasi Pendaftaran Hak Negatif, diselenggarakan
dengan daftar-daftar umum tidak mempunyai kekuatan bukti. Terdaftarnya
seseorang dalam daftar-daftar umum sebagai pemegang hak belum membuktikan
orang itu sebagai pemegang hak. Sistem negatif diselenggarakan di negara penganut
asas hukum nemo plus yuris, yaitu asas yang bertujuan melindungi pemegang hak
sebenarnya terhadap tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa
sepengetahuannya. Pendaftaran sesuatu hak atas nama orang yang tidak berhak tidak
dapat merugikan pemegang hak sebenarnya, oleh karena itu terdaftarnya seseorang
dalam daftar-daftar umum sebagai pemegang hak belum menjadikan orang itu
sebagai  pemegang hak sah  menurut hukum. Pemegang hak
sebenarnya selalu dapat menuntut haknya kembali bila dialihkan tanpa
sepengetahuannya. Pemerintah tidak menjamin kebenaran dari isi daftar-daftar
umum dalam pendaftaran hak. Risiko ada pada pembeli/kreditur apabila
orang terdaftar itu bukan pemegang hak sebenarnya, dan pemilik terdaftar
dengan demikian tidak dilindungi sebagai pemegang sah menurut hukum, berarti

pendaftaran hak tersebut tidak mutlak. Pendaftaran dilakukan bukan terhadap haknya

3ITheodore B. F. Ruoff and Christopher West, op.cit., hlm. 1 dan 8
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akan tetapi hanya peristiwa hukumnya yaitu peristiwa peralihan hak, dalam hal ini
dilaksanakan pendaftaran akta atau dikenal dengan istilah registration of deed.?’

Keuntungan sistim pendaftaran hak negatif proses pendaftaran cepat, mudah
dan murah karena terdaftarnya seseorang dalam daftar umum belum menjadikannya
pemegang hak sah menurut hukum. Hal ini mengakibatkan pejabat pendaftar hak
dalam melakukan pendaftaran tidak harus memeriksa secara cermat apakah orang
tersebut berhak atau tidak. Bagi pemilik tanah sebenarnya sampai kapanpun akan
tetap dilindungi, terdaftarnya seseorang dalam daftar umum tidak menyebabkan ia
akan kehilangan haknya.

Kelemahan sistim pendaftaran hak negatif karena pemerintah tidak menjamin
kebenaran dari isi daftar umum, bila ada orang akan membeli tanah dari seseorang
terdaftar akan menanggung sendiri risikonya, apabila ternyata orang terdaftar tersebut
bukan pemilik sebenarnya. Bagi pemegang hak terdaftar setiap saat dapat diganggu
gugat oleh orang yang mengaku pemilik sebenarnya.

Beberapa penulis menyatakan registration of title dengan pendaftaran hak
publikasi positif, tidak selalu demikian. Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia
dikaji dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1961 merupakan registration of title atau pendaftaran hak.
Kepemilikan atas tanah bekas milik adat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 telah dilekati dengan hak atas tanah hak milik walaupun belum
dilakukan pendaftaran terhadap bidang tanah tersebut, apabila terjadi peralihan hak
atas tanah maka hak telah beralih saat selesainya transaksi. Selanjutnya bila
dilaksanakan pendaftaran bidang tanah tersebut, yang didaftar haknya (title), bukan
peristiwa peralihan haknya (deed). Hukum pertanahan di Indonesia meneruskan
hukum adat yang berlaku selama ini, bila terjadi peralihan hak atas tanah akan
bersifat terang tunai, tidak diperlukan lagi adanya juridische levering. Pemerintah
Indonesia tidak menjamin secara mutlak atas hak yang terdaftar tetapi menjamin
pemilik bidang tanah sebenarnya yang dalam hal ini dapat juga belum terdaftar.
Indonesia dengan demikian tidaklah tepat dikatakan menganut sistem pendaftaran

tanah negatif dan belum tepat juga menganut pendaftaran tanah positif walau yang

32United Nations Economic Commission for Europe, op.cit., hlm. 16.
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didaftar haknya (title), dengan demikian lebih tepat pendaftaran tanah di Indonesia
menganut sistem negatif menuju ke positif, karena pemilik sebenarnya masih dapat

menggugat terhadap hak yang terdaftar.
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MODUL
3 LETAK BATAS YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM

A. LETAK BATAS BIDANG TANAH

Secara historis kebutuhan akan penentuan batas tanah muncul segera setelah
siapapun, suatu suku, keluarga atau seeorang mengajukan tuntutan atas hak tertentu
di suatu kawasan. Hak untuk berburu, menangkap ikan dan memotong rumput sering
ditentukan batasnya secara samar, sedangkan hak untuk menggarap tanah cenderung
memiliki batas ditetapkan secara hati-hati. Batas-batas ini dapat ditetapkan dengan
berbagai cara mereka menempati tanah, dengan berperang di antara atau karena
persaingan kelompok, dengan persetujuan timbal balik atau dengan menerapkan
aturan adat. Kisah dalam pewayangan sengketa batas bidang tanah muncul dalam
cerita ‘Rebut Kikis Tunggorono’.

Perlunya menunjukkan batas pemilikan tanah sudah ada sejak lama sebelum
dikenal pendaftaran pemilikan tanah, pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden
tentunya harus sudah diketahui terlebih dahulu batas dari Taman Eden. Bagaimana
batas itu ditunjukkan?  Burung-burung, hewan-hewan, dan bahkan ikan-ikan
mengenal daerahnya secara instink atau naluri; mereka mentaati batas-batas yang
tidak dikenal manusia. Manusia sendiri memerlukan suatu macam tanda untuk dapat
menunjukkan daerahnya, manusia tidak punya indera tambahan seperti merpati pos
mengetahui jalan pulang tanpa peta atau tonggak tanda penunjuk jalan di atas tanah.?

Batas bidang tanah secara hukum merupakan bidang permukaan
menetapkan diawalinya dan diakhirinya pemilikan tanah seseorang, pada umumnya
permukaan ini vertikal dapat disamakan dengan suatu tirai tergantung dari atas
sehingga siapapun melewatinya dari satu sisi ke sisi lain, berarti melewati hak
pemilikan satu ke hak pemilikan lainnya. Permukaan batas ini memotong garis batas
sah, melangkahi garis ini sama dengan menerobos tirai. Suatu batas sah merupakan

permukaan tipis dalam keadaan sangat kecil merentang dari pusat bumi ke atas dan

33 Rowton Simpson, S. Land Law and Registration, Surveyor Publications, London, 1984, hlm.
126
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pada dasarnya merupakan suatu konsep abstrak’.

Para pemilik tanah dalam praktek menandai batas tanah mereka dengan
garis lurus berupa pagar atau titik-titik sudut bidang tanah dengan patok beton,
palang kayu, patok besi. Benda fisik ini mungkin juga disebut batas, meskipun
mungkin tidak mengikuti garis sama dalam ruang seperti batas sah menurut hukum,
pagar dapat juga hanya merupakan suatu benteng perlindungan terhadap penyusupan
musuh maupun binatang, tidak selamanya pagar merupakan penentu batas pemilikan
tanah.

Bagi seseorang membeli sesuatu hak kepemilikan atas sebidang tanah
peta-peta kadaster ini akan merupakan alat bukti untuk meneliti kebenaran
keterangan dari pihak penjual mengenai letak tanah, letak batas-batasnya serta luas
dari bidang tanah tersebut.

Suatu bidang tanah dengan dikelilingi pagar, dapat segera muncul
keraguan tentang siapa sesungguhnya memiliki tanah yang ada di atasnya bila tidak
ada catatan ketika pagar itu dibuat atau bila tidak ada rekaman berupa peta bidang
tanah yang memperlihatkan posisi letak batas sebenarnya. Bila bidang-bidang tanah
posisinya berdampingan dan dikembangkan atau dimanfaatkan pada saat sama, maka
pagar pembaginya mungkin akan merupakan pagar kelompok atau pagar bersama,
batasnya merupakan garis batas terletak di tengah tengah garis pagar, tetapi sudah
tentu bidang-bidang tanah  berdampingan tidaklah selalu dimanfaatkan atau
dikembangkan pada saat bersamaan. Bila satu bidang tanah lebih dahulu
dimanfaatkan, maka garis pembagi atau garis batas itu seluruhnya mungkin terletak
di atas bidang tanah tersebut, dengan sendirinya pemilik tanah tidak mungkin
mencatat sendiri letak garis batas. Bila pemilik tanah berdampingan datang
memanfaatkan pagar tersebut maka akan jelas siapa memiliki pagar tersebut, tetapi
hal ini masih belum ada rekaman atau catatan tentang hal tersebut. Pagar itu hanya
akan merupakan suatu bukti fisik di lapangan terjadinya persetujuan antar tetangga
dan belum diungkapkan dalam tulisan atau surat perjanjian.

Di Kerajaan Inggris mengenai batas bidang tanah dikenal istilah ‘batas-

batas umum’ atau General Boundary yaitu batas tepat namun belum dipastikan,

3% United Nations Economic Commission for Europe, op. cit., hlm. 19.
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sebagai contoh, tidak memandang apakah batas umum itu buatan alam atau buatan
manusia termasuk pagar tanaman, dinding dan selokan, atau garis batas umum itu
terletak di sepanjang tengah dinding atau pagar, atau permukaan sebelah dalam atau
luar, atau seberapa jauh batas umum itu di dalam atau di luarnya.*® Bila pemilik
tanah menginginkan ketepatan garis batas tanahnya dipastikan dalam garis batas
umum, dikenal dengan istilah ‘batas pasti’ atau Fixed Boundary harus melalui
persetujuan dari pemilik tanah berbatasan dan selanjutnya dilakukan rekaman
melalui pengukuran letak batas tersebut.>¢

Menurut buku “Land Administration Guidelines” yang diterbitkan oleh
United Nations sekurang-kurangnya ada tiga konsep tentang ‘batas pasti’ atau ‘batas
umum’. Bagi sebagian pihak ‘batas pasti’ merupakan batas yang telah disurvei secara
akurat sehingga hilangnya suatu tanda di sudut dapat diganti secara tepat berdasarkan
arsip data ukuran. Bagi pihak lainnya, istilah ‘batas pasti’ digunakan untuk
menguraikan suatu titik sudut batas bersifat tetap dalam ruang pada waktu dicapai
kesepakatan ketika pemilikan tanah dialihkan. Menurut beberapa sistem, suatu batas
hanya menjadi ‘pasti’ apabila tercapai kesepakatan antara pemilik tanah berbatasan
dan garis pemisah di antara pemilik dicatat melalui pengukuran sebagai hal pasti.?’

Di Indonesia saat ini pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 secara jelas menganut konsep ‘fixed boundary ™.
Berdasarkan sistem batas umum, pemilikan terhadap bidang tanah dapat didaftar
tanpa konsultasi dengan tetangga dan tanpa harus menyetujui lokasi yang tepat dari
garis batas yang sah. Ini mengurangi banyaknya sengketa dalam jangka pendek tapi
juga menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Pendekatan dimaksud sering
digunakan bila penentuan pemilikan tanah dilakukan secara sporadis dalam hal
pemilikan tanah dan hak atas tanah didaftar apabila terjadi transaksi.

Suatu batas umum mungkin juga merupakan batas tidak pasti, seperti tepi
kawasan hutan, tepi danau atau garis pasang naik pantai. Beberapa sistem

pendaftaran yang ada, hukum merujuk kepada ‘batas kira-kira’ dengan sengaja

35 Jbid., him. 134.
3 Jbid., hlm. 137

37 United Nations Economic Commission for Europe, op.cit., him. 19.

38 Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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dibiarkan kabur untuk mencegah sengketa antar tetangga. Keuntungan batas umum
terletak pada standard yang tidak begitu ketat tentang survei, petugas pendaftar hak
dapat mengabaikan perubahan kecil pada posisi atau kedudukan batas yang
disepakati antara dua belah pihak, sambil tetap menjamin hak kepemilikan masing-
masing atas tanah.

Istilah ‘batas terjamin’ atau Guaranteed Boundary sering digunakan
terhadap batas setelah memenuhi asas kontradiktur dan dilakukan penetapan batas
oleh Pemerintah melalui pengukuran secara cermat, data rekaman letak batas
tersebut tersimpan terus di Kantor Pertanahan sepanjang tanah itu masih ada, belum
musnah atau sampai kiamat. Rekaman data ukuran letak batas bidang tanah harus
dapat digunakan oleh Pemerintah untuk “menjamin” rekonstruksi kembali bila batas

tersebut hilang.

B. ALAT BUKTI LETAK BATAS YANG MEMPUNYAI KEKUATAN
HUKUM

Kepastian hukum pemilikkan tanah harus diawali dengan kepastian hukum
letak batas, Pemilik tanah dalam praktek menandai batas tanah mereka dengan garis
lurus berupa pagar atau titik-titik sudut bidang tanah dengan patok beton, patok kayu,
patok besi atau pagar. Penentuan letak batas dilakukan oleh pemilik tanah dan para
pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur dikenal dengan asas kontradiktur.
Penentuan letak batas secara kontradiktur merupakan perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*® Perjanjian ini
melibatkan semua pihak, masing-masing harus memenuhi kewajiban menjaga letak
batas bidang tanah. Setiap perjanjian berlaku suatu asas, dinamakan asas
konsensualitas dari asal kata konsensus artinya sepakat. Asas konsensualitas berarti
suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, perjanjian
sudah sah apabila sudah sepakat.** Apabila para pemilik tanah berbatasan tidak
memperoleh kata sepakat dengan letak sebenarnya dari suatu batas walaupun telah

dilakukan mediasi, maka penetapan batas terpaksa diserahkan kepada Hakim.

39 Pasal 1338 KUHPerdata
40 Pasal 1320 KUHPerdata
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Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan = Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui
penetapan batas bidang tanah. Penetapan  data fisik atau penetapan batas
pemilikan bidang tanah diatur Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila belum ada
kesepakatan maka dilakukan penetapan batas sementara, diatur dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-
bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-
batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap
sudut bidang tanah yang bersangkutan.

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik
dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan
kese-pakatan para pihak yang berkepentingan.

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaan-nya, wajib dilakukan oleh
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

(4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas di-tetapkan oleh Menteri.
Pasal 18

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum
terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya
atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang
sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah
yang ber-batasan.

(2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan
sesuai ketentuan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan
instansi yang berwenang.

(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala
Kantor Pertanahan memper-hatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah
yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.
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(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam
suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan per-
setujuan.

(5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Menteri.

Pasal 19

(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) tidak diperoleh kese-pakatan antara pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran
bidang tanahnya diupayakan untuk semen-tara dilakukan berdasarkan batas-batas
yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang
bersangkutan.

(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir
setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara
dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik membuat
berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagai-mana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya
kesepakatan batas atau ketidak hadiran pemegang hak atas tanah yang bersang-
kutan.

(4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-
batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.

(5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-
batas yang dimaksudkan atau di-peroleh kepastiannya berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian
terhadap data yang ada pada peta pendaf-taran yang bersangkutan.

Penentuan letak dan pemasangan tanda batas ini harus disaksikan pejabat atau
aparat yang mengetahui atau memiliki informasi siapa-siapa pemilik tanah yang
berbatasan. Kantor Pertanahan tidak memiliki data pemilik tanah yang berbatasan
bila tanah tersebut belum terdaftar, data pemilik tanah yang berbatasan dimiliki
oleh Kepala Desa/ Kelurahan oleh karena itu pelaksanaan asas kontradiktur ini wajib
disaksikan oleh aparat desa/kelurahan. Asas kontradiktur dibuktikan dengan Surat

Pernyataan yang ditanda tangani pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan
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dan oleh Kepala Desa /Kelurahan atau pejabat yang ditunjuknya. Pada saat yang
sama kontradiktur ini di sepakati pula pada Daftar Isian 201 halaman 1 (satu) yang
dapat diperoleh dari Kantor Pertanahan, kedua bukti tertulis ini menjadi syarat untuk
mengajukan pengukuran atau penetapan batas bidang tanah tersebut ke Kantor
Pertanahan, Kantor Pertanahan tidak akan menerima permohonan pengukuran bila
patok tanda batas yang dipasang belum memenuhi asas kontradiktur. Petugas Ukur
Kantor Pertanahan dengan demikian melakukan pengukuran setelah asas kontradiktur
dipenuhi, apabila pada waktu pemasangan tanda batas diperlukan pengukuran, maka
pengukurannya bukan dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan.

Penentuan letak batas bidang tanah secara kontradiktur merupakan perjanjian
tertulis yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya harus dapat dijadikan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang
oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Letak batas
bidang tanah yang telah memenuhi asas kontradiktur dengan demikian adalah letak
batas yang telah mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itulah untuk menjamin
tidak terjadi perubahan letak ‘batas pasti’ diperlukan rekaman letak batas bidang
tanah melalui pengukuran. Pengukuran letak batas bidang tanah, dengan demikian
tidak dapat dilakukan sebelum adanya alat bukti tertulis terjadinya penentuan letak

batas bidang tanah oleh pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan.

Bila terjadi sengketa batas pemilikan tanah, alat bukti tertulis harus inilah
yang disampaikan di persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian.
Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk
menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan
hakim yang memeriksa perkara. Bukti merupakan segala sesuatu yang dipergunakan
untuk meyakinkan pihak lain.*! Seseorang yang memiliki bidang tanah harus
membuktikan dengan menunjukkan sertipikat. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata mengatur:

”Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,

41 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Penerbit Mandar Maju, Bandung
2005, him. 13.
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menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau
peristiwa tersebut.”

Menurut Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, bahwa alat bukti surat atau tulisan
adalah : “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk
mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan
sebagai pembuktian”. Bukti paling murni ditemukan dalam ilmu eksakta karena ilmu
eksakta bertitik tolak dari aksioma, karena orang telah sepakat bahwa aksioma itu
benar. Semua pernyataan atau dalil akan dinilai atau diakui apabila kebenarannya
bisa ditunjukkan dengan aksioma, pemberian alasan bahwa dalil itu benar disebut

bukti #2.

Bukti menurut hukum merupakan alat bukti yang ditentukan Undang-Undang untuk

membuktikan peristiwa atau keadaan di muka sidang.

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur alat bukti

dalam perkara perdata terdiri atas:

a. bukti tulisan;

b. bukti dengan saksi-saksi;
c. persangkaan-persangkaan;
d. pengakuan; dan

e. sumpah.

Hukum acara perdata menganut sistem pembuktian positif yang
menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh
Undang-Undang, sistem pembuktian positif mencari kebenaran formal. Hukum acara
perdata mengatur bukti tulisan merupakan bukti utama, karena bukti tulisan
membuktikan hukum acara perdata menganut sistem pembuktian positif yang
menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti suatu keadaan, dalam

masyarakat maju alat bukti yang paling tepat memanglah tulisan.*’

Sertipikat sebagai alat bukti memiliki tanah dan hak atas tanah merupakan
bukti tulisan dalam hal ini kekuatan pembuktiannya diatur oleh Undang-Undang

yaitu Pasal 19 ayat 2¢ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Pasal 31 Peraturan

42Berggren, J. Lennart, and Baird, Robert M. "Axiom." Microsoft® Encarta® 2006, Redmond, WA:
Microsoft Corporation, 2005.
43 Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 20.
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 menetapkan, sertipikat diberikan untuk kepentingan pemegang hak yang
bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah,
selanjutnya pada Pasal 32 ayat (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data dalam

surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti tertulis dalam hal ini bentuk dan
pejabat pembuatnya telah ditentukan oleh Undang-Undang, merupakan surat otentik
analogi dengan akta sebagaimana diatur Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Surat bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formal dan
material:

1) Kekuatan pembuktian lahir didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak
pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya dari lahir seperti akta,

dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti
sebaliknya.

2) Kekuatan pembuktian formil didasarkan atas benar tidaknya ada
pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan
pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat
dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

3) Kekuatan pembuktian materiil memberi kepastian suatu akta, memberi
kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan
melakukan seperti dimuat dalam akta.**

Pihak yang menyangkal isi sertipikat hak atas tanah dengan demikian harus
aktif membuktikan, selama belum ada bukti sebaliknya, informasi data fisik dan data
yuridis dalam sertipikat haruslah dianggap benar. Informasi data fisik dianggap benar
lahir dari ‘asas kontradiktur delimitasi’ yang mempunyai kekuatan hukum yang harus
dibuktikan dengan alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis terjadinya kesepakatan letak
batas bidang tanah antara pemilik tanah dengan pemilik tanah berbatasan masih
belum ada ketegasan tentang bentuknya. Beberapa pihak mengatakan bukti tertulis

kontradiktur delimitasi terletak pada Gambar Ukur, namun bila demikian akan timbul

4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 123.
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pernyataan bahwa alat bukti tertulis terjadinya kesepakatan harus sudah dapat
ditunjukkan sebelum terjadinya pengukuran atau pelaksanaan perekaman letak batas
bidang tanah. Artinya sebelum dilaksanakan pengukuran yang datanya akan disajikan
pada Gambar Ukur, harus didahului dengan alat bukti tertulis terjadinya kontradiktur
delimitasi, dengan demikian kontra diktur telah terjadi pada saat atau sebelum
pengukuran atau melaksanakan perintah Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang disebut dengan istilah

penetapan batas.

Pihak lainnya menyatakan bahwa bukti tertulis terjadinya kontradiktur
delimitasi bukan pada Gambar Ukur karena bukti tertulis harus sudah ada sebelum
pengukuran letak batas bidang tanah terjadi. Bahkan bukti tertulis terjadinya
kontradiktur delimitasi harus dijadikani syarat dapat diterimanya permohonan

pengukuran atau syarat ditulisnya permohonan pada Daftar Isian 302.

Bila diperhatikan secara saksama Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 telah membedakan dua istilah tentang penunjukan letak batas bidang

tanah dan penetapan batas bidang tanah sebagai berikut:
‘Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang
belum terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat
ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang
sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah
secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas

tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang
hak atas tanah yang berbatasan.’

Penunjukan letak batas bidang tanah artinya penentuan letak batas bidang
tanah antara pemilik tanah dengan pemilik tanah yang berbatasan sebagaimana
dipertegas ketentuan Pasal 19 ayat (1). Pasal 18 maupun Pasal 19 memberi
pengertian bahwa kontradiktur delimitasi bukan menjadi tanggung jawab petugas
ukur dan bukan pada Gambar Ukur, sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (4) bahwa
persetujuan letak batas bidang tanah dituangkan dalam suatu berita acara yang
ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. Berita Acara Penentuan
atau Pemasangan Tanda Batas dengan demikian menjadi tanggung jawab pemilik
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tanah dan pemilik tanah berbatasan. Mengenai kebenaran bahwa Berita Acara
tersebut ditandatangani oleh pemilik tanah dengan pemilik tanah berbatasan jelas
bukan tanggung jawab petugas ukur karena dilaksanakan sebelum permohonan ukur
diajukan. Satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas kebenaran pihak-pihak
yang bersepakatdalam hal ini pemilik tanah yang bebatasan adalah Kepala Desa.

Asas kontradiktur dibuktikan dengan bukti tertulis berupa Berita Acara atau
Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang ditanda tangani pemilik tanah dan
pemilik tanah yang berbatasan dan dibenarkan oleh Kepala Desa /Kelurahan dengan
demikian bukti persetujuan tanda batas bukan pada Gambar Ukur. Data ukuran letak
batas pada Gambar Ukur harus disimpan di BPN sepanjang masa selama bidang
tanah tersebut masih ada, di kemudian hari data tersebut harus dapat digunakan untuk

rekonstruksi letak batas. Pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan.

Harus ada penegasan dari BPN Pusat bahwa Gambar Ukur bukan bukti
tertulis terjadinya kontradiktur delimitasi, tetapi bukti tertulis perekaman atau
pengukuran/penetapan batas bidang tanah yang telah memenuhi asas kontradiktur
untuk menjamin bila tanda batas hilang dapat direkonstruksi kembali. Pemilik tanah
dan pemilik tanah yang berbatasan menandatangani Gambar Ukur untuk kesaksian
dan membuat pernyataan bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran letak batas tidak
berubah sebagaimana Berita Acara Pemasangan Tanda Batas yang telah mereka

tandatangani sebelum pengukuran diajukan.

Berita Acara Pemasangan Tanda Batas dan Gambar Ukur yang disimpan di
Kantor Pertanahan merupakan satu kesatuan alat bukti tertulis yang otentik yang
keduanya tidak dapat dipisahkan. Berita Acara Pemasangan Tanda Batas sebagai
bukti tertulis terjadinya kesepakatan penunjukan batas sedang Gambar Ukur sebagai
bukti tertulis telah dilaksanakannya penetapan/ pengukuran letak tanda batas. Otentik
artinya apabila ada pihak yang menyanggah terhadap kebenaran kedua alat bukti
tersebut maka pihak yang menyanggah harus yang membuktikannya sanggahannya.
Hakim harus yakin terhadap kebenaran alat bukti tersebut sebelum dibuktikan

sebaliknya.
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C. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI
GEOSPASIAL MEMPERKUAT ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
(selanjutnya disebut UUIGS) merupakan siraman air sejuk di kalangan pengguna
informasi geospasial khususnya dalam rangka kepastian hukum pendaftaran tanah,
Undang-Undang Tentang Informasi Geospasial (UUIGS) merupakan hukum positif
yang dicita-citakan (fus Constituendum). UUIGS dari segi isinya (materiil)
merupakan Undang-Undang yang mengikat semua orang secara umum dan dari segi
bentuknya juga bersifat umum (algemene verbindende voor schriften). Hukum yang
baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum oleh
karena itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. UUIGS
karena merupakan hukum yang dicita-citakan, dari segi karakter hukum diharapkan
UUIGS merupakan hukum yang responsif bukan hukum yang masih represif.
Karakter hukum represif tujuan hukumnya ketertiban, peraturan perundang-undangan
pada hukum represif bersifat keras dan rinci, namun tingkat keberlakuannya pada
pembuat hukum sangat lemah*. Hukum dapat dikaterogikan responsif apabila dalam

implementasinya dapat diterima semua pihak.

Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diperkuat dengan
Pasal 16 dan Pasal 21 UUIGS sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e digambarkan
berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di
lapangan oleh Instansi  pemerintah yang berwenang.

(2) Dalam hal terdapat batas wilayah yang belum ditetapkan secara pasti di lapangan
oleh Instansi ~ Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), digunakan  batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan
dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

Pasal 16 UUIGS mengatur mengenai batas wilayah, bahwa batas wilayah dapat

terjadi dari batas pemilikan bidang tanah.

Pasal 21

45 Philippe Nonet & Philip Selznick, Law and Society in Transition : Toward Responsible Law,
Harper & Row Publisher, New York 1978, halaman 16.
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(1) IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat
berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah
yang berwenang.

(2) Penetapan batas yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah
daerah yang berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara pasti oleh Instansi
Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan
batas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan
simbol dan/atau warna khusus.

Asas kontradiktur delimitasi menjadi bagian yang sangat penting dalam
proses pendaftaran tanah, pelaksanaan asas ini di beberapa Kantor Pertanahan belum
ada keseragaman, Gambar Ukur dianggap sebagai bukti tertulis terjadinya
kontradiktur, delimitasi sehingga seolah-olah menjadi tanggung jawab Petugas Ukur.
Masih banyak petugas ukur Badan Pertanahan Nasional melaksanakan pengukuran
letak batas bidang tanah tanpa terlebih dahulu ada bukti tertulis terjadinya
kontradiktur delimitasi, bahkan pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan
diminta menanda tangani Gambar Ukur setelah selesai pengukuran padahal
sebelumnya belum pernah ada bukti tertulis terjadinya kontradiktur delimitasi.
Bahkan pernah terjadi Gambar Ukur setelah selesai pengukuran oleh petugas ukur
diserahkan ke pemilik tanah untuk dimintakan tanda tangan pemilik tanah berbatasan.
Gambar Ukur maupun fotocopynya seharusnya tidak diperkenankan dibawa oleh

pemilik tanah.

Petugas ukur yang mengukur letak bidang tanah yang belum ada bukti tertulis
terjadinya kontradiktur delimitasi artinya batas yang diukur adalah batas bidang tanah
yang belum mempunyai kekuatan hukum. Bila dikemudian hari terjadi permasalahan
terhadap letak batas bidang tanah, maka petugas ukur, Kasubsi Pengukuran dan
Kepala Seksi Pengukuran dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan
hukum. Kesalahan (schuld) dari Petugas Ukur Kantor Pertanahan dapat terjadi
karena kelalaian (culpa) atau karena kesengajaan (dolus). Atas perbuatan karena

kelalaian atau kesengajaan akan menghasilkan sertipikat yang cacat hukum.*¢

46 Syafrudin Kalo, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum
Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tanggal 2 September 2006
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Kesalahan objek hukum dalam sertipikat sering terjadi dalam pelaksanaaan
pendaftaran tanah. Kesalahan dalam pembuatan sertipikat bisa saja karena adanya
unsur-unsur penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling) dan atau paksaan (dwang) dalam
pembuatan data fisik maupun data yuridis yang dibukukan dalam buku tanah.
Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan dapat batal demi hukum. Sedangkan bagi
subjek yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan
melawan hukum (onrecht matigedaad). Termasuk perbuatan tersebut dilakukan oleh
pelaksana di Kantor Pertanahan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai

onrecht matige overheidsdaad atau penyalahgunaan kewenangan.*’

Akibat kurangnya penyuluhan dari Kantor Pertanahan, pemahaman
masyarakat terhadap pelaksaaan pemasangan tanda batas masih sangat minim.
Masyarakat masih menganggap pemasangan tanda batas harus diketahui dan
dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan, seharusnya mereka diberi pengertian
bahwa pengukuran untuk pemasangan tanda batas pada tanah yang belum
bersertipikat tidak diperkenankan dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan.
Pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan bila memerlukan pengukuran harus
mengukur sendiri. Petugas ukur BPN bukan mengukur untuk memasang tanda batas
tetapi mengukur batas yang sudah terpasang dan dibuktikan dengan bukti tertulis

yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Patok beton tanda batas seyogyanya tidak diberi tulisan BPN, tetapi ditulis
singkatan nama desa letak bidang tanah tersebut. Hal ini untuk mempermudah
mengenal bidang tanah yang salah satu sisinya berfungsi sekaligus sebagai batas desa.
Patok tanda batas dengan nama BPN menjadikan masyarakat menganggap patok
tanda batas tersebut milik BPN dan harus dipasang oleh BPN, pemahaman ini yang
harus diluruskan. Pernah terjadi permasalahan, Berita Acara Pemasangan Tanda
Batas yang menjadi syarat untuk mengajukan pengukuran ternyata hanya sebagai
syarat saja, pada saat petugas ukur akan melaksanakan pengukuran ternyata patok
batas belum pernah dipasang. Bila terjadi demikian maka pemilik tanah dan pemilik
berbatasan telah membuat keterangan palsu yang dapat dikategorikan perbuatan

pidana yang diatur Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bila

47 ibid
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terjadi hal tersebut, maka petugas ukur harus mencoret Berita Acara Pemasangan
Tanda Batas (BAPTB) tersebut dan memberi catatan bahwa BAPTB ini tidak benar.
Pemohon diminta membuat BAPTB yang baru dan benar. Petugas Ukur tidak
diperkenankan membantu memasang tanda batas. Petugas Ukur kembali ke Kantor

dan memberi catatan hal tersebut pada DI 302.

Bila BAPTB itu benar pada saat pelaksanaan pengukuran atau merubah fixed
boundary menjadi guaranteed boundary yang menurut PP No. 24 Tahun 1997
disebut dengan istilah penetapan batas maka pemilik tanah berbatasan tidak harus
seluruhnya hadir, cukup beberapa yang dibutuhkan sebagai saksi bahwa pada saat
pelaksanaan pengukuran letak tanda batas tidak berubah sebagaimana Berita Acara
Pemasangan Tanda Batas sebelumnya. Kesaksian inilah yang dicantumkan pada
Gambar Ukur. Perlu disepakati apabila sudah dibuat Berita Acara Pemasangan Tanda

Batas apakah masih diperlukan Halaman 1 dari DI 201?

Kantor Pertanahan harus selalu memberi bimbingan kepada masyarakat cara
membuat Berita Acara Pemasangan Tanda Batas khususnya dalam menggambarkan

sketsa letak dan jenis tanda batas yang dipasang.

Alat bukti asas kontradiktur delimitasi tidak dapat diabaikan dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah dan harus terjadi sebelum pelaksanaan pengukuran
letak batas bidang tanah. Kantor Pertanahan harus lebih aktif memberikan
pemahaman tentang pelaksanaan pemasangan tanda batas bidang tanah. Kantor
Pertanahan harus menolak permohonan pengukuran (DI 302) bila tidak disertai
Berita Acara Pemasangan Tanda Batas. Fakta hukum yang sudah ‘notoir’*® terhadap
batas bidang tanah dapat dilakukan untuk percepatan kontradiktur delimitasi. Badan
Pertanahan Nasional harus segera membuat surat edaran atau peraturan untuk

keseragaman tentang pelaksanaan kontradiktur delimitasi.

48 Fakta yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, misalnya batas tembok yang sudah terpasang
puluhan tahun diketahui masyarakat luas.
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MODUL
4 ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH

A. HAK ATAS TANAH YANG LAHIR DARI HAK KEPEMILIKAN.

Tanah mungkin dimiliki oleh seseorang, dimiliki oleh pihak lain dan
ditempati pihak ketiga. Pemilikan berarti hak untuk menikmati penggunaan sesuatu,
kemampuan untuk penggunaannya, menjualnya dan mengambil manfaat dari hak
yang berhubungan dengannya.

Pemilikan menyiratkan kekuasaan fisik untuk menguasai suatu benda
berkaitan erat dengan masalah hak keperdataan, sedangkan pemilikan dan
penguasaan merupakan masalah fakta atau praktis pada suatu saat. Didudukinya dan
digunakannya tanah mungkin memberikan bukti pemilikan, tapi ini bukan bukti
apabila tidak ada bukti hak atas tanah. Di beberapa negara pendudukan tanah yang
dikenal dengan istilah adverse tapi tidak menimbulkan keributan, setelah beberapa
waktu menimbulkan akuisisi atau acquisition sepenuhnya dari hak atas tanah tersebut.
Akuisisi sering diuraikan secara keliru oleh sebagian pihak sebagai pencurian tanah,
ketentuan mengenai hak melalui cara pemilikan demikian merupakan proses sah
untuk menciptakan rasa aman bagi mereka yang tidak mampu membuktikan
pemilikan semula*. Hak menurut filosofi hukum adat merupakan kewenangan,
kekuasaan dan kemampuan orang untuk bertindak atas benda*°.

Pemilikan tanah oleh seseorang atau kelompok orang berarti hak untuk
menikmati penggunaan dan kemampuan memanfaatkannya. Pemilikan suatu benda
dalam hal ini tanah tidak terlepas dari kekuatan fisik menguasai benda berkaitan erat
dengan hak keperdataan. Pemilikan dan penguasaan atas tanah merupakan masalah
fakta lapangan. Hak menurut filosofi hukum adat merupakan kewenangan, kekuasaan
dan kemampuan orang untuk bertindak atas benda.

Hak Kepemilikan atas tanah dalam teori hukum Romawi lahir berdasarkan

“United Nations Economic Commission for Europe, Land Adminsitration Guidelines, New
York & Geneva, 1996

'Herman Soesangobeng, Penjelasan Serta Tafsiran Tentang Kedudukan Hukum Adat dan Hak
Menguasai Adat dan Hak Menguasai dari Negara bagi Pembentukan Hukum Pertanahan Indonesia,
Tidak diterbitkan, Jakarta 2005, hlm. 3.
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suatu proses pertumbuhan yang dimulai dari pendudukan dan penguasaan nyata
untuk sampai pengakuan Negara melalui keputusan pemerintah. Seseorang yang
awalnya menguasai fisik bidang tanah secara nyata atau de facto orang tersebut
diakui memiliki hak kepunyaan atau disebut jus possessionis. Selanjutnya dalam
perjalanan waktu yang cukup lama tanpa sengketa maka hak kepunyaan tersebut
mendapatkan pengakuan hukum lebih kuat yang disebut jus possidendi. Bila
pemerintah memberi pengakuan sah terhadap hak kepunyaan jus possessionis
berubah memiliki kekuatan hukum de jure sehingga dari de facto yang diikuti dengan
de jure menjadi disebut hak milik sebagai hak pribadi yang tertinggi.”!

Uraian di atas telah memberikan pengertian bahwa penguasaan atau
pendudukan atas bidang tanah yang tidak menimbulkan permasalahan dan diakui
komunitasnya akan melahirkan hak kepemilikan. Mereka yang mempunyai hak
kepunyaan atau kepemilikan tanah ini atau jus possessionis seperti uraian di atas
yang diakui sah oleh pemerintah, di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 lahirnya kepemilikan tanah melalui proses pertumbuhan
berdasarkan interaksi tiga unsur utama yaitu:

a. pertama, penguasaan nyata untuk didiami dan dikelola;
b. kedua, pengaruh lamanya waktu;
c. ketiga, pewarisan>?

Penguasaan nyata didapat antara lain melalui cara individualisasi hak ulayat,
membuka hutan dan hadiah dari raja. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
(UUPA) mengatur lahirnya hak atas tanah Hak Milik sebagai berikut:

1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.>?
2. Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak
milik terjadi karena:
a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah,;
b. ketentuan undang-undang

Di Indonesia pengakuan pemerintah terhadap hak kepemilikan atau kadang-

3! Herman Soesangobeng, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria,
STPN Press, Yogyakarta 2012, halaman 17,

321bid., hlm. 31.

33 Peraturan Pemerintah tersebut sampai sekarang belum pernah diterbitkan.
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kadang juga disebut hak kepunyaan tanah ini, dalam pelaksanaannya dapat dibagi
dalam dua kategori. Pertama, pemerintah mengakui sebagai tanah adat, bila
pemerintah mengakuinya sebagai tanah adat maka pada hak kepemilikan tersebut
yang sudah lahir menyatu atau melekat hak atas tanah Hak Milik menurut UUPA.
Selanjutnya kepemilikan tanah tersebut untuk menjamin kepastian hukumnya tinggal
di daftar ke Kantor Pertanahan. Kedua, bila pemerintah tidak mengakui kepemilikan
tanah tersebut sebagai tanah adat maka pemerintah mengakuinya sebagai tanah yang
dikuasai negara atau lebih dikenal dengan istilah tanah negara. Bila demikian maka
pemilik tanah harus mengajukan permohonan untuk memperoleh hak atas tanah.
Hak atas tanah tidak akan diberikan kepada pemilik tanah bila tata ruang tidak
menghendaki, misalnya menurut tata ruang tanah itu diperlukan oleh Pemerintah
untuk fasiltas umum, daerah konservasi, daerah terbuka hijau atau hutan kota, maka
permohonan hak atas tanah akan ditolak. Pemerintah berkewajiban memberi ganti
rugi kepada pemilik tanah karena pemilik tanah kehilangan hak untuk menggunaan
dan memanfaatan tanah tersebut. Bila permohonan hak atas tanah dikabulkan karena
tata ruang menghendaki, maka selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Pemberian
Hak Atas Tanah, setelah dilakukan pendaftaran maka hak atas tanah akan lahir
menyatu dan melekat pada hak kepemilikan setelah dicatat pada Buku Tanah di
Kantor Pertanahan.

Terjadinya hak milik yang diatur Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b.
telah banyak dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Sampai sekarang Peraturan
Pemerintah yang mengatur terjadinya hak atas tanah Hak Milik menurut hukum adat
belum ada, terjadinya hak milik tidak cukup diatur dengan Peraturan Peraturan
Pemerintah, hal-hal menyangkut keperdataan orang atau badan hukum seharusnya
diatur dengan undang-undang. Sangat disayangkan Undang-Undang yang mengatur
terjadinya hak atas tanah Hak Milik sampai saat ini juga masih berupa Rancangan
Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat RI. Akibatnya banyak Kantor
Pertanahan kesulitan untuk menyatakan bahwa pemilikan tanah seseorang itu sebagai
tanah adat, di luar Jawa masyarakat yang membuka hutan dan sudah turun temurun

menguasai tanah, jarang tanah tersebut diakui oleh Pemerintah sebagai tanah adat.
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B. HAK ATAS TANAH YANG LAHIR DARI BUKAN HAK KEPEMILIKAN.

Hak atas tanah dapat lahir dari perjanjian pemberian hak atas tanah dengan
pemilik tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu lahirnya hak atas tanah
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas hak atas tanah Hak Milik.

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai juga dapat lahir di atas Hak
Pengelolaan (HPL). Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan
lahir melalui pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dasar penerbitan Surat Keputusan
Pemberian Hak ini adalah akta perjanjian penggunaan dan pemanfaatan tanah antara
calon pemegang Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dengan pemilik tanah dalam
hal ini pemegang Hak Pengelolaan yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris.

Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang lahir bukan dari hak
kepemilikan tanah ini harus banyak disosialisasikan ke masyarakat, sehingga
masyarakat tidak mudah menjual tanahnya ke pihak swasta atau warga negara asing.
Pemerintah daerah dapat mengurangi rakyatnya kehilangan kepemilikan tanahnya
melalui mekanisme ijin lokasi. Investor atau orang asing yang membutuhkan bidang
tanah dibatasi hanya memiliki hak atas tanah saja tidak perlu memiliki tanah, hal ini

dapat diatur melalui peraturan daerah.

C. HAK PENGELOLAAN
Pengelolaan (HPL) yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Hak Pengelolaan
pertama kali disebut dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 yang
mengatur tentang pelaksaaan konversi hak penguasaan atas tanah negara dan tanah
pemerintah yang dikuasai oleh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Menjadi hak pakai bila tanah tersebut digunakan sendiri dan menjadi hak pengelolaan
bila selain dipergunakan sendiri oleh instansi tersebut dapat diberikan dengan sesuatu
hak tertentu kepada pihak ketiga dengan persyaratan tertentu melalui perjanjian.
Peraturan perundang-undangan di bawah menyatakan bahwa Hak
Pengelolaan termasuk hak atas tanah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1987 dalam Bab IV tentang

PEMBERIAN HAK ATAH TANAH Pasal 12 mengatur sebagai berikut:
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BAB IV
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
Pasal 12

1) Kepada Perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah dapat diberikan tanah Negara dengan
Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menurut
kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Agraria yang
berlaku.

2) Kepada Perusahaan yang didirikan dengan modal Swasta dapat
diberikan tanah dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menurut
kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Agraria yang
berlaku.

Judul Bab IV adalah “ PEMBERIAN HAK ATAS TANAH”, Pasal 12 merupakan
bagian dari Bab IV dengan demikian bunyi kalimat: “kepada Perusahaan yang
seluruh modalnya berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
diberikan tanah Negara dengan Hak Pengelolaan” , ....... kalimat judul BAB IV dan
isi dari Pasal 1 ini menunjukkan dengan jelas dan tegas Hak Pengelolaan sebagai
“hak atas tanah”

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 lebih
mempertegas lagi tentang Hak Pengelolaan sebagai berikut:

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan:

1. “Hak atas tanah” adalah HAK MILIK, HAK GUNA USAHA, HAK GUNA
BANGUNAN, HAK PAKAI DAN HAK PENGELOLAAN seperti yang dimaksud
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972, tentang Pelimpahan
wewenang Pemberian Hak atas Tanah.

Di atas Hak Milik dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai,
demikian juga di atas Hak Pengelolaan dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai. Secara analogi hukum bila pemegang Hak Milik adalah yang punya tanah
maka pemegang Hak Pengelolaan demikian juga yang punya tanah (hak keperdataan).
Secara tidak langsung HPL adalah juga Hak Atas Tanah. Perbedaan Hak Milik
dengan HPL terletak di subjek hukumnya.

Hak Pengelolaan merupakan objek pendaftaran tanah telah tercantum di Peraturan

Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965
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D. TANAH WAKAF

Wakaf adalah perbuatan hukum orang atau badan hukum yang disebut wakif
(yang mewakafkan) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum
menurut syariah. Tanah sebagai benda wakaf harus dimiliki dan dikuasai oleh wakif
secara sah demikian juga perolehannya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik telah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa
tanah yang dapat diwakafkan harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang
bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977 tersebut telah membagi dalam dua kriteria yang pertama tanah
hak milik diartikan sebagai tanah dengan status hak atas tanahnya Hak Milik
sebagaimana dimaksud Pasal 20 UUPA, yang kedua tanah milik diartikan tanah yang
dimiliki selain kriteria pertama tadi yaitu hak guna bangunan, hak guna usaha dan
hak pakai. PP. No. 28 tahun 1977 telah memberi peluang Hak Guna Bangunan
maupun Hak Pakai di atas tanah negara sebagai benda wakaf namun jarang
dimanfaatkan karena ditafsirkan seolah-olah hanya tanah dengan status hak milik
yang dimaksud Pasal 20 UUPA saja yang dapat diwakafkan. Selama ini ada keragu-
raguan untuk mewakafkan tanah dengan status Hak Guna Bangunan, Pasal 1 ayat (2)
PP No.28 tahun 1977 secara jelas menyatakan bahwa badan hukum dapat
mewakafkan tanah miliknya, karena pada umumnya tanah yang dimiliki badan
hukum statusnya hak guna bangunan dengan demikian maka tanah dengan status Hak
Guna Bangunan (HGB) sejak adanya PP. 28 tahun 1977 sudah dapat menjadi benda
wakaf. Keragu-raguan terhadap status tanah HGB yang menjadi benda wakaf yang
diatur PP. 28 tahun 1977 seharusnya tidak perlu terjadi apabila mencermati substansi
peraturan pemerintah tersebut. Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) huruf b,c, dan d
Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mempertegas hak guna bangunan, hak guna
usaha, hak pakai di atas tanah negara, demikian juga hak guna bangunan atau hak
pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik dan hak milik atas satuan rumah susun

dapat menjadi benda wakaf. Tanah Milik selama ini selalu diartikan tanah dengan
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status hak milik padahal tanah milik dapat juga berstatus hak guna bangunan maupun
hak pakai.

Guna melindungi harta benda wakaf dan menciptakan tertib hukum dan
administrasi wakaf untuk sahnya perbuatan wakaf wajib dicatat dan dituangkan
dalam suatu akta ikrar wakaf dan didaftarkan. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif
kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), ikrar wakaf
dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh
PPAIW. Harta benda wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, hanya
dapat diperuntukkan sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan serta kesehatan; bantuan
kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan
ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak
bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Penetapan
peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

Selama ini pengertian tanah wakaf seolah-olah hanya tempat ibadah atau
makam, namun masih banyak lagi fungsi tanah wakaf dapat digunakan untuk tempat
pendidikan dari taman kanak-kanak, madrasah sampai universitas, pos kamling, balai
RT, balai RW sampai balai Desa, poliklinik, rumah sakit, tempat olah raga seperti
lapangan basket, lapangan volley sampai lapangan bola, jalan, tempat kost, toko,
kebun, tambak dan sawah yang hasilnya untuk kesejahteraan umum.

Harta benda wakaf termasuk dalam hal ini tanah dapat dimanfaatkan untuk
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Pasal 1
angka 1 Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah mengatur
bahwa wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu. Wakaf dengan jangka
waktu tertentu memberi peluang dan kesempatan bagi mereka yang ingin beramal,
untuk itu Badan Pertanahan Nasional harus segera menyiapkan tata laksana
pendaftaran tanahnya.

Fakta dalam masyarakat menunjukkan bahwa peraturan dan berbagai regulasi
yang dibuat dalam bidang pertanahan, termasuk di dalamnya aturan perundang-
undangan, tidaklah sempurna, baik karena kurang lengkap maupun adanya ketidak
jelasan, bahkan tumpang tindih. Bahkan dalam suatu aturan perundang-undangan
yang relatif lengkap sekalipun, dalam perjalanan waktu, dan dinamika perkembangan

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata masih dapat menimbulkan
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adanya kekosongan hukum. Maka salah satu terobosan yang dapat dilakukan melalui
penemuan hukum yaitu dengan metode interpretasi dan analogi .

Penalaran analogi sangat membantu memberikan kepastian hukum dalam
kasus pertanahan, namun terbatas pada bidang hukum perdata saja tidak pada hukum
pidana, oleh karena itu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan
hak milik atas satuan rumah susun dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu
analog dengan hak-hak tersebut dapat diagunkan untuk memperoleh kredit. Hak-hak
atas tanah yang diwakafkan untuk jangka waktu tertentu akan banyak membuka
peluang dan kesempatan seseorang untuk beribadah bagi kesejahteraan umum.
Wakaf dengan jangka waktu tertentu akan lebih mengoptimalkan fungsi ekonomi
tanah wakaf, seseorang yang memiliki sawah dapat diwakafkan misalnya selama 10
(sepuluh tahun) yang mengelola tetap Nazhir dan hasil sawahnya untuk anak yatim,
setelah sepuluh tahun bidang tanah kembali ke pemiliknya.

Pendaftaran tanah wakaf ini sangat penting artinya baik ditinjau dari segi
tertib hukum maupun tertib administrasi penguasaan dan penggunaan tanah sesuai
peraturan perundang-undangan pertanahan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Melarang mewakatkan tanah
untuk jangka waktu tertentu sama saja melarang seseorang untuk berbuat amal.
Peluang yang diberikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
harus diimplementasikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Tanpa menunggu
petunjuk pelaksanaan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor
Pertanahan dapat melaksanakan dengan prinsip analogi. Kantor Pertanahan perlu
memberikan pemahaman dan petunjuk ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf cara
membuat akta ikrar wakaf dengan jangka waktu tertentu, Kantor Pertanahan harus
banyak sosialisasi ke masyarakat tentang wakaf dengan jangka waktu ini.

Tata laksana pendaftaran tanah wakaf dengan jangka waktu tertentu dengan
analogi pendaftaran hak tanggungan, terdapat perbedaan dan persamaannya.
Persamaannya pemilik tanah sama-sama menyerahkan hak atas tanahnya untuk
jangka waktu tertentu, perbedaannya dalam hak tanggungan pemilik tanah menerima
manfaat dengan memperoleh kredit dalam wakaf jangka waktu tertentu pemilik tanah
memberikan manfaat tanah tersebut untuk dikelola oleh Nazhir bagi kesejahteraan

umum.

46



Terdapat dua alternatif untuk tata laksana pendaftaran tanah yang diwakatkan
dalam jangka waktu tertentu:

Alternatif pertama dengan membuat buku tanah tanah wakaf sementara dan
sertipikatnya dengan ~ menambahkan kata-kata “sementara” pada blanko sertipikat
dan buku tanah dan di paraf Kepala Kantor, memberikan catatan akta ikrar wakaf,
nama PPAIW, Nazhir yang mengelola, jangka waktu wakaf dan peruntukannya
sekaligus catatan bahwa “dengan berakhirnya jangka waktu wakaf maka catatan ini
hapus demi hukum” Sertipikat tanah wakaf sementara ini diserahkan ke Nazhir dan
Nazhir berkewajiban menyerahkan sertipikat tersebut ke Kantor Pertanahan bila
jangka waktunya telah habis. Apabila wakif berkehendak memperpanjang maka
diperlukan akta ikrar wakaf lagi, apabila wakaf diperpanjang sebelum jangka
waktunya habis, sertipikat tidak perlu diganti. Dapat tanpa membuat sertipikat wakaf
dengan hanya mencatat adanya akta ikrar wakaf dengan nama PPAIW, peruntukan
wakaf dan nama Nazhir dengan jangka waktu wakaf pada buku tanah hak atas tanah
dan sertipikat hak atas tanahnya, dengan catatan bahwa “dengan berakhirnya jangka
waktu wakaf maka catatan ini hapus demi hukum”. Sertipikat hak atas tanah tetap
disimpan oleh pemilik tanah.

Alternatif kedua membuat Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan
mencatat akta ikrar wakaf dengan nama PPAIW, Nazhir, peruntukan wakaf,
berakhirnya jangka waktu wakaf pada buku tanah hak atas tanah dan sertipikat hak
atas tanahnya, dengan catatan bahwa dengan berakhirnya jangka waktu wakaf maka
wakaf hapus demi hukum. Selanjutnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
diberikan kepada Nazhir

E. ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH

Alas hak merupakan alat bukti tertulis adanya hubungan hukum orang dengan
bidang tanahnya dalam hal ini hubungan hukum pemilikan sebagai dasar pendaftaran
tanah dan penerbitan sertipikat yang di masa lalu pada umumnya tidak lengkap, alas
hak sering menjadi masalah utama khususnya mengenai status pemilikan selain
masalah letak batas pemilikan. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh tanah bekas
hak adat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, tidak dilengkapi bukti-bukti

pemilikan tanah yang jelas, sehingga penerbitan sertipikat untuk menjamin kepastian
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hukum atas tanah-tanah tersebut, banyak menghadapi ketidak pastian.>*

Bukti pemilikan tanah inilah dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali
diperlukan sebagai alat bukti tertulis atau alas hak dasar untuk pendaftaran tanah
dan penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan. Belum adanya Peraturan
Pemerintah tentang lahirnya hak atas tanah Hak Milik berdasarkan hukum adat yang
diperintahkan Pasal 22 ayat 1) UUPA menyebabkan Kantor Pertanahan kesulitan
menentukan apakah tanah yang dikuasai seseorang termasuk tanah adat atau bukan
tanah adat, kecuali tanah-tanah yang dibuktikan sebagai hak-hak lama sebagaimana
diatur Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah sebagai

berikut:

Pasal 24

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari
konversi hak- hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai
adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan
atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,
dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak
pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat
pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat
dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang
bersang-kutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-
turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan
Syarat :

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara
terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,
serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

54Soepardjo Roestam, Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Pertemuan
Jamuan Makan Siang dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris dan Advokat, di
Jakarta tanggal 12 September 1987.
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b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan
oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang
bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Penjelasan Pasal 24

Ayat (1)

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama
pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian
beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada
waktu dilakukan pembukuan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :

a.

grosse  akta  hak eigendom yang  diterbitkan  berdasarkan
Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan,
bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau

grosse  akta  hak eigendom yang  diterbitkan  berdasarkan
Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai
tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau

surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan
Swapraja yang bersangkutan; atau

sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri
Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau

surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik
sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban
untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua
kewajiban yang disebut di dalamnya; atau

akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda
kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang  dibuat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau

akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya
belum dibukukan; atau

akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak
mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang
tanahnya belum dibukukan; atau

surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang
diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
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k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
atau

l.  surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan; atau

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan
Konversi UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian
kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang
bersangkutan yang dapat dipercaya kebenaran-nya menurut pendapat Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Yang dimaksud dengan saksi
adalah orang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan
bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis
maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat
dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti pengua-
saan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.

Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara
nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut;

b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak
diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat
hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;

c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;

d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan
keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;

e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan

di atas;

f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya
dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh Kepala
Kantor Pertanahan dalam pen- daftaran tanah secara sporadik.

Pasal 25

(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24
dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang
50



bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau

oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

(2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Selanjutnya Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional menjabarkan Peraturan Pemerintah tersebut di

atas sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran
hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing
dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

(2) Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia
Ajudikasi dokumen- dokumen sebagai berikut:

a.

grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan
Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa
hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau

grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan
Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai
tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau

surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja
yang ber-sangkutan, atau

sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1959, atau

surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik
sebelum ataupun sejak  berlakunya UUPA, yang tidak  disertai
kewajiban  untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi
semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau

petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau

akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda
kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan,
atau

akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya
belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak
mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan
disertai alas hak yang diwakafkan, atau

risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang
tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
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3)

Q)

®)

(6)

(7

k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang
diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau

l.  surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan
Konversi UUPA.

Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagai-mana dimaksud pada ayat (2)
tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan
dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan
keterangan yang dapat dipercaya dari  sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi
dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal
maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar
pemilik bidang tanah tersebut.

Untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang bersangkutan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Ajudikasi dapat :

a. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar
bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian
atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;

b. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud
pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan
bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat
tinggal pada daerah tersebut.

c.  melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah
yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan
pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai
bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang mungkin dapat
digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas
bidang tanah tersebut;

Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh pemegang
hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi
dan diberikan tanda terima.

Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang
menyerahkan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung
jawab secara hukum pidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis
yang diserahkan dan Panitia Ajudikasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan
mengamankan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang
tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor
Pertanahan.

Apabila pemegang hak berhalangan, penyerahan bukti tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kuasanya dengan menyerahkan surat
kuasa yang sah.

Pasal 61

M

Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan
alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan
secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau
lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-
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2

3)

“

)

pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk
pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan.

Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan
pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul
Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut,
dengan dilengkapi:

a. keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya
dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau
penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah
yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang
bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun
horizontal.

b. kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang
dituangkan dalam daftar isian 201;

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi :

a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak
yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain
secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;

b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;
bahwa apabila penandatangan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia

dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan
keterangan palsu.

Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3),
untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di
atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga,
yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut.

Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam
lampiran 11.

Pasal 62

e

2

Hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 dan atau 61 dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan
Batas (daftar isian 201) yang juga memuat penetapan batas-batas bidang tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Dalam menuangkan hasil pengumpulan data yuridis di dalam Risalah Penelitian
Data Yuridis dan Penetapan Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang
tanah yang oleh masyarakat setempat dikenal ada pemegang haknya akan tetapi
Panitia Ajudikasi tidak berhasil menghubunginya dicatat sebagai tanah yang
tidak dikenal pemegang haknya dengan mengosongkan kolom nama pemegang
hak.

Di Pulau Jawa, dipastikan sebagai tanah adat bila memiliki bukti

pembayaran pajak sebelum tahun 1960, namun hanya beberapa tanah tanah adat yang
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tidak memiliki bukti pembayaran pajak. Di Sumatra antara lain di Provinsi Riau
dikenal Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)
sebagai alas hak penguasaan/pemilikan tanah. Sebelum kemerdekaan sampai dengan
tahun 1972 pemilikan tanah di Provinsi Riau diawali dengan membuka hutan,
selanjutnya penguasaan tanah sejak tahun 1972 di awali dengan ijin tebas tebang atau
ijin membuka tanah yang sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah,
Menurut PMDN ini ijin membuka tanah diberikan kewenangan kepada Gubernur
yang luas tanahnya di atas 10 ha tetapi tidak melebihi 50 ha, kepada Bupati/Walikota
jika luas tanahnya lebih dari 2 ha tetapi tidak lebih dari 10 ha, dan Kepala
Kecamatan jika luas tanahnya tidak lebih dari 2 ha dengan memperhatikan
pertimbangan Kepala Desa.

Masyarakat yang membuka hutan selain untuk pemukiman dapat juga
sekaligus untuk pertanian, sedangkan untuk kepentingan pertanian tidak selamanya
dimanfaatkan secara berkesinambungan, bila tanah sudah kurang subur mereka akan
membuka hutan lain yang sering disebut sebagai ladang berpindah. Alat bukti
penguasaan dan atau pemilikan tanah pada masa lampau belum dibutuhkan karena
lekatnya kehidupan masyarakat adat dan mudahnya memperoleh bidang tanah untuk
pemukiman maupun pertanian dengan cara membuka hutan.

Seiring dengan berjalannya waktu, pertambahan penduduk yang mengikuti
deret ukur menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan penguasaan bidang tanah
untuk pemukiman, pertanian dan bahkan usaha perkebunan sawit. Keuntungan yang
menggiurkan dari usaha perkebunan Sawit menyebabkan awal terjadinya perebutan
bidang tanah. Mereka yang pernah membuka tanah untuk ladang yang telah
ditinggalkan merasa punya hak atas tanah tersebut, fakta di lapangan ternyata sudah
dikuasai pihak lain. Ini merupakan salah satu dari awal terjadinya sengketa tumpang
tindih pemilikan. Mulailah masyarakat memerlukan alat bukti penguasaan /
pemilikan tanah.

Tidak semua masyarakat yang memperoleh ijin tebang tebas memerlukan
bukti tertulis bahwa mereka telah melaksanakan tebang tebasnya, bukti tertulis bahwa
seseorang telah melaksanakan tebas tebang dan menggunakan tanah tersebut

bentuknya adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Camat.
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Tidak semua yang memperoleh ijin tebang tebas minta Surat Keterangan Tanah
(SKT), bagi yang membuka hutan untuk ladang yang nanti ditinggalkan tidak selalu
langsung minta SKT. Camat memberikan SKT hanya dengan melihat ijin tebang
tebas tanpa melihat objek apalagi letak batas objek bidang tanah yang dimintakan
SKT. SKT merupakan bukti tertulis pemilikan tanah yang originair bila tanah
tersebut dijual atau dialihkan haknya maka SKT diberikan kepada pembeli dan
pembeli Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang isinya perjanjian jual beli yang
diketahui Kepala Desa. SKGR dengan demikian harus selalu menunjuk SKT namun
fakta lapangan tidak demikian, SKGR yang tidak menunjuk SKT akan terjadi
kemungkinan tumpang tindih pemilikan. SKGR hanyalah surat perjanjian jual beli
atau akta di bawah tangan, SKT dan SKGR merupakan satu kesatuan, oleh karena itu
SKGR tanpa menunjuk SKT haruslah tidak dapat dijadikan sebagai alas hak.

SKT dan SKGR yang diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 merupakan alas hak sebagai bukti tertulis hak lama atau diakui sebagai
bekas milik adat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang
mengatur sebagai berikut:

(2) Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama

sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf g. Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan
kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut:
g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat di bawah tangan yang
dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desssa yang dibuat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak
yang dialihkan, ...dst.

Apabila bidang tanah termasuk kategori milik adat maka SKGR termasuk
akta pemindahan hak di bawah tangan, sedangkan SKT sebagai alas hak yang
dimaksud Pasal 60 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997. Maka permohonan sertipikat hak atas
tanahnya termasuk pendaftaran hak, namun bila tanah tersebut dianggap sebagai
tanah negara maka prosesnya menjadi permohonan hak. Apabila masyarakat
membuka hutan sejak sebelum Indonesia merdeka dan juga sebelum berlakunya

UUPA yang dapat dikategorikan hutan yang dibuka sebagai hutan adat, maka apabila
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yang bersangkutan pada tahun 1973 (misalnya) mengajukan SKT untuk bukti
pemilikan maka bidang tanah tersebut haruslah diakui sebagai bekas milik adat yang
prosesnya melalui lembaga pendaftaran hak dan bukan permohonan hak. SKT
dengan demikian merupakan bukti tertulis lahirnya hak kepemilikan tanah adat atau
lahirnya hak kepemilikan atas tanah negara yang sering disebut sebagai hak prioritas

mengajukan permohonan hak atas tanah.
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MODUL PERALIHAN HAK MELALUI PERISTIWA HUKUM
0 DAN PERBUATAN HUKUM

A. PERALIHAN HAK KARENA PERISTIWA HUKUM

Pewarisan adalah suatu peristiwa hukum, pada saat pewaris meninggal maka
sesuai dengan asas hukum adat yang sifatnya terang tunai, maka seluruh
kepemilikan pewaris langsung sudah beralih menjadi milik ahli warisnya
termasuk dalam hal ini seluruh kepemilikan tanahnya. Beralihnya kepemilikan
tanah pewaris ke ahli waris bukan saat atau setelah pendaftaran di Kantor
Pertanahan. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah mengatur pendaftaran waris sebagai berikut:

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang
sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan
menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh
yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang
bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang
bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya
dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga
dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf 5.

(3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut
dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut
didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa
hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada
seseorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak
milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang
bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian
waris tersebut.

(5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut
akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau
waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya
kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama berdasarkan surat
tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.

Penjelasan Pasal 42.

Ayat (1)
Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak
yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris
menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris
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diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan
hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan
hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah,
agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang
mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak
Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.

Ayat (2)

Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang mewariskan
diperlukan karena pendaftaran peralihan hak ini baru dapat dilakukan setelah
pendaftaran untuk pertama kali hak yang bersangkutan atas nama yang
mewariskan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila dari akta pembagian waris yang dibuat sesuai ketentuan yang
berlaku bagi para ahli waris sudah ternyata suatu hak yang merupakan
harta waris jatuh pada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran
peralihan haknya dapat langsung dilakukan tanpa alat bukti peralihan
hak lain, misalnya akta PPAT.

Ayat (5)

Sesudah hak tersebut didaftar sebagai harta bersama, pendaftaran pembagian hak
tersebut selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 51.

Hal-hal yang diatur tersebut di atas dapat diberlakukan untuk pendaftaran tanah

pertama kali atau sering disebut tanah belum terdaftar atau belum bersertipikat.

Selanjutnya Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diperjelas dengan
Pasal 111 PMAN/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

(1

Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :

a.  sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti
pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997;

b.  surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat

yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu
meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau intansi lain yang
berwenang;

c.  surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

1)  wasiat dari pewaris, atau
2)  putusan Pengadilan, atau
3)  penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau

4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli
waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan
Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
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3)

“

®)

(6)

- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta
keterangan hak mewaris dari Notaris,

- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya:
surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

d.  surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan
permohonan pendaftaran peralih-an hak bukan ahli waris yang bersangkutan;

e.  bukti identitas ahli waris;

Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan
pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau akta mengenai pembagian
waris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997, maka putusan/penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan pada
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat
dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan
oleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris.

Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan,
maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai
pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai
ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran
peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan
bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh
kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya
dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta
pembagian waris tersebut.

Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud Pasal ini dalam
daftar- daftar pendaftaran tanah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

Penjelasan Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 dengan demikian menyatakan

adanya Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak

Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.

Alat Bukti Tertulis tersebut :

1. Bagi yang beragama Islam berupa Penetapan Ahli Waris dibuat oleh Pengadilan

Agama atas permohonan para ahli waris, hal ini diatur oleh Pasal 49 huruf b

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penetapan Ahli Waris dari

Pengadilan Agama ini selain menetapkan siapa satunya satunya ahli waris dapat

sekaligus dengan penetapan pembagian warisnya.

Bagi yang selain beragama Islam Penetapan Ahli Waris dan penetapan

pembagian waris dapat dibuat oleh Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Pasal

833 KUHPerdata.
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3. Bagi Pribumi dengan Surat keterangan waris juga dapat dibuat di bawah tangan
dan ditandatangani oleh semua ahli waris, Kepala Desa/ Lurah dan dikuatkan

oleh Camat .

4. Akta notaris dalam hal pewarisan dapat berupa akta wasiat ( Pasal 16 huruf h
UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) atau akta pembagian dan
pemisahan harta peninggalan (lihat KUHPerdata Bab XVII tentang Pemisahan
Harta Peninggalan).

Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 dari Direktorat
Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah  pernah mengatur berdasarkan
penggolongan penduduk sebelum kemerdekaan Indonesia tentang Surat Keterangan
Hak Waris bagi Warga Negara Indonesia sebagai berikut:

a) Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris;
b) Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh

Lurah/Desa dan diketahui atau dikuatkan oleh Camat.

c)  Golongan keturunan Cina, oleh Notaris;
d)  Golongan Timur Asing bukan Cina, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP)

Notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris bagi ahli waris golongan
keturunan Cina yang merupakan akta di bawah tangan. Pembuatan surat keterangan
waris bagi keturunan Cina oleh Notaris, berpedoman pada surat Mahkamah Agung
RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah
menunjuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah di
Jakarta tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69.

Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau
Pengadilan Negeri, Akta waris yang dibuat oleh Notaris atau Surat Keterangan Waris
dibuat ahli waris disaksikan oleh Kepala Desa dan dikuatkan Camat dengan demikian
diakui secara hukum. Ahli waris yang telah memiliki bukti tertulis tersebut huruf a)
sampai huruf d) Surat Edaran  Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran
Tanah (Kadaster) di Jakarta tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tidak
perlu lagi meminta penetapan ahli waris dari pengadilan. Ketentuan tersebut di atas
diperjelas kembali oleh Pasal 111 ayat (1) huruf c. PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun
1997
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Alat bukti tertulis untuk pendaftaran hak karena pewarisan dapat dibagi dua

sebagai berikut:

1) Bukti yang menyatakan nama-nama seluruh ahli waris atau yang merupakan
satu satunya ahli waris.

2) Bukti pembagian waris, yang menunjuk bidang tanah tertentu menjadi milik
siapa.

Pada saat pewaris meninggal maka dapat terjadi dua kondisi :
1). Kondisi pewaris tidak membuat wasiat ;

2). Kondisi pewaris membuat wasiat.

Pewaris Tidak Membuat Wasiat

Pada kondisi pewaris tidak membuat wasiat, maka setiap harta pewaris
termasuk dalam hal ini setiap bidang tanahnya, pada saat pewaris meninggal
langsung beralih menjadi kepemilikan pada seluruh ahli waris atau menjadi
pemilikan bersama para ahli waris. Bila para ahli waris belum berniat membagi
maka setiap bidang tanah yang masih tercatat atas nama pewaris dapat dilakukan
pendaftarannya sebagaimana diatur Pasal 42 ayat (5) PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal
111 ayat (4) PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997. Pendaftaran ini perlu dilengkapi
Surat Kematian Pewaris sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (1) huruf b. PMNA/Ka.
BPN No. 3 Tahun 1997. Setelah seluruh bidang tanah atas nama pewaris masing-
masing didaftar atas nama seluruh ahli waris status selanjutnya menjadi pemilikan
bersama, maka bila dikemudian hari mau mengakhiri pemilikan bersama,
pelaksanaannya menggunakan bukan dengan Akta Pembagian Waris tetapi dengan
Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat PPAT*. Sebaliknya apabila belum
didaftar sebagai pemilikan bersama para ahli waris bermaksud membagi harta
warisan tersebut maka dibuat Akta Pembagian Waris yang dapat dibuat di bawah
tangan. Pembagian waris ini dapat dibuat bersamaan dengan penentuan atau
penetapan siapa saja ahli waris atau dikenal dengan istilah satu-satunya ahli waris.
Pembagian waris ini dapat dibuat bersamaan dengan Penetapan Waris dari

Pengadilan baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri . Pembagian Waris ini

55 Pasal 42 ayat (5) dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.
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juga dapat dibuat bersamaan dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh
Notaris atau yang dibuat oleh Ahli Waris Pribumi yang disaksikan oleh Kepala Desa
dikuatkan Camat.>® Sudah adanya Pembagian Waris ini tidak diperlukan lagi Akta
PPAT misalnya Akta Pembagian Hak Bersama, demikian ketentuan dalam
penjelasan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Bila tidak ada wasiat dari pewaris maka sebelum dibuat kesepakatan
pembagian waris, ada tenggang waktu bahwa harta pewaris menjadi harta bersama,
hal ini yang perlu dicatat terlebih dahulu sebelum dicatat harta waris jatuh pada

seorang penerima warisan tertentu.

Pewaris Membuat Wasiat

Wasiat dari pewaris dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.Wasiat secara
lisan dapat digunakan untuk membuat Surat Pembagian Waris karena hal ini
disepakati oleh seluruh ahli waris. Sebagai contoh, pada saat pewaris masih hidup
pernah mengumpulkan seluruh calon ahli waris dan memberi pesan secara lisan kalau
meninggal tanah yang di Semarang untuk anak nomer satu, tanah dan rumah yang di
Surabaya untuk anak nomer dua dan tanah di Sleman untuk anak nomer tiga. Pesan
lisan ini merupakan wasiat lisan almarhum, bila disepakati oleh seluruh ahli waris
maka wasiat lisan ini dapat digunakan untuk dasar membuat Surat Pembagian Waris
atau Akta Pembagian Waris.

Contoh Surat Keterangan Waris sekaligus Pembagian Waris untuk Pribumi:

% Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
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SURAT PERNYATAAN DAN PEMBAGIAN WARIS  ( Jlustrasi/contof)
(Pasal 42 ayat 4 PP No. 24 Tahun 1997; Pasal lll ayat (3) PMNA/Ka BPN No. 3 tahun 1997 )

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
[. - Nama : BAMBANG LUKITO., tempat / tanggal lahir: Semarang, 2 Januari 1964, alamat JI. Raung No. Il
Semarang, KTP : 3371051 020164001,
2. Nama: JOKO WARDOYO, tempat/ tanggal lahir ., Sleman, 1 Maret (974, alamat JI. Kapas No. 345
Yogyakarta, KTP No. 3471051 1103740012
3. Nama: HENDRIKA OBAMA , tempat/tanggal lahir Martapura, 28 Juni 1397
Alamat JI. Tata Bumi Nomor & Gamping, Sleman Yogyakarta, KTP No. 123406 menyatakan bahwa
kami bertiga adalah satu-satunya anak kandung dari ayaf nama SUKARTO HARJOWIROWD lahir di
Semarang tanggal 4 Maret tahun 1945 telah meninggal dunia di Sleman Yogyakarta tanggal 20
Desember tahun 2001 yang menikah dengan  /fw. KARYANI PROJOLUKITO ..lahir di Sleman
Yogyakarta tanggal 26 Januari 1948 yang juga telah meninggal dunia tanggal 13 Agustus tahun 2003.
Kami bertiga tersebut di atas dengan demikian merupakan satu-satunya ahli waris dari ayah
SUKARTO HARJOWIBOWD dengan |bu KARYANI PROJOLUKITO tidak ahli waris lainnya.
Sesuai wasiat dari almarhum yang pernah disampaikan kepada kami bertiga, kami ahli waris sepakat sejak
kedua ayah ibu kami meninggal harta kedua orang tua kami langsung menjadi hak kami masing-masing
dengan perincian sebagai berikut:
[ BAMBANG LUKITD memperoleh |5 ekor sapi dan deposito di Bank Mandiri senilai Rp. 100.000.000.—
(seratus juta rupiah)
2. JOKD WARDOYD memperoleh satu bidang tanah luas 2a00 m?2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor
2343 Desa Trimurti Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
3. HENDRIKA OBAMA . memperoleh satu bidang tanah bekas milik adat luas lebih kurang

(kira2) 460 m2 jenis tanah D Il letak tanah di Persil No. a7 dengan bukti Girik Nomor
34akb .
Dalam hal ini tidak ada pertukaran, maupun penyerahan hak dari masing-masing ahli waris.---
Sleman, 4 Maret 2017
Para Ahli Waris : tanda tangan SAKSI-SAKSI tanda
tangan
. BAMBANG LUKITO . MAHFUD JAUHARI
2. JOKO WARDOYD Meterai 2. MUHAMMAD AGUNG

3. HENDRIKA OBAMA

Menyaksikan dan membenarkan,
Kepala Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping Menguatkan :
Camat Gamping, Kabupaten Sleman
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Bila ada wasiat dari pewaris yang menyatakan bahwa bidang tanah tertentu
menjadi haknya ahli waris tertentu, maka pada saat pewaris meninggal secara terang
tunai bidang tanah tersebut langsung menjadi milik ahli waris tertentu tersebut dan
tidak pernah menjadi pemilikan bersama. (Pasal 111 ayat (5) PMNA/ Ka BPN No.3
Tahun 1997)

Hibah Wasiat

Hibah wasiat adalah pesan pewaris untuk menghibahkan hartanya pada seseorang
apabila pewaris meninggal. Penerima hibah ini dapat ahli warisnya sendiri atau
bukan ahli waris.  Hibah wasiat yang ditujukan kepada salah satu ahli waris
pelaksanaannya dapat dilakukan bersamaan pembuatan Akta atau Surat Pembagian
Waris. Hibah wasiat yang ditujukan bukan ahli waris biasanya pewaris akan
menunjuk pelaksana wasiat yang mewakili pewaris untuk proses hibah, proses hibah
selanjutnya menggunakan Akta Hibah PPAT sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1)
huruf a. angka 3) huruf b). Pelaksana wasiat yang bertindak atas nama pewaris
menghadap PPAT dasarnya harus Surat Wasiat Notariil yaitu surat wasiat yang
dibuat di Notaris semasa pewaris masih hidup. Selanjutnya pencatatan Hibah Wasiat

dengan membuat Akta Hibah PPAT.

B. PERALIHAN HAK KARENA PERBUATAN HUKUM.

Peralihan hak karena perbuatan hukum antara lain, jual beli, hibah, lelang,
tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan. Terhadap tanah yang sudah terdaftar
Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ( PP 24/1997)
mengatur sebagai berikut:

Pasal 37

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri,
Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaf-tar pemindahan hak atas
bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga
negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh
PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar
kebenarannya dianggap cukup untuk men-daftar pemindahan hak yang
bersangkutan.
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Peralihan hak karena perbuatan hukum dapat terjadi pada bidang tanah yang
belum terdaftar, terhadap pemilikan tanah adat atau pemilikan/penguasaan atas tanah
negara. Terhadap tanah yang belum terdaftar dalam rangka alas hak untuk
pendaftaran tanah pertama kali Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan analogi
hukum terhadap peralihan hak tanah yang belum terdaftar sepanjang disaksikan oleh
Kepala Desa dengan 2 (dua) orang saksi, hal analogi dengan yang diatur oleh Pasal

38 PP 24/1997) sebagai berikut:

Pasal 38
(1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh

para pihak yang melakukan per-buatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk
bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah sistematik bila
diperlukan dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah khusus sebagaimana
di atur dalam Pasal 1 angka 3 dan dipertegas dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah diperbarui Pasal 1 angka 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2016.

Pasal 5 ayat (3) huruf b. PP 37/1998.

(3) Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup
terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta
PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT
Sementara atau PPAT Khusus :
a. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup
terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara;
b. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk
melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas
resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.

Kepala Kantor Pertanahan sebagai PPAT Khusus perlu direalisasikan, untuk

suksesnya pelaksanaan Pendaftaran Tanah.
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MODUL PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN
6 PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

A. PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengatur pendaftaran hak-
hak atas nama pemegang haknya untuk pertama kalinya dalam daftar-daftar Buku
Tanah. Kepada pemegang hak tersebut kepadanya diberikan sertipikat atau Sertipikat
Sementara. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak terdiri dari salinan Buku
Tanah dan Surat Ukur®’, sedang Sertipikat Sementara merupakan surat tanda bukti
hak  hanya terdiri atas salinan Buku Tanah tanpa Surat Ukur®®. Sertipikat
maupun Sertipikat ~ Sementara  tersebut  merupakan  tanda  bukti
hak, berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2¢) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Alat pembuktian yang kuat berarti, bahwa daftar-daftar Buku Tanah tidak
merupakan satu-satunya alat pembuktian, sehingga pemegang hak sebenarnya
masih dapat menggugat hak terhadap orang yang terdaftar sebagai pemegang hak
dengan mengemukakan bukti-bukti lain.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat ditarik pengertian,
bahwa daftar-daftar Buku Tanah dalam rangka pendaftaran hak dari
padanya diterbitkan Sertipikat atau Sertipikat Sementara merupakan daftar umum
yang mempunyai kekuatan bukti, kepada siapa menggugat harus dapat
membuktikan gugatannya.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10  Tahun 1961 menentukan
bahwa daftar umum terdiri dari: daftar tanah, daftar nama, daftar Buku
Tanah dan daftar Surat Ukur untuk lebih jelasnya uraian masing-masing sebagai

berikut :

S'Lihat, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat
(2), Pasal 15 ayat ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4).
8Lihat, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 17.
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daftar tanah : merupakan daftar dari seluruh bidang tanah yang ada pada satu
desa, terdiri dari tanah-tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh orang atau
badan hukum yang disebut sebagai tanah-tanah hak dan tanah-tanah yang belum
atau tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh orang atau badan hukum dan tanah-
tanah negara.
daftar nama : merupakan daftar dari nama-nama orang atau badan hukum yang
mempunyai hak atas bidang tanah pada desa tersebut.
daftar Buku Tanah : merupakan kumpulan Buku Tanah yang dijilid. Di dalam
Buku Tanah dicantumkan nama orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas
tanah, macam hak, luas tanah, asal hak tanah tersebut serta peralihan, pembebanan,
penghapusan pembebanan yang terjadi. Satu Buku Tanah hanya dipergunakan untuk
mendaftar satu hak atas tanah, tiap-tiap Buku Tanah dibubuhi tanda tangan
Kepala Kantor Pertanahan dan Cap Kantor Pertanahan bersangkutan.
daftar Surat Ukur : merupakan kumpulan Surat Ukur yang dijilid. Surat Ukur
merupakan kutipan dari peta pendaftaran, Surat Ukur menguraikan keadaan, letak
serta luas sesuatu bidang tanah objek sesuatu hak yang telah didaftar dalam daftar
Buku Tanah. Setiap Surat Ukur dibuat rangkap dua, satu diberikan kepada yang
berhak sebagai bagian sertipikat, sedang lainnya disimpan di Kantor Pertanahan.
Surat Ukur ini ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran
Tanah. Semua Surat Ukur disimpan, tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar
Surat Ukur.

Selanjutnya hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965
tentang Pedoman-pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah
Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 telah mengatur dua cara

penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai berikut :

(a). penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  secara  lengkap meliputi
penyelenggaraan kadaster dan pendaftaran hak, tanda bukti hak diterbitkan
berupa "Sertipikat". Pendaftaran tanah secara lengkap diatur Pasal 2 ayat (1)

dan ayat (2) diselenggarakan desa demi desa atau daerah setingkat dengan itu.
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Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah
secara lengkap di suatu daerah, selanjutnya disebut daerah lengkap. Walaupun
tidak dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah ini, pendaftaran
tanah secara lengkap dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 merupakan pendaftaran tanah
yang meliputi kadaster dan pendaftaran hak. Hal ini dapat disimpulkan dari
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Bab III sub A,
mengatur pembukuan hak-hak untuk pertama kalinya dalam daftar-daftar umum
di desa-desa yang pendaftarannya telah diselenggarakan secara lengkap. Pasal
12 Peraturan Pemerintah Nomor 10  Tahun 1961 menetapkan bahwa
pembukuan hak dalam buku-tanah (=daftar umum) dilakukan setelah bidang-
bidang tanah objek hak-hak itu diukur dan dipetakan pada peta-peta pendaftaran.
Kepada pemegang hak yang haknya telah didaftarkan dalam daftar buku-tanah
diberikan sertipikat, yaitu surat tanda bukti hak terdiri atas salinan buku-tanah
dan  Surat Ukur dijahit  menjadi  satu  bersama-sama
dengan suatu kertas sampul, bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.>
Ketentuan-ketentuan ~ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 tersebut mengatur pendaftaran tanah secara lengkap
merupakan pendaftaran tanah yang meliputi kadaster dan pendaftaran hak.
Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Agraria telah menetapkan suatu cara
penetapan suatu daerah menjadi daerah lengkap dalam Peraturan Menteri
Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan
Pendaftaran Tanah Sebagaimana  Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961. Sebelum suatu daerah diusulkan kepada Menteri Agraria untuk
dinyatakan sebagai daerah lengkap, oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah
daerah  itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai daerah persiapan
penyelenggaraan pendaftaran tanah secara lengkap, selanjutnya disebut sebagai

daerah persiapan.®

(b). penyelenggaraan pendaftaran tanah secara tidak lengkap  hanya

meliputi  penyelenggaraan  pendaftaran hak, tanda bukti  hak

»Lihat, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 13 dan Pasal 14.
Lihat, Peraturan Mentri Agraria No. 6 Nomor Tahun 1965, Pasal 1 ayat (1).
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diterbitkan berupa "Sertipikat Sementara".

Apabila terdapat permohonan pendaftaran hak atas tanah di desa-desa yang
pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula
dibukukan dalam daftar Buku Tanah. Untuk membukukan hak tersebut kepada
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat
bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat,

membenarkan surat atau surat bukti hak itu.6!

Proses Penerbitan Sertipikat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengatur dua cara penerbitan
sertipikat :
a. 7sertipikat” hasil pendaftaran tanah secara lengkap meliputi
penyelenggaraan kadaster dan pendaftaran hak;
b. ”sertipikat sementara” hasil pendaftaran tanah secara tidak lengkap, hanya

meliputi penyelenggaraan pendaftaran hak.

1. Penerbitan Sertipikat
Penerbitan sertipikat diselenggarakan desa demi desa atau daerah yang
setingkat dengan itu. Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakan
pendaftaran tanah secara lengkap di suatu daerah, selanjutnya disebut daerah lengkap.
Pembukuan hak dalam buku-tanah (= daftar umum) dilakukan setelah bidang-bidang
tanah objek hak itu diukur dan dipetakan pada peta pendaftaran. Kepada pemegang
hak yang haknya didaftarkan dalam daftar buku tanah diberikan sertipikat, yaitu surat
tanda bukti hak yang terdiri atas salinan buku-tanah dan Surat Ukur dijahit menjadi
satu bersama-sama dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri
Agraria.®
Menteri Agraria telah menetapkan suatu cara penetapan suatu daerah menjadi
daerah lengkap dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang

Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam

6'Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 18 ayat (1).
©2Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
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Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Sebelum suatu daerah diusulkan kepada Menteri
Agraria untuk dinyatakan sebagai daerah lengkap, oleh Kepala Direktorat
Pendaftaran Tanah daerah itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai daerah
persiapan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara lengkap, selanjutnya disebut
sebagai daerah persiapan.

Proses penerbitan sertipikat untuk desa lengkap dapat digambarkan sebagai

berikut:

SKEMA 1 : Penerbitan Sertipikat Untuk Desa Lengkap
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PEMBUATAN & PEMASANGAN

PENGUKURAN &

TUGU KERANGKA DASAR
TEKNIK (1)

PEMETAAN KERANGKA
DASAR TEKNIK (2)

PENGUKURAN DETAIL /
SITUASI BIDANG TANAH (4)

A 4

PEMBUATAN |
PETA SITUASI (5)

PEMBAGIAN & PEMBUATAN
LEMBAR PETA  (3)

l

PENYELIDIKAN RIWAYAT
TANAH & PENETAPAN
BATAS BIDANG TANAH

(6)

PEMBUATAN PETA DASAR,
PETA ASLI, PETA KANTOR
DAN PETAUKUR (8)

l

A 4

KEPUTUSAN PEMBERIAN
HAK BILA ADA TANAH
NEGARA (7)

\ 4

PEMBUATAN DAFTAR
TANAH, DAFTAR SURAT
UKUR,
DAFTAR NAMA (9)

A 4

PENGUMUMAN MENGENAI PETA

DAN DAFTAR-DAFTAR DI

KANTOR KEPALA DESA SELAMA

3 (TIGA) BULAN (10)

PEMBUATAN
SALINAN BUKU

’

TANAH DAN
SURAT UKUR
(12)

PEMBUATAN BUKU TANAH
DAN KARTU NAMA (11)

A 4

SERTIPIKAT

Sumber: Badan Pertanahan Nasional

Penjelasan skema proses terbitnya sertipikat sebagai berikut :
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Terlebih dahulu dilaksanakan pembuatan dan pemasangan tugu kerangka dasar
teknik dalam daerah persiapan = (1), selanjutnya dilaksanakan pengukuran dan
pemetaan kerangka dasar teknik = (2) hasilnya berupa Peta Dasar Teknik. Peta
Dasar Teknik membagi daerah persiapan tersebut dalam daerah-daerah lembar
sekaligus pembuatan lembar-lembar peta dari daerah-daerah itu = (3) hasilnya
berupa Peta Kerja. Menggunakan Peta Kerja dilakukan pengukuran detail /
situasi bidang tanah = (4) dan hasilnya berupa Peta Situasi =2 (5).

Setelah pembuatan Peta-peta Situasi dari suatu daerah persiapan selesai, maka
daerah tersebut diusulkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah kepada
Menteri Agraria untuk ditetapkan sebagai daerah lengkap.

Setelah suatu daerah dinyatakan sebagai daerah lengkap oleh Menteri Agraria,
maka sebelum dilaksanakan pengukuran bidang-bidang tanah terlebih dahulu
dibentuk Panitia oleh Menteri Agaria, Panitia terdiri dari atas seorang pegawai
Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan dua orang anggota Pemerintahan
Desa atau lebih sebagai anggota. Jika Menteri Agraria memandangnya perlu
maka keanggotaan panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan
Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara.

Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu oleh Panitia tersebut diadakan:
penyelidikan riwayat bidang tanah itu dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan konversi termasuk konversi bekas hak lama yaitu bekas hak-hak
Indonesia (milik adat) atau bekas hak-hak barat dan penetapan batas-batasnya
- (6). Bila ada tanah negara maka diterbitkan Surat Keputusan mengenai
pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara oleh pejabat yang
berwenang = (7), sclanjutnya dikirim kepada Kepala Kantor Pendaftaran
Tanah yang bersangkutan untuk dibukukan dalam Daftar Buku Tanah. Untuk
pembuatan sertipikatnya maka bidang tanah yang bersangkutan dibuat Surat
Ukur.

Cara penetapan batas oleh Panitia penetapan batas, yang diatur Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 merupakan penetapan batas secara
kontradiktur, yaitu penetapan batas harus dilakukan dengan persetujuan antara
pemilik tanah dengan pemilik tanah berbatasan. Panitia penetapan batas tidak

dapat menetapkan sendiri batas sebenarnya antara bidang-bidang tanah. Panitia
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penetapan batas bertugas mengupayakan agar pemilik tanah yang berbatasan
dapat memperoleh kesepakatan mengenai letak pasti batas bidang tanah atau
dikenal dengan istilah fixed boundary. Batas yang diukur dan dipetakan pada
peta pendaftaran dengan demikian merupakan batas sebenarnya dan
mempunyai kekuatan bukti. Pembuatan Peta Pendaftaran diatur dengan
Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 tentang Tata Kerja
Pendaftaran Tanah yang mengenai Pengukuran dan Pemetaan. Peta pendaftaran
menyajikan informasi yang memperlihatkan dengan jelas segala macam hak
atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang nyata maupun yang
tidak kelihatan. Peta pendaftaran dibagi lagi menjadi Peta Dasar, Peta Asli, Peta
Kantor dan Peta Ukur = (8).
Peta-peta yang dihasilkan dalam daerah lengkap:
a. Peta Dasar Teknik.
Peta menyajikan letak tugu-tugu kerangka dasar peta pendaftaran tanah
dibuat dengan skala 1 : 10.000 atau lebih besar. Ukuran peta ini 100 cm x
100 cm.®3
b. Peta Kerja.
Peta Kerja merupakan salinan Peta Dasar Teknik menyajikan letak
pembagian lembar-lembar peta menjadi peta dengan skala lebih besar
yaitu Peta Dasar. Peta ini dibuat dengan skala 1 : 10.000 atau lebih
besar.®
c. Peta Situasi.
Peta Situasi merupakan peta dengan skala 1 : 1000 menggambarkan
situasi detail benda-benda penting antara lain jalan, jembatan dan
bangunan penting lainnya serta tanah-tanah negara, peta ini selanjutnya
akan menjadi peta pendaftaran setelah diadakan pengukuran dan
penetapan batas bidang-bidang tanah.
d. Peta Dasar.
Peta Dasar merupakan peta untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah

secara lengkap. Peta ini menyajikan informasi dengan jelas segala macam

3Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961
%4Pasal 25 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961
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hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik batas kelihatan
maupun batas tidak kelihatan. Peta Dasar memperlihat pula nomor
pendaftaran, nomor Buku Tanah, nomor Surat Ukur, nomor pajak (jika
mungkin) tanda-tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung,
jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.®> Peta ini
dibuat dengan skala 1 : 500 untuk daerah perkotaan sedang untuk daerah
luar kota dalam hal bidang-bidang tanah masih luas dibuat dengan skala 1 :
1000 atau lebih kecil.®® Peta ini disebut sebagai peta pendaftaran
(registration map) bersamaan dengan rekaman data ukuran letak batas-
batas bidang tanah seperti diuraikan di muka. Ukuran peta ini sedapat
mungkin 100 cm x100 cm bila tidak memungkinkan dapat dibuat 100 cm
x 70 cm.®’

e. Peta Asli.

Peta Asli merupakan salinan dari Peta Dasar pada waktu disahkannya Peta
Dasar tersebut sebagai peta pendaftaran. Peta Asli ini langsung disimpan
tidak boleh diubah-ubah lagi seperti keadaan waktu Peta Dasar disahkan.%

f. Peta Kantor dan Peta Ukur.
Peta Kantor dan Peta Ukur merupakan salinan dari Peta Dasar dan selalu
menyesuaikan dengan perubahan yang dilakukan pada Peta Dasar. Peta
Kantor dipergunakan di kantor untuk keperluan informasi kepada
masyarakat dan pemberian petikan dari peta tersebut, sedangkan Peta
Ukur dipergunakan untuk keperluan di lapangan.®

g. Surat Ukur.
Surat Ukur merupakan kutipan dari peta pendaftaran memuat gambar
tanah dengan batas-batasnya, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-
jalan, saluran air dan lain-lain tanda yang penting, nomor pendaftaran,
nomor dan tahun Surat Ukur/ Buku Tanah, uraian tentang letak tanah,

uraian tentang letak tanah, uraian tentang keadaan tanah, luas tanah dan

5Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
%Pasal 28 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961
7Pasal 26 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961

%Pasal 62 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961
®Pasal 63 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961
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orang yang menunjukkan batas-batasnya.”® Surat Ukur lama yang dibuat
sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan
masih memenuhi syarat teknik, yaitu dapat untuk merekonstruksi batas-
batas yang diperlihatkan dapat dipergunakan sebagai Surat Ukur. Bila
minut 7' Surat Ukur lama tadi hilang, tetapi grosse’? dari Surat Ukur
yang berada di pemilik tanah atau yang berkepentingan masih
memungkinkan rekonstruksi di lapangan menurut keadaan asal mulanya,
tetap digolongkan sebagai Surat Ukur yang masih memenuhi syarat teknis.

h. Peta Surat Ukur
Peta Surat Ukur merupakan peta bidang tanah yang bersangkutan
merupakan bagian dari Surat Ukur terletak di halaman kedua dan ketiga
dari Surat Ukur. Apabila Peta Surat Ukur itu karena luasnya bidang tanah
tidak dapat dibuat dalam halaman kedua dan ketiga, maka peta itu dibuat
di kertas lain kemudian dilekatkan pada halaman kedua dan ketiga dari
Surat Ukur tersebut dengan dibubuhi catatan sebagai berikut: > Lihat
petanya pada kertas yang dilekatkan pada Surat Ukur ini”

i. Peta Surat Ukur Khusus.
Apabila Peta Surat Ukur sedemikian besarnya hingga tidak dapat
dilekatkan pada Surat Ukur, maka peta itu dibuat pada kertas lain dan
diberi nama Peta Surat Ukur Khusus dan disimpan pada suatu tempat
tersendiri. Pada halaman kedua dan ketiga dari Surat Ukur yang
bersangkutan dibubuhi catatan sebagai berikut: “Lihat Peta Surat Ukur
Khusus Nomor ...... ”?

Pelaksanaan penetapan batas ini Panitia penetapan batas memperhatikan

keterangan-keterangan pihak-pihak yang berkepentingan, keterangan dari

pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan bukan merupakan satu-

satunya pedoman Panitia dalam menetapkan batas. Hasil penetapan batas

"OPasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

""Menurut Kamus Hukum Subekti dan Tjitrosoedibjo, Pradnya Paramita, Jakarta 1989 “minut”
merupakan asli dari suatu akta atau dokumen sedang arti ’grosse” tidak ada dalam kamus tersebut.

72 “orosse” menurut Kamus Belanda- Indonesia W. Van Hoeve, Ichtiar Baru Van Hoeve,
Jakarta, 1986, hlm. 165 artinya salinan resmi sebuah akte.
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harus ditulis dalam suatu daftar isian atau formulir dan ditandatangani
oleh Ketua dan anggota Panitia, pemilik tanah dan pemilik tanah
berbatasan atau wakilnya.”> Apabila terjadi sengketa batas pemilikan dan
Panitia penetapan batas tidak dapat mendamaikannya, maka para pihak
bersengketa diminta mengajukan perselisihan tersebut kepada Hakim
untuk mendapat keputusan. Apabila sengketa itu berlarut-larut sedangkan
Panitia mempunyai masa tugas tertentu, maka bidang tanah sengketa baik
sengketa batas ataupun subjek hak, pendaftarannya sementara ditunda
sampai ada penyelesaian berkekuatan hukum tetap, bidang tanah pada
peta pendaftaran diberi catatan tentang adanya sengketa. Selain batas-
batas tanah pada peta pendaftaran dimuat pula nomor pendaftaran, nomor
Buku Tanah, nomor Surat Ukur, pajak, tanda batas dan sedapat-dapatnya
juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda penting
tetap.’

6. Setelah peta pendaftaran selesai dibuat dilanjutkan dengan pembuatan daftar
tanah, daftar nama dan daftar Surat Ukur = (9). Pembuatan daftar tanah dan
daftar nama diatur dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961
tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah. Daftar tanah untuk
suatu desa baru dapat diselenggarakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah setelah
peta-peta pendaftaran desa tersebut selesai dibuat (Pasal 1 ayat 1)). Untuk satu
desa dibuat satu daftar tanah (Pasal 1 ayat 2)), dalam daftar tanah didaftar
semua bidang tanah dalam suatu desa, baik tanah hak maupun tanah negara
(Pasal 2 ayat (1)). Daftar tanah akan memberikan informasi mengenai hal-hal
sebagai berikut:

a. nomor pendaftaran, merupakan nomor urutan yang diberikan oleh Kantor
Pendaftaran Tanah pada setiap bidang tanah pada Peta Pendaftaran Tanah
dan dimulai dengan bidang tanah yang mempunyai nomor pendaftaran satu
(Pasal 3 ayat (1)).

b. nomor lembar, merupakan nomor peta pendaftaran digambarkannya suatu

3Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
"4Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
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bidang tanah (Pasal 4 ayat (1)).
c. nomor kotak, merupakan nomor dari kotak digambarkannya bidang tanah
pada peta pendaftaran.
d. Luas tanah, luas dari bidang tanah terdaftar.
e. Jenis dan nomor hak, jenis hak dan nomor haknya ditulis setelah hak-hak
itu telah dibukukan pada daftar Buku Tanah.
f. nomor dan tahun Surat Ukur, diperoleh dari daftar Surat Ukur.
Daftar nama disusun secara sistim kartu dan menurut abjad, daftar nama
disusun kabupaten per kabupaten, dalam daftar nama didaftar semua nama
orang yang mempunyai sesuatu hak atas bidang tanah terletak di daerah
tingkat Il yang bersangkutan.
. Peta pendaftaran tersebut dengan daftar isian selanjutnya ditempatkan di kantor
Kepala Desa, diumumkan selama 3 (tiga) bulan, untuk memberi kesempatan
kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai
penetapan batas-batas bidang tanah dan isi daftar isian = (10). Mengenai
keberatan yang diajukan dalam waktu pengumuman tersebut bila oleh Panitia
dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar isian.
Perubahan batas dalam peta pendaftaran maupun perubahan dalam daftar isian
baru dilakukan apabila para pihak yang bersangkutan dengan batas atau isi
daftar isian tersebut telah setuju perubahan tersebut. Apabila pihak lainnya
tidak setuju dengan perubahan tersebut, maka batas atau daftar isian tersebut
dianggap sebagai batas atau daftar isian yang masih dalam perselisihan. Setelah
perubahan tersebut di atas selesai dikerjakan atau jika dalam tenggang waktu 3
(tiga) bulan tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu
disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya telah
ditetapkan oleh Menteri Agraria.”
Setelah ada pengesahan, maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya
maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam
daftar Buku Tanah’® = (11). Pembukuan hak ini dilakukan tanpa menunggu

permohonan dari pemegang hak yang bersangkutan. Daftar Buku Tanah terdiri

">Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
7%Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
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atas kumpulan Buku Tanah yang dijilid.”” Daftar Buku Tanah disusun desa
demi desa atau daerah yang setingkat dengan itu, untuk tiap macam hak dibuat
satu daftar Buku Tanah, untuk tiap-tiap hak dipergunakan satu Buku Tanah.”®

9. Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan dibuat salinan dari Buku Tanah yang
bersangkutan” dan untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam salinan
Buku Tanah dibuat Surat Ukur yang merupakan kutipan dari Peta Pendaftaran
=2 12.

10. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama
dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria,
disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak %° .

11. Di desa—desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara
lengkap, maka hak-hak atas tanah yang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak
tanah yang dibuat menurut Overschrijvings — ordonantie (Staatsblad 1834
Nomor 27), Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 dan Peraturan-
peraturan pendaftaran  yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta,
Karesidenan Surakarta dan Sumatera Timur dan telah diuraikan dalam Surat
Ukur lama yang menurut Kepala kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi
syarat teknik, dibukukan dalam Daftar Buku Tanah dan kepada yang berhak
diberikan sertipikat®'.

Bila terdapat Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai
langsung oleh negara mengenai bidang tanah yang telah diuraikan dalam suatu
Surat Ukur lama, yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih
memenuhi syarat teknik, maka kepada yang memperoleh hak itu diberikan
sertipikat, dengan tidak perlu membuat Surat Ukur baru®?,

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara lengkap ternyata sulit
dilaksanakan karena terbentur masalah biaya yang harus disediakan oleh

pemerintah cukup besar, dari pengamatan penulis amat sangat sedikit adanya

""Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

"8Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Pasal 36 Peraturan
Menteri Negara Agraria No. 7 Tahun 1961

"Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

80Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

81Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

82Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
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desa atau kelurahan yang pendaftaran tanahnya dilakukan secara lengkap.

2. Penerbitan Sertipikat Sementara

Apabila terdapat permohonan pendaftaran hak atas tanah di desa-desa yang
pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan
dalam daftar Buku Tanah. Untuk membukukan hak tersebut kepada Kepala Kantor
Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan
Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat, yang membenarkan surat atau surat
bukti hak itu.®3

Pendaftaran tanah secara tidak lengkap hanya meliputi pendaftaran hak, hal
ini dapat disimpulkan dari Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara tidak lengkap dengan sendirinya
tidak dapat menjamin kepastian hukum mengenai letak serta batas-batas bidang tanah
objek hak yang telah didaftarkan, hanya kepastian hukum mengenai orang atau badan
hukum pemegang hak, demikian pemahaman selama ini. Kepastian orang atau badan
hukum pemegang hak tanpa kepastian hukum letak batas-batas bidang tanah jelas
tidak menjamin kepastian hukum dari pemilikan tanah tersebut yang menjadi tujuan
dari pendaftaran tanah itu sendiri. Kepada pemegang hak diberikan Sertipikat
Sementara, yaitu Sertipikat tanpa Surat Ukur yang mempunyai fungsi sebagai
Sertipikat dan mempunyai kekuatan sebagai Sertipikat®*.

Sertipikat Sementara merupakan sertipikat tanpa Surat Ukur mempunyai
kekuatan sebagai sertipikat, kalimat ini harus benar-benar dipahami. Kepastian
hukum dalam pendaftaran hak atas tanah tidak mungkin diwujudkan tanpa diawali
dengan kepastian hukum objeknya terlebih dahulu.

Sertipikat Sementara mempunyai kekuatan sebagai sertipikat ini banyak tidak
dipahami oleh pelaksana pendaftaran tanah pada waktu itu, akhirnya banyak
sertipikat diterbitkan tanpa Surat Ukur. Ada salah pengertian tentang Sertipikat
Sementara, yaitu tanpa Surat Ukur, seolah-olah tidak perlu Surat Ukur, seharusnya

ada bentuk lain yang berwujud sebagai Surat Ukur yang mengambarkan bidang

8Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
84Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
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tanah dan letak batas-batasnya, karena  Surat Ukur merupakan usaha memenuhi
asas spesialitas untuk menuju kepastian hukum atas objek bidang tanah.

Kesalahan pemahaman atau salah menafsirkan aturan hukum ini tidak
berlangsung lama, selanjutnya sertipikat sementara tanpa  Surat Ukur harus
dilengkapi Gambar Situasi diatur Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965
tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana
Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Pelaksanaan selanjutnya pembuatan Gambar Situasi tetap memenuhi
prinsip — prinsip kadaster dengan kekuatan bukti dan dipetakan pada peta situasi
kasar®®. Apabila peta situasi kasar belum tersedia, maka pemberian Sertipikat
Sementara ditangguhkan sampai Kantor Pendaftaran Tanah yang
bersangkutan selesai membuat peta situasi kasar dari kompleks bidang-bidang
tanah yang berada di sekeliling bidang tanah itu.%

Pelaksanaan penerbitan Sertipikat Sementara terdapat 3 (tiga) jalur proses,
jalur mana akan ditempuh tergantung dari keadaan surat bukti yang dijadikan alas
hak bidang tanah tersebut. Jalur tersebut sebagai berikut:

a. Penegasan konversi bekas milik adat;
b. Pengakuan hak bekas milik adat;

c. Pemberian hak atas tanah negara.

(a) Jalur penegasan konversi bekas milik adat.

Bagi tanah bekas milik adat dengan surat bukti lengkap diproses melalui
penegasan konversi, hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria
Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak
Indonesia Atas Tanah. Surat bukti lengkap merupakan permohonan yang dilengkapi
surat-surat sebagai berikut:

a. Surat Pajak Hasil Bumi / Verponding Indonesia sebelum tanggal 24

September 1961.
b. Surat Keterangan Kepala Desa dikuatkan oleh Camat yang membenarkan

surat bukti hak tersebut, menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan

8Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965
8Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965..
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atau pertanian dan menerangkan siapa mempunyai hak itu, kalau ada
disertai surat jual beli tanahnya atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

c. Surat tanda bukti kewarganegaraan dari yang mempunyai hak.®’

SKEMA 2 : Penerbitan Sertipikat Sementara Di luar
Desa Lengkap Surat Bukti Lengkap

PENGUKURAN BIDANG-
BIDANG TANAH (1)
Y
PEMBUATAN PEMETAAN PADA PETA SITUASI
GAMBAR SITUASI YANG ADA (3)
(2)
Y
PERMOHONAN PENDAFTARAN | | PENGUMUMAN DI KANTOR
HAK / KONVERSI  (4) >  KEPALA DESA SELAMA
2 (DUA) BULAN (5)

PEMBUATAN BUKU TANAH | PENDAFTARAN
& KARTU NAMA B HAK
(6)
A 4
SALINAN BUKU TANAH SERTIPIKAT
& GAMBAR SITUASI SEMENTARA

Sumber: Badan Pertanahan Nasional.

Penjelasan skema proses penerbitan Sertipikat Sementara melalui
penegasan konversi sebagai berikut :
1). Pengukuran satu bidang atau beberapa bidang tanah tanpa dilakukan pengukuran

kerangka dasar teknik = (1). Dalam pelaksanaan pengukuran satu bidang atau

87Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962
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beberapa bidang ini harus terlebih dahulu dipenuhi asas kontradiktur yaitu
sebelum diukur dilakukan pemasangan tanda batas oleh pemilik tanah dengan
pemilik tanah yang berbatasan.

2). Dibuat Gambar Situasi = (2). Jika pendaftaran itu mengenai sesuatu hak atas
bidang tanah yang terletak dalam desa dalam hal peta pendaftarannya belum
selesai dibuat, kepada pemohon diberikan Sertipikat Sementara dengan
dilampirkan Gambar Situasi dari bidang tanah itu, setelah letak bidang tanah itu
dinyatakan atau digambarkan/dipetakan dalam Peta Situasi yang bersangkutan =
(3). Peta Situasi yang digunakan untuk menggambarkan atau memetakan Gambar
Situasi setidak-tidaknya dapat digunakan Peta Situasi kasar. *

3). Berdasarkan data dari surat bukti lengkap oleh yang berkepentingan diajukan
permohonan pendaftaran hak = (4), beserta Gambar Situasi bidang tanah
tersebut selanjutnya dibuatkan lembar pengumuman dan diumumkan di Kantor
Kepala Desa selama 2 (dua) bulan berturut-turut - (5). Apabila tidak ada
yang menyatakan keberatan selama masa pengumuman baik mengenai siapa
pemiliknya, macam haknya maupun letak, luas dan batas-batasnya maka proses
selanjutnya dilakukan pendaftaran hak = (6). Kepala Kantor Pendaftaran Tanah
memberikan penegasan konversi tersebut dan sekaligus mendaftar hak yang
bersangkutan dalam Buku Tanah dan sekaligus membuat Kartu Nama,
selanjutnya diterbitkan Sertipikat Sementara yang merupakan salinan Buku

Tanah yang dijahit menjadi satu dengan Gambar Situasi dan Sampul Sertipikat.

b). Jalur pengakuan hak bekas milik adat.
Terhadap hak-hak yang tidak ada lagi tanda bukti haknya atau surat bukti
tidak lengkap, maka atas permohonan yang berkepentingan diberikan pengakuan hak,

atas dasar hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksa Tanah A.

88Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965
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SKEMA 3 : Penerbitan Sertipikat Sementara di Luar
Desa Lengkap Surat Bukti Tidak Lengkap

PENGUKURAN BIDANG-

BIDANG TANAH (1)
A
PEMBUATAN - PEMETAAN PADA PETA
GAMBAR SITUASI > SITUASI
(2) YANG ADA (3)
A 4
PERMOHONAN PENGAKUAN HAK PEMERIKSAAN
BEKAS MILIK ADAT SURAT BUKTI | | TANAH
TIDAK LENGKAP (4) ?5§EH PANITIA A
A
PENGUMUMAN DI
KEPUTUSAN PENGAKUAN KANTOR KEPALA
HAK (7) DESA SELAMA
2 (DUA) BULAN (6)
A 4
PENDAFTARAN | PEMBUATAN BUKU
HAK (8) ” TANAH
& KARTU NAMA
SERTIPIKAT | SALINAN BUKU TANAH
SEMENTARA | & GAMBAR SITUASI

Sumber: Badan Pertanahan Nasional.

Penjelasan skema proses penerbitan Sertipikat Sementara surat bukti tidak
lengkap melalui pengakuan hak :

1). Pengukuran satu bidang atau beberapa bidang tanah tanpa dilakukan pengukuran
kerangka dasar teknik = (1). Pelaksanaan pengukuran satu bidang atau beberapa
bidang ini harus terlebih dahulu dipenuhi asas kontradiktur yaitu sebelum diukur
dilakukan pemasangan tanda batas oleh pemilik tanah dengan pemilik tanah yang
berbatasan.

2). Dibuat Gambar Situasi = (2). Bila pendaftaran itu mengenai sesuatu hak atas
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tanah yang terletak dalam desa dalam hal peta pendaftarannya belum selesai
dibuat, kepada pemohon diberikan Sertipikat Sementara dengan dilampirkan
Gambar Situasi dari bidang tanah itu, setelah letak bidang tanah itu dinyatakan
atau digambarkan/dipetakan dalam Peta Situasi yang bersangkutan = (3). Peta
Situasi yang digunakan untuk menggambarkan atau memetakan Gambar Situasi
setidak-tidaknya dapat digunakan Peta Situasi kasar. Terhadap hak-hak yang
tidak ada atau tidak ada lagi tanda bukti haknya, maka oleh yang berkepentingan
diajukan permohonan pengakuan hak (4), Atas dasar hasil pemeriksaan
lapangan Panitia Pemeriksa Tanah A. = (5). diumumkan selama 2 (dua) bulan
berturut-turut di Kantor Kepala Desa letak bidang tanah = (6) dan bila tidak ada
yang menyatakan keberatan, baik mengenai macam haknya, siapa pemiliknya
maupun letak, luas dan batas-batas bidang tanahnya diberikan Keputusan
Pengakuan Hak => (7). Berdasarkan Keputusan Pengakuan Hak Kepala Kantor
Pendaftaran Tanah dapat mendaftar hak yang bersangkutan dalam Buku Tanah -
(8), sekaligus membuat Kartu Nama, selanjutnya diterbitkan Sertipikat
Sementara yang merupakan salinan Buku Tanah yang dijahit menjadi satu dengan
Gambar Situasi dan Sampul Sertipikat. Proses penegasan konversi maupun
pengakuan bekas milik adat, bila ada pihak yang keberatan pada masa
pengumuman para pihak diminta menyelesaikan secara musyawarah atau melalui
lembaga peradilan. Pendaftaran hak untuk sementara ditangguhkan sampai terjadi
mufakat antara pihak bersengketa atau telah ada putusan lembaga peradilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.
(c) Jalur Pemberian Hak

Terhadap bidang tanah yang belum dilekati suatu hak, oleh yang

berkepentingan diajukan permohonan hak;
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PENGUKURAN BIDANG-

BIDANG TANAH (1)
\ 4
PEMBUATAN PEMETAAN PADA PETA SITUASI
GAMBAR > YANG ADA
SITUASI (2) (3)
A 4
PERMOHONAN HAK PEMERIKSAAN TANAH
ASAL TANAH » OLEH PANITIA A ATAU
NEGARA (4) PANITIA B (5)
A 4
KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK (6)

v
PEMBUATAN BUKU TANAH

PENDAFTARAN

HAK (7) & KARTU NAMA

l

SERTIPIKAT | SALINAN BUKU TANAH
SEMENTARA | & GAMBAR SITUASI

A 4

Sumber: Badan Pertanahan Nasional

Penjelasan skema proses penerbitan Sertipikat Sementara dari Tanah
Negara melalui pemberian hak sebagai berikut:

Pengukuran satu bidang atau beberapa bidang tanah tanpa dilakukan
pengukuran kerangka dasar teknik = (1). Dalam pelaksanaan pengukuran satu
bidang atau beberapa bidang ini harus terlebih dahulu dipenuhi asas kontradiktur
yaitu sebelum diukur dilakukan pemasangan tanda batas oleh pemilik tanah dengan
pemilik tanah yang berbatasan. Selanjutnya dibuat Gambar Situasi = (2).

Apabila pendaftaran itu mengenai sesuatu hak atas tanah negara yang terletak
di desa dalam hal peta pendaftarannya belum selesai dibuat, dibuat Gambar Situasi
dari bidang tanah itu, dan letak bidang tanah itu digambarkan atau dipetakan dalam
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Peta Situasi yang bersangkutan = (3). Peta Situasi yang digunakan untuk
menggambarkan atau memetakan Gambar Situasi setidak-tidaknya dapat digunakan
Peta Situasi kasar.

Oleh yang berkepentingan diajukan permohonan hak => (4).

Terhadap bidang tanah negara tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh
Panitia Pemeriksaan Tanah A atau Panitia Pemeriksa Tanah B untuk permohonan
Hak Guna Usaha - (5) dapat diberikan sesuatu hak atas tanah dengan suatu
Keputusan => (6) apabila terhadap bidang tanah tersebut tidak ada kepentingan
umum atau kepentingan negara yang perlu didahulukan.

Berdasarkan Keputusan pemberian hak dari pejabat yang berwenang, Kepala
Kantor Pendaftaran Tanah mendaftar hak yang bersangkutan dalam Buku Tanah -
(7) sekaligus membuat Kartu Nama, selanjutnya diterbitkan Sertipikat Sementara
yang merupakan salinan Buku Tanah yang dijahit menjadi satu dengan Gambar
Situasi dan Sampul Sertipikat.

Pelaksanaan Pelaksanaan pendaftaran tanah yang selama ini dilaksanakan
oleh pemerintah  dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 dalam kenyataannya pelaksanaan kegiatan tersebut selama lebih
dari 30 tahun belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, karena
ketentuan hukum tersebut belum cukup memberikan kemungkinan untuk
melaksanakan pendaftaran tanah dalam waktu singkat dan memuaskan. Dari sekitar
55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar sampai akhir tahun
1996, baru 18,2 juta bidang tanah yang sudah didaftar. Jumlah bidang tanah
ini dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II akan berkembang akibat adanya
pewarisan, pemecahan dan pemisahan serta terbitnya pemberian hak-hak baru,
sehingga diperkirakan mencapai sekitar 75 juta bidang. ¥

Di dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ada
beberapa hal yang perlu dicatat sebagai kendala utama yaitu:

a. belum tersedianya kerangka dasar dan peta dasar yang dapat dipakai
untuk inventarisasi tanah kecuali di kota besar ibukota Propinsi.

8Soelarman B, Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Pembaharuan dan
Pelaksanaan Peraturan Pendaftaran Tanah di Hotel Horison tanggal 14 Agustus 1997 di Jakarta, hlm.
L.
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b. Sulitnya menetapkan alat pembuktian pemilikan tanah-tanah yang
dikenal sebagai tanah milik adat.

c. Belum difahaminya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
sebagai peraturan baru, dan belum lengkapnya peraturan-peraturan
pelaksanaannya.

d. Kurangnya tenaga baik tenaga teknik geodesi, maupun
yuridis perdata, termasuk pula ahli administrasi dan dokumentasi
untuk arsip hidup.

e. Kurangnya anggaran alat, kantor, yang bukan hanya untuk tempat
bekerja, akan tetapi untuk menyimpan dokumen-dokumen tanah,
yang disebut sebagai arsip hidup itu.

f. Akibat-akibat perang dunia kedua dan pengaruh revolusi yang
berpengaruh terhadap penguasaan tanah dan perbuatan-perbuatan
hukum mengenai tanah yang  terjadi secara  darurat termasuk
Nasionalisasi. Banyak terjadi penguasaan tanah tanpa ijin yang berhak,
atau pendudukan tanah secara liar.

g. Lain-lain yang bersifat non teknik bagi negara yang sedang
berkembang, misalnya menganggap tidak perlu menyimpan bukti-
bukti yang ada hubungannya dengan tanah, dan cukup dengan
penguasaannya saja. *°

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil
lebih nyata pada pembangunan nasional, schingga perlu dilakukan
penyempurnaan.’! Bidang tanah yang terdaftar jauh lebih banyak yang masih
melayang-layang atau tidak diketahui letak tepatnya dibanding yang diketahui letak
tepatnya. Realisasi pendaftaran tanah secara lengkap dapat dikatakan hampir tidak
ada. Berdasarkan fakta sebagian besar sertipikat yang diterbitkan merupakan
sertipikat sementara sulit dijumpai adanya sertipikat bukan sertipikat sementara.

Butir-butir penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 antara lain:

1. Penegasan pengertian pokok-pokok penyelenggaraan Pendaftaran Tanah
(Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3). Asas dan tujuan penyelenggaraannya.

2. Mempertegas dan memperluas tujuan Pendaftaran tanah, di samping
untuk menjamin kepastian hukum atas tanah, juga untuk menyediakan /
menyajikan informasi data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah
/ bidang-bidang tanah (Pasal 3 huruf'b.).

3. Mempertegas dan memperjelas tanggung jawab dan hubungan kerja

%Sutardja Sudradjat, Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Ditinjau dari Segi
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, makalah disampaikan pada Seminar tentang revisi Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, di Jakarta 7 Mei 1994.

%ILihat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Diktum Menimbang huruf c.
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Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam penyelenggaraan Pendaftaran
Tanah (Pasal 6 ayat (2)).

4. Menteri dapat menunjuk Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara untuk
desa-desa terpencil, dalam rangka mempermudah atau mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat.

5. Penyederhanaan serta kemudahan prosedur dalam pengumpulan data
yuridis terutama pembuktian hak lama. Dalam ketentuan baru ini selain
tetap digunakannya Lembaga Pengumuman, diperkenalkan pula
Lembaga Kesaksian. Bukti penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih
secara berturut-turut bila dikuasai dengan itikad baik, terbuka dan ada
saksi yang dapat dipercaya dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat

(Pasal 24).
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik
Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh  Panitia Ajudikasi

yang dapat bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan
dan atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

7. Memanfaatkan teknologi elektronik canggih untuk sarana
penyimpanan data / warkah (optical disk, micro film). Data hasil
rekaman elektronik  tersebut dapat mempunyai kekuatan

pembuktian setelah ditandatangani pejabat dan dibubuhi Cap Kantor
Pertanahan (Pasal 35 ayat (5)).

8. Dimungkinkan dilaksanakan pembukuan hak atas tanah bidang-bidang
tanah yang data fisik dan data yuridis belum lengkap atau masih dalam
sengketa, dengan catatan bahwa selama Buku Tanah masih ada catatan
mengenai kurang lengkap dan masih adanya sengketa data fisik dan atau
data yuridisnya, maka penerbitan sertipikatnya ditangguhkan,
sampai dihapusnya catatan-catatan tersebut (Pasal 30).

9. Berlakunya lembaga kadaluwarsa (rechts verwerking) untuk pemberian
kepastian hukum terhadap sertipikat sebagai alat bukti yang kuat.*?

B. PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 1997
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2171 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terbagi
dalam sepuluh bab terdiri dari 66 pasal.
Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Azas dan Tujuan.

Bab III mengatur tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah,

2Soelarman B, Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Pembaharuan dan
Pelaksanaan Peraturan Pendaftaran Tanah di Hotel Horison tanggal 14 Agustus 1997 di Jakarta, hlm.

1.., hlm. 2
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Bab IV tentang Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali.

Bab V mengatur tentang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, Bab VI

tentang Penerbitan Sertipikat Pengganti.

Bab VII mengatur tentang Biaya Pendaftaran Tanah, Bab VIII tentang Sanksi.

Bab IX mengatur tentang Ketentuan Peralihan, Bab X tentang Ketentuan

Penutup.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, pendaftaran tanah dilaksanakan
melalui "desa lengkap" dan "desa tidak lengkap", selanjutnya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 mengatur dua cara penyelenggaraan pendaftaran
tanah yaitu secara sistematik dan secara sporadik sebagai berikut :

a. pendaftaran tanah secara sistematik merupakan kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali dilakukan serentak meliputi semua objek
pendaftaran tanah belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah
suatu desa / kelurahan.

b. pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa /

kelurahan secara individual atau masal.

Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 merupakan
perubahan hukum untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat,
banyak peralihan hak atas tanah belum sertipikat yang dilakukan di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah tidak didaftar ke Kantor Pertanahan, demikian juga banyak
peralihan kepemilikan tanah hanya cukup di depan Kepala Desa.

Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai
penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.

Pasal 25 mengatur setelah data fisik maupun data yuridis tersebut
melalui tahapan-tahapan penelitian pembuktian dengan meneliti kebenaran alat bukti,
dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah  secara

sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
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sporadik maka dilakukan pendaftaran pada buku tanah. Selanjutnya Pasal 30 dan
Pasal 31 menegaskan sertipikat hak atas tanah diberikan sesuai dengan data fisik dan
data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah.

Sebagaimana pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961, penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan pendaftaran tanah
meliputi kadaster dan pendaftaran hak walaupun tidak dijelaskan dalam Peraturan
Pemerintah tersebut. :

Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 Peraturan  Pemerintah  Nomor 24
Tahun 1997 mengatur pembukuan hak dalam buku-tanah (=daftar umum)
dilakukan setelah bidang-bidang tanah objek hak-hak itu diukur dan dipetakan
pada peta-peta pendaftaran. Kepada pemegang hak yang haknya telah didaftarkan
dalam buku-tanah diberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak.”

Sertipikat merupakan  surat tanda-bukti-hak  berlaku  sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data dalam
surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan®. Sertipikat merupakan tanda
bukti hak, Dberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2c) UUPA. "Alat pembuktian yang kuat" berarti, bahwa daftar-
daftar buku tanah tidak merupakan satu-satunya alat pembuktian, sehingga
pemegang hak sebenarnya masih dapat menggugat hak terhadap orang yang terdaftar
dengan mengemukakan bukti-bukti lain.

Kantor Pertanahan dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis
menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum. Sebelum
dillaksanakan pendaftaran, data fisik dan data yuridis diumumkan terlebih dahulu
kepada masyarakat untuk memperoleh informasi bila terdapat pihak-pihak yang
keberatan terhadap data tersebut. Pasal 33 ayat (1) mengatur daftar-umum terdiri dari:
peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama.

Memperhatikan ~ ketentuan-ketentuan  tersebut di  atas dapat ditarik

%Lihat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 4 ayat (1), Pasal 29 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1).
%4Lihat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (1)
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kesimpulan, bahwa buku tanah dalam rangka pendaftaran hak dari padanya
diterbitkan sertipikat merupakan daftar-umum yang mempunyai kekuatan bukti.

Sebagai bukti hak keperdataan seseorang atau badan hukum atas suatu bidang
tanah kepadanya diberikan surat tanda bukti, penyelenggaraan pendaftaran tanah
untuk pertama  kali menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,
secara tegas dibedakan antara penyelenggaraan pendaftaran tanah secara lengkap
(sistematik) dan pendaftaran tanah tidak lengkap (secara sporadik) dengan
menerbitkan Sertipikat dan Sertipikat Sementara. Peraturan Pemerintah Nomor
24  Tahun 1997 mengatur baik pendaftaran tanah secara sporadis maupun
pendaftaran tanah secara sistimatis terhadap pengukuran bidang-bidang
tanahnya langsung diterbitkan Surat Ukur tidak ada istilah lagi Gambar Situasi.

Pendaftaran tanah sistematis maupun pendaftaran tanah sporadis menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan demikian hanya mengenal
satu  istilah  yaitu  Sertipikat tidak ada lagi istilah Sertipikat Sementara.
Pendaftaran tanah  secara  sporadik  meliputi bidang-bidang tanah atas
permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual
atau secara masal.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, secara tegas dibedakan antara penyelenggaraan
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik, namun
demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dibedakan lagi
antara Sertipikat dan Sertipikat Sementara antara Surat Ukur dan Gambar Situasi.

Pendaftaran tanah secara sporadik meliputi bidang-bidang tanah atas
permintaan pemegang hak atau penerima hak yang bersangkutan secara individual
atau secara masal. Pendaftaran tanah secara sistematik akan meliputi wilayah satu
desa / kelurahan atau sebagian dari desa / kelurahan yang lokasinya ditetapkan oleh
pemerintah dalam hal ini oleh Menteri atas usul Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional yang didasarkan atas rencana kerja Kantor Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur pendaftaran tanah
secara sporadik maupun pendaftaran tanah secara sistematik terhadap pengukuran
bidang bidang tanahnya dengan cara menerbitkan Surat Ukur tidak ada istilah lagi

Gambar Situasi. Pengukuran bidang tanah baik sporadik maupun sistematik harus
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tetap memenuhi kaidah kaidah-kaidah teknik pengukuran dan pemetaan sehingga

bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batas-

batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan. Pada

pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik hanya ada satu istilah Sertipikat

tidak ada lagi istilah Sertipikat Sementara.

o

Kriteria daerah untuk pendaftaran tanah secara sistematik:

sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematik;
jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan
30% dari jumlah perkiraan jumlah bidang tanah yang ada;

merupakan daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya
tinggi;

merupakan daerah pertanian produktif;

tersedia titik kerangka dasar teknik nasional,

Pendaftaran tanah secara sistematik dibiayai dengan anggaran Pemerintah Pusat
atau Daerah, atau secara swadaya masyarakat dengan persetujuan Menteri.
Kepala Kantor Pertanahan dalam hal pendaftaran tanah secara sistematik
dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang
ditunjuk. Panitia Ajudikasi terdiri atas:

a. Ketua merangkap anggota dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional
yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah
atau hak-hak tanah dan pangkatnya tertinggi di antara para anggota.

b. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II masng-masing merangkap anggota
dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai
kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah dan hak-hak tanah.

c. Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang bersangkutan dan atau pamong desa
yang ditunjuk sebagai anggota.

d. Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah satu orang Tetua adat,
Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan yang mengetahui dengan benar
riwayat pemilikan / data yuridis bidang-bidang tanah di lokasi pendaftaran
tanah secara sistematik.

e. Panitia Ajudikasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satuan tugas

pengukuran dan pemetaan terdiri dari beberapa petugas ukur, satuan
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pengumpul data yuridis terdiri dari dua pegawai Badan Pertanahan
Nasional yang mempunyai  pengetahuan masing-masing di bidang
pendaftaran tanah dan hak-hak tanah.
Pendaftaran tanah untuk pertama kali baik secara sistematik maupun secara
sporadik akan meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b. pembuktian hak dan pembukuannya;

c. penerbitan sertipikat;

&

penyajian data fisik dan data yuridis;

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Objek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi:
a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak

guna bangunan dan hak pakai;

b. tanah hak pengelolaan;

c. tanah wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun;
e. hak tanggungan;

/. tanah Negara.

Bila tanah Negara sebagai objek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang
tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

Proses penerbitan sertipikat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:
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1.

SKEMA 5 : Penerbitan Sertipikat Menurut PP No. 24

Tahun 1997.
PEMASANGAN & PENGUKURAN PENETAPAN TANDA BATAS
TITIK KERANGKA DASAR TEKNIK BIDANG BIDANG TANAH
(1) (3)
A 4 A
PEMBUATAN PETA DASAR PENGUKURAN BIDANG
PENDAFTARAN TANAH (2) BIDANG TANAH (4)

\ 4 \ 4

PEMBUATAN PETA PENGUMPULAN DAN
PENDAFTARAN TANAH (5) PENELITIAN DATA
YURIDIS (6)
\ 4 \ 4
Y PENGUMUMAN DATA FISIK DAN
PEMBUATAN DAFTAR DATA YURIDIS DI KANTOR
TANAH DAN SURAT KEPALA DESA SELAMA 30 HARI
UKUR (7) /1 60 HARI (8)

\ 4
PENGESAHAN DATA FISIK &

DATA YURIDIS 9)
Y
PEMBUKUAN HAK PEMBUATAN
DALAM BUKU DAFTAR NAMA
TANAH (10) ™ (11)

Sumber: Badan Pertanahan Nasional

Penjelasan skema proses terbitnya sertipikat menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997:
Diawali dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa kegiatan untuk
memperoleh data mengenai letak, letak batas-batas bidang tanah, luas bidang
tanah, ada tidaknya bangunan di atasnya dan satuan rumah susun yang didaftar.
Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik, melalui pengukuran dan
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pemetaan yang meliputi kegiatan:

a) Pemasangan dan pengukuran titik kerangka dasar teknik = (1);

b) Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran = (2);

¢) Penetapan batas bidang-bidang tanah = (3);

d) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah ~ => (4);

e) Pembuatan Peta Pendaftaran = (5);

f) Pengumpulan dan penelitian data yuridis = (6)

g) Pembuatan Daftar Tanah dan Surat Ukur = (7);

h) Pengumuman data fisik dan data yuridis di Kantor Kepala Desa

selama 30 hari / 60 hari. = (8);

i)  Pengesahan data fisik dan yuridis. = (9);

j) Pembukuan hak dalam buku tanah. = (10); = SERTIPIKAT

k) Pembuatan Daftar Nama. = (11);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 35 Tahun 2016 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun
2017, mengatur masa pengumuman untuk pendaftaran tanah sistematis dipercepat
menjadi 14 hari kerja.

Pengukuran bidang tanah dalam pendaftaran tanah sistematik
dilaksanakan bersamaan dengan pembuatan Peta Dasar Pendaftaran. Pengukuran
bidang tanah secara sporadik di daerah yang tidak tersedia Peta Dasar
Pendaftaran namun terdapat titik dasar teknik nasional dengan jarak kurang dari 2
(dua) kilometer dari bidang tanah tersebut, diiikatkan ke titik dasar teknik
nasional tersebut, bila tidak tersedia atau jauh dari titik dasar teknik nasional
harus dibuat titik dasar teknik dasar teknik orde 4 lokal di sekitar bidang tanah
yang akan diukur sebanyak 2 (dua) titik atau lebih berfungsi sebagai titik ikat
pengukuran bidang tanah dalam sistim koordinat lokal.

Apabila dalam wilayah pendaftaran sporadik belum ada Peta Dasar
Pendaftaran, dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi
syarat pembuatan Peta Dasar Pendaftaran. Apabila peta lain itu tidak ada,
maka pembuatan Peta Dasar Pendaftaran dilakukan bersamaan dengan

pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.
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Penetapan batas bidang-bidang tanah =» (3) diusahakan berdasarkan kesepakatan
antara para pihak yang berkepentingan yaitu pemilik tanah dan pemilik tanah
yang berbatasan dan penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya
wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Persetujuan
penetapan batas di atas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh
yang memberikan persetujuan. Jika dalam penetapan batas tidak diperoleh kata
sepakat antara pihak-pihak yang berbatasan, maka pengukuran tersebut untuk
sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya
merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan, seperti tembok atau
tanda-tanda lain yang menunjukkan batas penguasaan tanah oleh yang
bersangkutan. Apabila ada tanda-tanda semacam ini, maka persetujuan dari
pemegang hak yang berbatasan tidak mutlak diperlukan. Pembuatan Gambar
Ukur hasil pengukuran sementara tersebut diberi catatan atau tanda bahwa batas
bidang tanah tersebut baru merupakan batas sementara dan dibuat Berita Acara.
Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan hasilnya
dipetakan pada Peta Dasar Pendaftaran. Selanjutnya dengan dipetakannya bidang-
bidang tanah pada Peta Dasar Pendaftaran ini maka Peta Dasar Pendaftaran ini
menjadi Peta Pendaftaran = (5). Tahap berikutnya dari Peta Pendaftaran
berdasarkan data masing-masing bidang tanah dibuat Daftar Tanah dan Surat
Ukur = (7).

2. Penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dilaksanakan melalui penelitian alat-
alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun
bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan,
dalam hal ini ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak
lain yang berkepentingan. Pengumpulan data yuridis ini diperlukan dalam rangka
pembuktian hak = (6) meliputi kegiatan:

- Pembuktian hak baru;
- Pembuktian hak lama;
Data yuridis berupa alat bukti tertulis untuk pembuktian hak baru berupa:
a) Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak
yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku, apabila hak tersebut

berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan dan asli dari akta
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Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memuat pemberian hak tersebut oleh
pemegang Hak Milik kepada penerima Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
di atas Hak Milik;

Penetapan pemberian Hak Pengelolaan untuk Hak  Pengelolaan;

Akta ikrar wakaf untuk tanah wakaf;

Akta pemisahan untuk Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;

Akta pemberian Hak Tanggungan untuk pemberian Hak Tanggungan.

Data yuridis untuk pembuktian hak lama berasal dari konversi, dibuktikan
dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, berupa bukti tertulis,
keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar
kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah sistematik
atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah sporadik,
diangggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak lain
yang membebaninya.”> Bukti tertulis untuk keperluan konversi hak lama ini
sama dengan bukti tertulis untuk pendaftaran tanah menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, hanya dalam hal bukti tertulis tidak
lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan dapat dilakukan
dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan.

Dalam hal tidak lagi tersedia secara lengkap pembuktian pemilikan,
pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik
bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-
turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan
Syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka
oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat
oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman, tidak
dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa / kelurahan
yang bersangkutan atau pihak lainnya.

Kebenaran alat-alat bukti di atas baik pendaftaran secara sistematik

%Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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maupun sporadik ditulis dalam suatu Daftar Isian.

Daftar Isian tersebut bersama-sama dengan peta bidang tanah yang bersangkutan
diumumkan di Kantor Kepala Desa / Kelurahan dan Kantor Panitia Ajudikasi
selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut untuk pendaftaran tanah secara
sistematik dan 60 (enam puluh) hari berturut-turut di Kantor Kepala Desa /
Kelurahan dan Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik >
(8). Bila dalam tenggang waktu pengumuman ada pihak yang mengajukan
keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang diumumkan, keberatan
tersebut diusahakan segera diselesaikan secara musyawarah-mufakat. Mufakat
yang terjadi dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa dan dilakukan
perubahan-perubahan pada peta bidang tanah dan atau Daftar Isian sesuai
mufakat tersebut. Bila gagal mencapai mufakat Ketua Panitia Ajudikasi atau
Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang
keberatan untuk mengajukan perselisihan tersebut ke Pengadilan. Bila tenggang
waktu pengumuman telah berakhir, data fisik dan data yuridis tersebut disahkan
dengan Berita Acara Pengesahan oleh Ketua Ajudikasi =» (9) untuk pendaftaran
tanah sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah
sporadik. Bagi data fisik atau data yuridis yang kurang lengkap atau masih ada
pihak yang keberatan, pengesahan dilakukan dengan catatan-catatan mengenai
hal tersebut. Berita Acara Pengesahan tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk
pembukuan hak atas tanah dalam Buku Tanah, pengakuan hak atas tanah atau

pemberian hak atas tanah = (10).

. Pembukuan hak di atas dilakukan berdasarkan alat bukti dan dan Berita Acara

Pengesahan dengan ketentuan sebagai berikut:

Apabila data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang
disengketakan, dilakukan pembukuan dalam Buku Tanah.

. Apabila data fisik atau data yuridisnya belum lengkap, dilakukan pembukuannya
dalam Buku Tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap.
Catatan ini hapus apabila telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang
diperlukan atau telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan (rechts verwerking);

Apabila data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan
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gugatan ke Pengadilan, pembukuannya di dalam Buku Tanah dengan catatan
mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan
diberitahukan oleh Ketua Ajudikasi untuk pendaftaran tanah sistematik atau
Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik guna
mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam
waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah sistematik dan 90 (sembilan
puluh) hari dalam pendaftaran tanah sporadik dihitung sejak disampaikannya
pemberitahuan tersebut. Catatan ini dihapus apabila telah diperoleh penyelesaian
secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau diperoleh putusan
Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan setelah memperoleh kekuatan
hukum tetap atau setelah jangka waktu gugatan 60 hari atau 90 hari sejak
pemberitahuan tertulis habis, tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut
ke Pengadilan;

. Apabila data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke
Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak
ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam Buku
Tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan hal-hal yang
disengketakan. Catatan ini dihapus apabila telah dicapai penyelesaian secara
damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau diperoleh putusan Pengadilan
mengenai sengketa yang bersangkutan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Apabila data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan
serta ada perintah dari Pengadilan untuk status quo atau putusan penyitaan dari
Pengadilan, dibukukan dalam Buku Tanah dengan mengosongkan nama
pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di
dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut. Penyelesaian pengisian
Buku Tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau perintah status quo
tersebut dilakukan apabila telah diperoleh penyelesaian secara damai antara
pihak-pihak yang bersengketa atau diperoleh putusan Pengadilan mengenai
sengketa yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan

pencabutan sita atau status quo dari Pengadilan.”

%Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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5. Setelah pembukuan hak dalam Buku Tanah selesai, dilakukan pembuatan daftar
nama = (11) dan pembuatan sertipikat. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tidak memerinci secara jelas bentuk sertipikat sebagaimana Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, hanya dijelaskan bahwa sertipikat diterbitkan
untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan
data yuridis yang telah didaftar dalam Buku Tanah. Bentuk sertipikat menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 hanya disyaratkan menyajikan data
yuridis dan data fisik yang telah didaftar dalam Buku Tanah, tidak ditetapkan
dengan bentuk tertentu. Namun demikian sampai saat ini bentuk sertipikat masih
seperti diatur Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Di masa mendatang
bentuk sertipikat harus sesederhana mungkin yang utama mencantumkan atau
memberikan informasi tentang kebenaran data fisik dan data yuridis terakhir
sesuai data yang tersimpan pada Buku Tanah di Kantor Pertanahan, sertipikat

mau dicetak rangkap berapapun tidak menjadi masalah.
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MODUL
7 TATA LAKSANA PENGUKURAN BIDANG TANAH

A. SYARAT DITERIMANYA PERMOHONAN PENGUKURAN LETAK
BATAS BIDANG TANAH.

Pengukuran letak batas bidang tanah untuk keperluan pendaftaran tanah
maupun untuk keperluan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mutlak bahwa
letak batas tersebut telah menjadi “batas pasti” (fixed boundary). Artinya batas
bidang tanah tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum letak
batas bidang tanah dibuktikan secara tertulis dengan Berita Acara Pemasangan Tanda
Batas yang ditanda tangani pemilik tanah, pemilik tanah berbatasan dan Kepala Desa,
Kepala Desa dalam hal ini menjamin kebenaran pemilik tanah yang berbatasan
utamanya untuk bidang tanah belum terdaftar. Bila diperlukan pengukuran untuk
pemasangan letak tanda batas hal ini bukan tugas petugas ukur Kantor Pertanahan,
karena penentuan letak batas dan pemasangan dilaksanakan sebelum permohonan
pengukuran diajukan ke Kantor Pertanahan. Pemasangan tanda batas bidang tanah
pada pendaftaran tanah sistimatis tetap dilakukan sebelum petugas ukur terjun ke
lapangan.

Pemasangan tanda batas pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, penentuan letak batas bidang tanah yang akan diperuntukkan
proyek harus melibatkan petugas proyek oleh karena itu Berita Acara Pemasangan
Tanda Batas (BAPTB) wajib ditanda tangani Pemimpin Proyek pengadaan tanah
tersebut. Berita Acara Pemasangan Tanda Batas dengan demikian merupakan alat
bukti tertulis yang mutlak harus dilampirkan pada waktu permohonan pengukuran
untuk kegiatan pendaftaran tanah sporadik maupun pengadaan tanah. Tanpa adanya
BAPTB maka permohonan ukur harus ditolak atau tidak didaftar dalam DI 302.
Pengukuran dalam rangka pengadaan tanahpun bila belum ada BAPTB yang lengkap
Kantor Pertanahan wajib menolak karena bila permohonan ukur diterima (masuk DI

302) maka tanggal DI 302 merupakan awal pengukuran atau waktu pelaksanaan
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pengukuran sudah mulai dihitung. Walaupun data yuridis lengkap tetapi tidak ada
BAPTB maka permohonan wajib ditolak.

Contoh Berita Acara Pemasangan Tanda Batas.
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BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA BATAS
(Pasal 18 ayat 4 PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 13 PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997)

Yang bertanda-tangan di bawah ini ;
Nama : Dyah Ayu Permatasari

Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 28 Juni 1996

Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JI. Veteran Gang Asparagus RT.18 RW.05 No. 2 Sei-Sipai Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Pemilik atas sebidang tanah bekas Milik Adat yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor 22 persil a7 klas D2 / luas 460

mQ, yang terletak di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta . dengan ini menerangkan bahwa :

| Tanda batas bidang tanah yang kami mohonkan sertipikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Sleman. telah benar-
benar dipasang sesuai dengan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 berupa tugu beton/pipa besi sebagaimana sketsa di bawah ini.

2. Pemasangan tanda batas tersebut, disaksikan dan disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan, dengan menanda tangani
Berita Acara Pemasangan Tanda Batas ini, serta disaksikan oleh Pamong Desa Banyuraden Kecamatan Gamping
Kabupaten/Kota Sleman.

3. Dengan dipasangnya tanda batas tersebut, yang disaksikan oleh Pamong Desa dan disetujui oleh pemilik tanah yang
berbatasan, bila ternyata ada perbedaan luas yang tertera dalam “C" Desa tersebut di atas. dengan luas hasil pengukuran
oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman maka kami tidak akan mempermasalahkan dan kami
menyetujui luas hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dimaksud.

v SKETSA LETAK DAN JENIS TANDA BATAS:

' Keterangan :

I Kotak Biru () Patok Beton
2. Lingkaran Merah (@) : Pipa Besi
3. Garis Tebal (wmmm ) : Batas Tanah

Jalan Desa

Muhammad
Mizhar
Jannata

Jalan Desa

Puskesmas

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat. dengan sungguh-sungguh dan apabila
ternyata pernyataan ini tidak benar, kami sanggup menerima sanksi sesuai peraturan
perundangan yang berlaku, termasuk pengembalian berkas permohonan sertipikat

kami.

Resky
Saputra

Jalan Dasa

Sleman, 28 September 2014

Kami yang menyatakan :

( Muhammad Mizhar Jannata )

Persetujuan pemilik tanah yang berbatasan :

Sebelah Utara : Eko Dedi Widiyanto (T—— )
Sebelah Timur Laut  : Hety Reana Wati (—— )
Sebelah Timur : Puskesmas QT ) (meterai)
Sebelah Tenggara  : Rizal Kurniawan (T )
Sebelah Selatan : Resky Saputra (T )
Sebelah Barat - Jalan Desa QT )
Menyaksikan dan membenarkan Pemilik tanah dan Pemilik Tanah yang berbatasan
KEPALA DESA BANYURADEN
KECAMATAN GAMPING
CAP
DESA Q— )
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B. PELAKSANAAN PENGUKURAN BATAS BIDANG TANAH

Bila alat bukti tertulis BAPTB sudah lengkap isinya dan alat bukti data
yuridis juga sudah lengkap, maka kepada pemohon diterbitkan Surat Perintah Setor
biaya pengukuran sekaligus dengan biaya pendaftaran, biaya tersebut dicatat pada DI
305.

Selanjutnya baru dicatat permohon ukur pada DI 302 dan permohonan
pendaftaran hak pada DI 301 dan kepada pemohon diberikan Surat Tanda Terima
Dokumen. Petugas Kantor Pertanahan atau petugas ukur yang akan ditunjuk harus
dapat membimbing pemohon pengukuran untuk dapat menunjukkan bidang tanahnya
pada Peta Pendaftaran. Petugas ukur harus mengetahui letak tepat bidang tanahnya
pada Peta Pendaftaran, hal ini untuk mengetahui apakah bidang tanah tersebut sudah
terdaftar atau bidang tanah yang tepat bersebelahan sudah terdaftar. Bila bidang tanah
yang bersebelahan sudah terdaftar maka petugas ukur harus mencari Gambar Ukur
yang menyajikan data ukuran bidang tanah tersebut, agar jangan sampai terdapat data
ukuran yang berbeda untuk batas bidang tanah yang sama letaknya. Bila letak bidang
tanah sudah ditemukan di peta pendaftaran maka Petugas ukur dan pemohon
menentukan jadwal pengukuran. Pemohon kembali dari Kantor Pertanahan sekaligus
dengan membawa Surat Pemberitahuan tanggal pelaksanaan pengukuran untuk
disampaikan kepada pemilik tanah yang berbatasan.

Pada tanggal yang sudah ditentukan Petugas ukur melaksanakan pengukuran
dengan membawa foto copy BAPTB, data ukuran letak batas bidang tanah dicatat di
lapangan pada Gambar Ukur data tersebut harus disimpan di Kantor Pertanahan
sepanjang masa selama bidang tanah tersebut masih ada, di kemudian hari data
tersebut harus dapat digunakan untuk rekonstruksi letak batas bidang tanah bila
hilang. Pemilik tanah dan pemilik tanah berbatasan yang hadir menyaksikan
pengukuran menandatangani Gambar Ukur dengan membuat pernyataan bahwa tanda
batas pada saat pengukuran atau penetapan batas tidak mengalami perubahan letak
sebagaimana Berita Acara Pemasangan Tanda Batas sebelumnya.

Bila ternyata pada saat Petugas ukur sudah berada di lokasi bidang tanah akan
mengukur dan melihat ternyata tidak ada sama sekali adanya bekas -bekas
pemasangan tanda batas atau sketsa letak dan bentuk tanda batas berbeda (misal batas

keliling tembok padahal dalam BAPTB hanya patok), maka dapat diduga BAPTB
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tersebut tidak benar. Petugas ukur harus segera mengambil sikap untuk mencoret
BAPTB tersebut dan menyatakan BAPTB tersebut batal demi hukum, kepada
pemohon diminta membuat BAPTB baru dengan tanggal baru. Petugas ukur atas
peristiwa ini harus membuat Berita Acara untuk menghentikan jalannya waktu
pelaksanaan pengukuran. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah diatur Pasal 24
sampai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pengukuran bidang tanah dilaksanakan dengan cara terrestrial,
fotogrametrik, atau metoda lainnya.

(2) Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan
pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran
dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan
dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi
batas-batasnya di lapangan.

Pasal 25

(1) Pengukuran bidang tanah pada prinsipnya dilaksanakan dalam sistem
koordinat nasional.

(2) Apabila pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mungkin dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional, maka pengukuran
tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sistem koordinat lokal.

Pasal 26

(1) Pengukuran bidang tanah di daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran
yang berupa peta foto dilaksanakan dengan cara identifikasi bidang tanah
yang batasnya telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Batas-batas bidang tanah yang diidentifikasi pada peta foto harus diukur di
lapangan.

(3) Apabila titik-titik batas tidak dapat diidentifikasi pada peta foto karena
tumbuhan atau halangan pandangan lain, maka dilakukan pengukuran dari titik-
titik batas yang berdekatan atau titik-titik lain yang dapat diidentifikasi pada
peta foto, sehingga titik batas yang tidak terlihat tersebut dapat ditandai di peta
foto dengan cara pemotongan kemuka.

(4) Peta foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk
memetakan letak batas bidang-bidang tanah dan mencatat data ukuran bidang-
bidang tanah.

Pasal 27

Untuk daerah yang tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta garis,
pengukuran bidang tanah diikatkan pada titik dasar teknik nasional dan/atau detail-
detail lainnya yang ada dan mudah diidentifikasi di lapangan dan di petanya.
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Pasal 28
Pengukuran bidang tanah dalam pendaftaran tanah secara sistematik yang
dilaksanakan bersamaan dengan pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan sesuai
ketentuan dalam Pasal 18.

Pasal 29

(1) Pengukuran bidang tanah secara sporadik di daerah yang tidak tersedia peta
dasar pendaftaran namun terdapat titik dasar teknik nasional dengan jarak
kurang dari 2 (dua) kilometer dari bidang tanah tersebut, diikatkan ke titik dasar
teknik nasional tersebut.

(2) Untuk pengukuran bidang tanah secara sporadik di daerah yang tidak
tersedia peta dasar pendaftaran dan titik dasar teknik nasional harus dibuat titik
dasar teknik orde 4 lokal di sekitar bidang tanah yang akan diukur sebanyak 2
(dua) buah atau lebih yang berfungsi sebagai titik ikat pengukuran bidang tanah
dalam sistem koordinat lokal.

(3) Pengukuran bidang tanah lainnya yang terletak dalam lembar peta pendaftaran
yang sama dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus diikatkan kepada titik dasar teknik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat

2).
Pasal 30
(1) Setiap pengukuran bidang tanah harus dibuatkan gambar ukurnya. (2)  Gambar
ukur dapat menggambarkan satu bidang tanah atau lebih.

(3) Gambar ukur dapat dibuat pada formulir daftar isian, peta foto/peta garis, blow-
up foto udara atau citra lainnya.

(4) Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur dan harus
dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang-bidang tanah yang
bersangkutan apabila diperlukan.

(5) Setiap gambar ukur dibuatkan nomor gambar ukurnya dengan nomor urut dalam
daftar isian 302.

(6) Bangunan yang terdapat pada suatu bidang tanah digambarkan pada gambar ukur.

(7) Dalam gambar ukur dicantumkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan
apabila diperlukan simbol-simbol kartografi.

Petugas ukur setelah selesai melaksanakan pengukuran, segera menyerahkan
Gambar Ukur yang menyajikan data ukuran letak bidang ke Kepala Sub Seksi
Pengukuran.  Sesuai kaidah dalam Ilmu Ukur Tanah Petugas ukur tidak
diperkenankan menghitung sendiri data hasil pengukuran yang dilakukannya.
Hitungan dan penggambaran harus dilaksanakan oleh orang lain, hal ini untuk
menghindari manipulasi data dan untuk membuktikan bahwa data ukuran tersebut
dapat dibaca oleh petugas ukur lain. Kepala Sub Seksi Pengukuran akan menugaskan
petugas lain untuk menghitung data ukuran dan menggambarkan bidang tanah

tersebut di Peta pendaftaran dan memberinya Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB).
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MoDuL TATA LAKSANA PENDAFTARAN TANAH
8 PERTAMA KALI SECARA SISTIMATIS

A. PENDAFTARAN HAK BERKAS LENGKAP

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran
tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan.”” Pendaftaran tanah sistematik diatur Pasal 13 sampai dengan
Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran sistematik dalam perkembangannya untuk percepatan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 . Peraturan
Menteri tersebut mengatur bahwa penetapan lokasi percepatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan di wilayah
kerjanya, demikian juga Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan
Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tidak perlu ditetapkan oleh
Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997. Semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 35 Tahun 2016 ini. Termasuk
PMNA/ Ka BPN No. 3 Tahun 1997. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini
diatur kembali dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017.

97 Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
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PASAL 3 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 12 tahun 2017 tentang
Percepatan PTSL menegaskan :

(1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia.

(2) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah
tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun
bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah,
tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah
Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform,
tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.

(3) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi baik
bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda
batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

(4) Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan:

a. perencanaan dan persiapan;

penetapan lokasi kegiatan PTSL;

pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;

penyuluhan;

pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;

pemeriksaan tanah;

pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian

hak;

penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan

penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Qe Ao o

o

Pendaftaran hak dibagi dalam dua kategori pembuktian hak baru dan
pembuktian hak lama. Pembuktian hak baru diatur Pasal 23 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 23
Untuk keperluan pendaftaran hak :
a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang ber-wenang
memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku
apabila pemberian hak ter-sebut berasal dari tanah Negara atau tanah
hak penge-lolaan;

2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh
pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila
mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak
pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
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e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak
tanggungan

Apabila terhadap kepemilikan bidang tanah belum terdaftar Kepala Kantor

Pertanahan menyatakan sebagai tanah adat, maka pendaftaran hak ini termasuk hak-

hak lama, maka hak atas tanah Hak Milik sebagaimana diatur dalam UUPA telah

lahir, melekat atau menyatu dengan kepemilikan tanahnya, sehingga sering juga

disebut tanah bekas milik adat. Hak tersebut perlu didaftar dalam Daftar Umum di

Kantor Pertanahan. Berkas alas hak yang dinyatakan lengkap diatur dalam Pasal

60 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 60

M

2

Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran
hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing
dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia
Ajudikasi dokumen- dokumen sebagai berikut:

n. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan
Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa
hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau

0. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan
Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai
tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau

p. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja
yang ber-sangkutan, atau

g. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1959, atau

r. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik
sebelum ataupun sejak  berlakunya UUPA, yang tidak disertai
kewajiban  untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi
semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau

s. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau

t. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda
kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan,
atau

u. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya
belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
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v. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak
mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan
disertai alas hak yang diwakafkan, atau

w. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang
tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

x. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang
diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau

y. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

z. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan
Konversi UUPA.

B. PENDAFTARAN HAK BERKAS TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK ADA

Alas hak yang dinyatakan tidak lengkap diatur Pasal 60 ayat (3) sampai

ayat (7) dan Pasal 61 dari PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

3)

Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagai-mana dimaksud pada ayat (2)
tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat
dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan
dan keterangan yang dapat dipercaya dari  sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang  tidak mempunyai hubungan
keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan
vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah
benar pemilik bidang tanah tersebut.

(4) Untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang bersangkutan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Ajudikasi dapat :

a. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar
bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian
atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;

b. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud
pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan
bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat
tinggal pada daerah tersebut.

c. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah
yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan
pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai
bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang mungkin dapat
digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas
bidang tanah tersebut;

(5) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh pemegang

(6)

hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi
dan diberikan tanda terima.

Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang
menyerahkan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung
jawab secara hukum pidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis
yang diserahkan dan Panitia Ajudikasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan
mengamankan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang
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tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor
Pertanahan.

@) Apabila pemegang hak berhalangan, penyerahan bukti tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kuasanya dengan menyerahkan surat
kuasa yang sah.

Pasal 61
(1) Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan

alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan
secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau
lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-
pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk
pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan.

(2) Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada

3)

“

®)

ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak

yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data

Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan

dilengkapi:

a. keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya
dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau
penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah
yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang
bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun
horizontal.

b. kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang
dituangkan dalam daftar isian 201;

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi :

d. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak
yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain
secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;

e. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;
f. bahwa apabila penandatangan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia

dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan
keterangan palsu.

Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3),
untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di
atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga,
yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut.

Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam
lampiran 11.

Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
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Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengatur tentang bukti kepemilikan tidak
lengkap atau tidak ada sama sekali sebagai berikut:
Pasal 19

(1) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada
sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan
tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang
bersangkutan.

(2) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan
secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah
secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara
tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pernyataan
pemohon/peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan:

a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak
dalam keadaan sengketa; dan
b. tidak termasuk atau bukan merupakan:
1. aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
2. Kawasan Hutan.

a. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan
ketentuan: a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari
lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam
kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai
bidang tanah tersebut; dan

b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar benarnya dan dapat
dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan
apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam
pernyataannya, bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi
PTSL.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:

a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat
yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal,
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik
dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan

b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar benarnya dan dapat
dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di
kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya, bukan
merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.
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C. LEMBAGA PENGUMUMAN

Informasi dari berkas lengkap, tidak lengkap atau tidak ada tersebut
dituangkan di dalam Risalah Peneltian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar
Isian 201) hal ini diatur Pasal 62 PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 dan atau 61 dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan
Batas (daftar isian 201) yang juga memuat penetapan batas-batas bidang tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

(2) Dalam menuangkan hasil pengumpulan data yuridis di dalam Risalah Penelitian Data
Yuridis dan Penetapan Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang tanah
yang oleh masyarakat setempat dikenal ada pemegang haknya akan tetapi Panitia
Ajudikasi tidak berhasil menghubunginya dicatat sebagai tanah yang tidak
dikenal pemegang haknya dengan mengosongkan kolom nama pemegang

Selanjutnya data fisik berupa peta bidang -bidang tanah ( lihat Pasal 31
sampai dengan Pasal 45 PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997) dan data yuridis berkas
lengkap, tidak lengkap atau tidak ada dilanjutkan ke lembaga pengumuman diatur
Pasal 63 dan Pasal 64 PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam Risalah Penelitian

Data Yuridis dan Penetapan Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang mengenai

bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 jo. Pasal 31 dimasukkan di dalam Daftar Data Yuridis dan

Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

2) Untuk memberi kesempatan bagi yang ber-kepentingan mengajukan
keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh
Panitia Ajudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang
Tanah  (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta
bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama
30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/
Kelurahan.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 yang dirubah dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2017 masa pengumuman 30 (tigapuluh) hari ini dipercepat menjadi 14

(empat belas) hari kerja. Selanjutnya dirubah lagi dengan Pasal 21 ayat (1)
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Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 12 Tahun 2017 menjadi 14 (empat belas) hari kalender.

e

2

3)

4)

Pasal 64

Setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berakhir,
maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Panitia ajudikasi dengan
Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202).

Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada
keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan
catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum
diselesaikan.

Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan
dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12.

Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309

D. PENEGASAN KONVERSI DAN PENGAKUAN HAK.

Bila dalam masa pengumuman tidak ada yang keberatan maka langsung

dilaksanakan penegasan konversi dan pengakuan hak sebagaimana diatur Pasal 65

PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

M

Pasal 65

Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

hak atas bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan yang alat bukti tertulisnya tidak
lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) oleh Ketua Panitia

Ajudikasi ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik atas nama
pemegang hak yang terakhir dengan memberi catatan pada daftar isian
201 sebagai berikut :

"Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara
Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis tanggal .................... , hak atas
tanah ini ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik dengan
pemegang hak
. tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke
pengadilan/
sedang diproses di pengadilan dengan/ tanpa sita jaminan)*)

KETUA PANITIA AJUDIKASI

*) Coret yang tidak perlu.
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b.  hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah
dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun sebagaimana

dimaksud Pasal 61 oleh Ketua Panitia Ajudikasi diakui sebagai Hak
Milik dengan memberi catatan pada daftar isian 201 sebagai berikut :

"Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara
Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis tanggal .................... , hak atas
tanah ini diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang hak ..
tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadllan/sedang dlproses di
pengadilan dengan/tanpa sita jaminan)*)

KETUA PANITIA AJUDIKASI

*) Coret yang tidak
perlu.

(2)  Untuk pengakuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak diperlukan
penerbitan surat keputusan pengakuan hak.

E. PENDAFTARAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

Apabila tanah kepemilikan tanah belum terdaftar dianggap bukan tanah adat,
maka terhadap kepemilikan itu belum dilekati hak atas tanah atau sering disebut
sebagai tanah negara. Pendaftaran pemberian hak atas tanah-tanah negara diatur
Pasal 66 PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 66

(1)  Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Ketua Panitia Ajudikasi
mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat pemberian
hak atas tanah-tanah Negara termasuk tanah Negara yang menjadi objek landreform
dengan menggunakan daftar isian 310 dengan dilampiri daftar isian 201, 201B dan
201C.

(2)  Dalam pendaftaran tanah secara sistematik Kepala Kantor Pertanahan diberi
wewenang untuk menetapkan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam penyelesaian pemberian hak atas tanah Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan ulang oleh Panitia Pemeriksa Tanah A.

(4)  Penetapan pemberian hak dikeluarkan secara kolektif dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usul pemberian hak
tersebut dari Ketua Panitia Ajudikasi.

(5) Penetapan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh
Kepala Kantor Pertanahan dengan cara memberikan catatan pada halaman
terakhir ~ Daftar Usulan Pemberian Hak atas tanah Negara oleh Ketua Panitia
Ajudikasi (daftar isian 310) sebagai berikut :
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“Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 1 Oktober 1997 Pasal 66 ayat (2) dan

memperhatikan daftar isian 310 nomor ........... tanggal ......................, dengan ini

saya selaku Kepala Kantor Pertanahan

Kotamadya/Kabupaten ... .. reeeeeenennen, Mmemutuskan:

1.  Memberikan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dengan jangka
waktu ........ tahun *) kepada sdr .......................... dkk atas bidang-

bidang tanah yang mempunyai NIB sebagaimana yang tercantum pada
daftar isian 310 nomor
...... tanggal ............................ nomor urut ............

2. Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai *) sebagaimana dimaksud pada
angka 1 berlaku sejak hak tersebut didaftar pada buku tanah.

3.  Masing masing penerima hak diwajibkan membayar biaya administrasi dan
biaya pelaksanaan Landrefom sebesar Rp ...............

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

*) Coret yang tidak perlu

(6)  Setelah penetapan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan, daftar isian 310 yang di halaman
terakhir memuat keputusan pemberian hak tersebut, diserahkan kembali kepada
Ketua Panitia Ajudikasi untuk dijadikan dasar pendaftaran hak atas tanah tersebut.

F. PEMBUKUAN HAK DAN PENERBITAN SERTIPIKAT

Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, penegasan konversi dan pengakuan hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dan penetapan pemberian hak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, hak-hak atas tanah, hak pengelolaan
dan tanah wakaf yang bersangkutan dibukukan dalam buku tanah (Pasal 67

PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997) dan diterbitkan sertipikat. Pembuatan buku
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tanah dan penerbitan sertipikat tersebut di atur Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70
PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Hak-hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang data fisik dan atau data
yuridisnya tidak lengkap atau masih disengketakan dibukukan dengan catatan
dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau disengketakan sesuai
ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, ¢, d dan e Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun
1997.

(2) Dalam pembukuan hak pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan hak
tersebut, termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam
penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai dan pembatasan penggunaan
tanah hak dalam kawasan lindung, juga dicatat.

3) Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama

Kepala Kantor Pertanahan.

(4) Bentuk, isi dan cara pengisian buku tanah diatur dalam BAB V peraturan ini.

Penerbitan Sertipikat

Pasal 69

(1)  Untuk hak-hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar
dalam buku tanah dan memenubhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya
menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
diterbitkan sertipikat.

(2) Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat meliputi juga pambatasan-
pembatasan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).

(3) Dokumen alat bukti hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) yang
menjadi dasar pembukuan di coret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan
tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan
yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan hak,
sebelum disimpan sebagai warkah .

Pasal 70

) Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama
Kepala Kantor Pertanahan.

(2) Bentuk, isi dan cara pengisian sertipikat diatur dalam BAB V peraturan ini.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

mengatur pengumuman dan pembukuan hak sebagai berikut:

Pasal 21
(1) Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah maka
dilaksanakan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang dipublikasikan di
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)

G)

4

Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat dan apabila ada
di Kantor Pembantu (basecamp) Panitia Ajudikasi PTSL, selama 14 (empat
belas) hari kalender. -

Asas publisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkuat dengan
memasang tanda atau papan yang bertuliskan: “Bidang Tanah atas
Nama: .....cccoeveenenne Ini Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Bagi Pihak yang Berkeberatan Agar Menyampaikannya Kepada Panitia Ajudikasi
PTSL Setempat”, pada lokasi PTSL oleh masing-masing pemilik tanah peserta
ajudikasi PTSL.

Kebenaran materiil Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon/pemilik/peserta ajudikasi
PTSL.

Bentuk dan isi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1)

)

3)

(4)

)

Dalam hal terdapat pihak yang keberatan atas Pengumuman Data Fisik dan Data
Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat mengajukan keberatan
kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari kalender terhitung sejak diumumkannya Data Fisik dan Data Yuridis.

Dalam hal keberatan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL melakukan verifikasi dan perbaikan Data
Fisik dan Data Yuridis.

Verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengajuan
keberatan atas pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis. -

Dalam hal terjadi perbedaan antara pengumuman dengan hasil verifikasi,
dilakukan perbaikan dalam bentuk berita acara perbaikan Data Fisik dan Data
Yuridis.

Dalam hal keberatan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditolak, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL membuat berita acara penolakan.

Pasal 23

(1

)

3)
4

Hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau
Verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menjadi
dasar pembukuan hak dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah.

Dalam hal masih terdapat pihak yang keberatan terhadap pengumuman setelah
waktu pengajuan keberatan, atau terdapat pihak yang tidak menerima hasil
verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), maka
yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara setempat.

Bukti telah diterimanya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Panitia Ajudikasi PTSL.

Dalam hal terdapat gugatan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) maka:
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a. Ketua Panitia Ajudikasi PTSL melaksanakan pembukuan hak dengan
memberikan catatan tentang adanya atau sedang dilaksanakannya proses
peradilan atas gugatan atau sengketa dimaksud; dan

b. Kepala Kantor Pertanahan menunda penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah
yang digugat tersebut, sampai adanya putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

mengatur Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah sebagai berikut:

Pasal 24

(1)

2

)
(4)

©)

(6)

(7)

(8)

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menetapkan Keputusan Penetapan Hak
atau Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak.

Untuk penerbitan Keputusan Pemberian Hak, peserta PTSL harus melampirkan
bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak
Penghasilan (PPh) pada saat pendaftaran hak.

Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang
bersangkutan harus membuat surat penyataan BPHTB terhutang.

Dalam hal bidang tanah berasal dari hasil jual beli di masa lampau di mana
pembeli sekarang tidak mempunyai bukti pembayaran PPh dari pihak penjual di
masa lalu, maka yang bersangkutan harus membuat surat keterangan PPh
terhutang.

Materi muatan surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) dimuat dalam Keputusan Pemberian Hak atas Tanah
dan selanjutnya dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat sebagai BPHTB
terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan atau PPh terhutang oleh penjual
tanah yang bersangkutan.

Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan daftar BPHTB terhutang
dan/atau PPh terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara periodik
kepada Bupati/Walikota setempat.

Peralihan hak atau perubahan atas Buku Tanah dan Sertipikat Hak atas Tanah
hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa
BPHTB terhutang dan/atau PPh terhutang tersebut sudah dilunasi oleh masing-
masing wajib pajak.

Surat Pernyataan BPHTB Terhutang dan Surat Keterangan PPh terhutang dibuat
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran
VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

mengatur Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai berikut:
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Pasal 25

(1)

2)

3)

(4)

)

Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses
Pendaftaran Tanahnya, dibukukan dalam daftar umum Pendaftaran Tanah dan
daftar lainnya, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL.
Penyelesaian proses Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas 4 (empat) kategori, meliputi:

a. Kategori 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya
memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah;

b. Kategori 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya
memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun
terdapat perkara di Pengadilan;

c. Kategori 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak
dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah, karena subyek
haknya wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan

d. Kategori 4, yaitu bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar
dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, sehingga tidak menjadi obyek
PTSL secara langsung namun wajib dilakukan pengintegrasian peta-peta
bidang tanahnya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dalam hal penyelesaian proses Pendaftaran Tanah merupakan Kategori 2 atau
Kategori 3 maka data pendaftaran tanah harus selalu dilakukan penyesuaian atas
penggunaan dan pemanfaatan tanah yang ada.

Dalam hal obyek PTSL merupakan Kategori 4 maka menjadi kewajiban bagi
Panitia Ajudikasi PTSL untuk melakukan pengintegrasian peta bidang tanah
Kategori 4 ke dalam Peta PTSL.

Penandatanganan Sertipikat Hak atas Tanah hasil pelaksanaan program Ajudikasi
PTSL dapat dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas
nama Kepala Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

mengatur peserta PTSL sebagai berikut:

Pasal 26

(1

Bidang tanah yang dapat diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya (Kategori 1)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:

a. perorangan Warga Negara Indonesia;

b. masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan
Sederhana;

c. badan hukum keagamaan dan badan hukum sosial yang sesuai antara
peruntukan dan penggunaan tanahnya;

d. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan PNS, Tentara Nasional Indonesia
(TNI), Purnawirawan TNI, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI),
Purnawirawan POLRI, dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan
PNS/Purnawirawan TNI/ Purnawirawan POLRI;
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e. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya dan tidak bersifat profit;

f.  Nadzir; atau

g. Masyarakat Hukum Adat.

(2) Penerima sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi
persyaratan, antara lain:

a. identitas subyek peserta PTSL, berupa: 1. Kartu Tanda Penduduk atau
keterangan identitas lainnya bagi perorangan Warga Negara Indonesia; 2.
Akta Pendirian dan pengesahan Badan Hukum bagi Badan Hukum Sosial
keagamaan; 3. peraturan perundangan tentang pembentukan Instansi
Pemerintah/Pemerintah Daerah bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah
Daerah; atau 4. Kartu Tanda Penduduk atau keterangan identitas lainnya
dilengkapi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti akta Ikrar Wakaf, bagi
Nazir; dan

b. tanah dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh pemiliknya, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal pelaksanaan program PTSL dibiayai oleh anggaran khusus PTSL
melalui APBN/APBD dan/atau anggaran lain yang sah menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan penerbitan sertipikat Hak atas Tanah peserta
program kegiatan PTSL diberikan kepada setiap pemegang hak atau pihak yang
berhak yang berada dalam lokasi Ajudikasi PTSL tanpa kecuali.

(4) Dalam hal tanah yang diajukan merupakan harta bersama yang belum
dibagi/dipisahkan dan dimohon oleh salah satu pihak baik dalam masa
perkawinan maupun perceraian maka tetap diterbitkan atas nama suami istri.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku mutatis mutandis
terhadap harta atau boedel waris yang belum terbagi.

(6) Dalam hal penerima Sertipikat Hak atas Tanah tidak atau belum mampu
membayar BPHTB dan/atau masih adanya tunggakan pembayaran PPh oleh
pihak lain atas tanah yang bersangkutan maka penerbitan Sertipikat Hak atas
Tanah tetap dilaksanakan dengan syarat:

a. penerima hak menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang asli; dan

b. penerima hak membuat Surat Pernyataan BPHTB Terhutang dan/atau Surat
Keterangan PPh terhutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)
dan ayat (4), yang menjadi warkah Hak atas Tanah yang bersangkutan, dan
dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak atas Tanahnya.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

mengatur bidang tanah terdapat perkara di Pengadilan sebagai berikut:

Pasal 27
(1) Dalam hal bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat
namun terdapat perkara di Pengadilan (Kategori 2) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf b maka dilakukan:
a. pembukuan hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya; dan
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b. penerbitan sertipikat Hak atas Tanah setelah adanya putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap, dan amar putusannya menyatakan salah satu
pihak sebagai pihak yang berhak.

(2) Dalam hal putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan setelah tahun anggaran kegiatan PTSL
berakhir, maka Kepala Kantor Pertanahan yang menandatangani dan menerbitkan
Sertipikat Hak atas Tanah.

(3) Penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa
mengganti buku tanah yang telah ditandatangani Panitia Ajudikasi PTSL.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
mengatur bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan
diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah, karena subyek haknya wajib terlebih dahulu
memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini (Kategori

3) sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan
diterbitkan sertipikat (Kategori 3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
huruf ¢, dalam hal:

a. subyek merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan
Hukum Swasta, subyek tidak diketahui, subyek tidak bersedia mengikuti
program PTSL;

b. obyek merupakan tanah P3MB, Prk 5, Rumah Golongan III, Obyek
Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah Absentee;

c. subyek tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang
tanah, bagi obyek PTSL yang merupakan tanah bekas milik adat;

d. dokumen obyek yang membuktikan kepemilikan atas tanah tidak lengkap;
dan/atau e. pihak yang berhak atau pemilik bidang tanah perorangan, dalam
hal luas tanahnya:

1. untuk tanah perkotaan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) di
Pulau Jawa dan Bali, atau lebih dari 1 (satu) hektar di luar Pulau Jawa
dan Bali; dan

2. untuk tanah perdesaan atau pertanian, lebih dari 2 Ha (dua hektar) di
Pulau Jawa dan Bali, atau lebih dari 5 Ha (lima hektar) di luar Pulau
Jawa dan Bali.

(2) Bidang tanah yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas
Tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar tanah dan
daftar isian pendaftaran tanah lainnya.

(3) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibukukan
dalam Buku Tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya kepada pihak
yang berhak setelah:
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a. selesainya pelaksanaan program PTSL di lokasi Ajudikasi PTSL yang
bersangkutan;

b. dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. dimohon oleh pihak yang berhak dengan pembiayaan sendiri melalui
mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penandatanganan atau penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

mengatur dalam hal terjadi kesalahan administratif dalam penerbitan sertipikat

sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Dalam hal terdapat kesalahan administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak atas
Tanah maka dilakukan perbaikan berdasarkan Berita Acara Perbaikan Kesalahan
Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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MoDUL TATA LAKSANA PENDAFTARAN TANAH
9 PERTAMA KALI SECARA SPORADIS

A. PENDAFTARAN HAK BERKAS LENGKAP

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pen-daftaran tanah
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau
massal.”® Kegiatan pendaftaran tanah sporadik dilakukan atas permohonan yang
bersangkutan (Pasal 73 ayat (1) PMNA/ Ka. BPN No. 3 Tahun 1997), artinya
Kantor Pertanahan bersifat menunggu. Permohonan tersebut diatur Pasal 73 ayat (2)
PMNA/ Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang

bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran
13.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:
a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;

b. mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,

c. mendaftar hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan
Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997.

Permohonan Pendaftaran hak lama (Pasal 73 ayat (2) huruf ¢ PMNA/ Ka.
BPN No. 3 Tahun 1997 ) sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, berkas dinyatakan lengkap harus melampirkan alas hak
sebagaimana diatur Pasal 76 PMNA/ Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:
Pasal 76

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf ¢ harus disertai
dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997, yaitu :

% Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
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a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan
Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa
hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau

b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan
Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai
tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau

c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja
yang bersangkutan, atau

d. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1959, atau

e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik
sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk
mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban
yang disebut di dalamnya, atau

f.  petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau

g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda
kesaksian oleh  Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang  dibuat
sebelum berlakunya Peraturan Peme-rintah ini dengan disertai alas hak yang
dialihkan, atau

h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya
belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak
mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan
disertai alas hak yang diwakafkan, atau

j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang
tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau

l.  surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan
Konversi UUPA.

Berkas permohonan dinyatakan lengkap pendaftaran hak sporadik ini sama
dengan berkas lengkap pendaftaran sistematis sebagaimana diatur Pasal 60 ayat
(2) PMNA/ Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Bila hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pendaftaran Hak Atas
Tanah berkas bukti hak-hak lama sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) di atas
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dinyatakan lengkap, langsung disiapkan pengumuman dengan mengisi daftar isian

201, 201B, dan 201C.”

B. PENDAFTARAN HAK BERKAS TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK ADA

Terhadap permohonan yang berkasnya tidak lengkap atau tidak ada diatur

Pasal 82 ayat (3) (4) (5) dan (6) Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 PMNA/ Ka. BPN
No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 82

3)

“

Dalam hal dari penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tersebut sudah lengkap, maka Kepala Seksi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan menyiapkan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 dengan pengisian daftar isian 201, 201B, dan 201C.

Dalam hal dari penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tidak lengkap, atau dalam hal bukti hak yang
dapat diajukan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3),
maka penelitian data yuridis bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh Panitia A
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 1992!'%, yang hasilnya dituangkan dalam daftar isian 201.

(5) Untuk keperluan penelitian data yuridis tersebut Kepala Seksi Pengukuran dan

Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian 201 yang
sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A.

(6)  Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan
daftar isian 201 yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran
Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis.

Pasal 83

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai

berikut:

a. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti
tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;

b. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti
yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;

c. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;

d. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang
bersangkutan;

e. mengisi daftar isian 201.

9 Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
100 Sekarang Panitia A diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun

2007
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Pasal 84

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

a. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang
tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan
mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;

b. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf
a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut
dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.

c. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah
yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain
dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan
tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk
untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.

Pasal 85

Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan
atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah
Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201).

C. LEMBAGA PENGUMUMAN

Hasil penelitian data yuridis dan data fisik selanjutnya untuk memenuhi asas
publisitas diumumkan kepada masyarakat, diatur Pasal 86 dan 87 PMNA/ Ka. BPN
No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 86

(1) Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah
Penelitian Data Yuridis dan Penctapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik
Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

(2) Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data
fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya,
maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah  (daftar isian 201C)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan
diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan
Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.

(3) Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul
Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data
fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan
melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya
pemohon.

Pasal 87
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(1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir,
maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202).

(2) Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan
yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan
mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.

(3) Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan
dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12.

(4) Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.

D. PENEGASAN KONVERSI, PENGAKUAN HAK DAN PENERBITAN
SERTIPIKAT

Bila dalam masa pengumuman tidak ada yang keberatan maka langsung
dilaksanakan penegasan konversi, pengakuan hak dan penerbitan sertipikat
sebagaimana diatur Pasal 88, Pasal 89 , Pasal 90 , Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93
PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 88
(1) Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. hak atas bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1) dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi
ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (2) dan tanahnya dikuasai pemohon atau orang lain
berdasarkan persetujuan pemohon, oleh Kepala Kantor Pertanahan ditegaskan
konversinya menjadi Hak Milik atas nama pemegang hak terakhir dengan memberi

catatan pada daftar isian 201 sebagai berikut:

"Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan
Data Fisik dan Data Yuridis tanggal .................... , hak atas tanah ini  ditegaskan
konversinya menjadi Hak Milik dengan pemegang hak

. tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan/
sedang dlproses di pengadilan dengan/ tanpa sita jaminan)*)

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA ......

*) coret yang tidak perlu
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b. hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan
penguasaan fisiknya selama 20 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3)
oleh Kepala Kantor Pertanahan diakui sebagai Hak Milik dengan memberi catatan pada
daftar isian 201 sebagai berikut:

"Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data
Fisik dan Data Yuridis tanggal .................... , hak atas tanah ini diakui sebagai Hak Milik
dengan pemegang hak ..................... tanpa catatan/dengan catatan ada keberatan (tidak ke
pengadilan/sedang diproses di pengadilan dengan/tanpa sita jaminan)*)

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA .......ccceovinin.

( )

Untuk pengakuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak diperlukan penerbitan
surat keputusan pengakuan hak.

Pasal 89

Berdasarkan alat bukti hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, penegasan konversi dan pengakuan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88,
hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang
bersangkutan dibukukan dalam buku tanah.

Pasal 90

(1)  Hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan atau tanah wakaf
yang data fisik dan atau data yuridisnya tidak lengkap atau masih disengketakan dibukukan
dengan catatan dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau disengketakan
sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b, ¢, d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

(2) Dalam pembukuan hak pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan hak tersebut,
termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah
menyangkut garis sempadan pantai dan pembatasan penggunaan tanah hak dalam kawasan
lindung, juga dicatat.

(3) Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa
dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan
pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan
kewenangan menandatangani buku tanah tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah.

(4) Bentuk, isi dan cara pengisian buku tanah diatur dalam BAB V peraturan ini.
Pasal 91

(1)  Untuk hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah
wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda
bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
diterbitkan sertipikat.

(2) Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat meliputi juga pambatasan-pembatasan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2).

(3) Dokumen alat bukti hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang menjadi dasar
pembukuan di coret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda

yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah
dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai warkah .

Pasal 92

(1) Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan
bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani
permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat

melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran
dan Pendaftaran Tanah.

(2) Bentuk, isi dan cara pengisian sertipikat diatur dalam BAB V peraturan ini.
Pasal 93

Sertipikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, atau, dalam hal tanah wakaf, kepada
Nadzirnya.
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MODUL | PANITIA PEMERIKSA TANAH A UNTUK PENGAKUAN
10 HAKDAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH

A. PANITIA PEMERIKSA TANAH “A”

Panitia A bertugas melanjutkan penelitian data yuridis dan data fisik untuk
permohonan pendaftaran tanah sporadis tanah adat yang berkasnya tidak lengkap.
Panitia A juga bertugas untuk melakukan penelitian data yuridis dan data fisik untuk
permohonan hak atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak
Pengelolaan atas kepemilikan /penguasaan seseorang atau badan hukum atas tanah
negara. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Panitia Pemeriksa Tanah.

Panitia Pemeriksaan Tanah A yang selanjutnya disebut ‘“Panitia A” adalah
panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik
maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian
permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah
Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah. (Pasal 1 angka 1)

Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A bertugas untuk
memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka
pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak
Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah, sedangkan mengenai
kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/
pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon. (Pasal 2 ayat (1)
dan ayat (2)

Susunan keanggotaan Panitia A terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Wakil
Ketua merangkap Anggota, Anggota, dan Sekretaris bukan Anggota. Penunjukkan
pejabat dan/atau staf sebagai Panitia A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan. Penunjukan Kepala Kantor Pertanahan atas pejabat dan/atau staf
didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, keahlian, pengalaman dan/atau kemampuan
dari yang bersangkutan. Ketua Panitia A menunjuk sebanyak 3(tiga) orang anggota
yang bertugas ke lapangan sedangkan anggota yang lainnya bertugas di kantor.
Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota Panitia A

ikut serta secara langsung ke lapangan. (Pasal 3)
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Panitia A dapat dibentuk lebih dari 1(satu) panitia, sesuai dengan kebutuhan dan
keberadaan pejabat/staf masing-masing Kantor Pertanahan. Kepala Kantor
Pertanahan  bila diperlukan karena kebutuhan pelayanan,  dapat mengusulkan
kepada Kepala Kantor Wilayah untuk meminta tenaga dari Kantor Pertanahan yang
lain atau staf Kantor Wilayah dalam 1 (satu) wilayah provinsi, demikian juga Kepala
Kantor Wilayah dapat memohon tenaga kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan pembentukan Panitia A pada
Kantor Pertanahan. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
dalam rangka pengadaan tenaga dapat menugaskan staf dari Kantor Wilayah lain
untuk ditugaskan pada provinsi yang membutuhkan.(Pasal 4) Panitia A dibentuk dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. (Pasal 5).

Panitia A bertugas:

a. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan
pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara,
Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;

b. mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah
dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta
kepentingan lainnya;

c. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon
mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang
tanah yang dimohon;

d. mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang
berbatasan;

e. meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah setempat;

f.  membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan,;

g. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan
lapang termasuk data pendukung lainnya; dan h. memberikan pendapat dan
pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah
Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia

A. (Pasal 6 ayat (1).
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Dalam hal terdapat anggota yang tidak bersedia menandatangani Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah A , Panitia A membuat catatan pada Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah A mengenai penolakan/keberatan dimaksud. Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah A yang tidak ditandatangani oleh salah satu anggota tidak mengurangi
keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A. (Pasal 6 ayat (2)

Terhitung sejak ditandatanganinya Surat Tugas Panitia A harus menyelesaikan
tugasnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Mengingat kondisi geografis daerah atau
adanya kondisi memaksa (force majeure) maka jangka waktu penyelesaian tugas

Panitia A dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. (Pasal 7)

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A menjelaskan :
uraian atas hak yang akan ditetapkan;

a.
b. wuraian atas data pendukung berkas permohonan;

c. dasar hukum atas penetapan hak;
d. uraian dan telaahan atas subyek hak;
uraian dan telaahan atas obyek hak;
f. analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan; dan

g.  kesimpulan.

B. BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN DAN
RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A “

B.1. Bentuk dan isi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan :

Lampiran I : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

Tanggal : 11 Juli 2007

Nomor : 7 Tahun 2007

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN OLEH
ANGGOTA PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A”
Pada hari ......... , tanggal.......... bulan ........ tahun ......... (coerrreenaens ) kami yang
bertanda tangan di bawah ini adalah Anggota panitia Pemeriksaan Tanah A yang
bertugas ke lapangan :

I. Nama: .......cc........ NIP : .o Jabatan : .................
2. Nama: .................. NIP @i, Jabatan : .................
3. Nama: .ooooeeeeeennn. NIP @i, Jabatan : ..................
Dengan ini kami telah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan
Sdr/i. ...l , atas bidang tanah seluas ............... terletak di JI. ........ , RT/RW ........



Desa/Kel. ....... , Kecamatan ...... , Kabupaten/Kota ...., Provinsi ......... , dengan hasil
sebagai berikut :
1. Penguasaan, Penggunaan dan Keadaan Tanah :

a. Dikuasai/dimiliki oleh ................... berdasarkan ....................
b. Penggunaan Tanah (uraikan dan pedomani Rencana Umum Tata Ruang
Wilayah setempat)

c. Keadaan Tanah (uraikan keadaan fisik tanah di lapangan misalnya Sawabh,
Ladang, Kuburan, Kebon, Kolam Ikan, Perumahan, Industri, Dikelola
Pengembang, Lapangan Umum, Penggebalaan Ternak, dll).

2. Batas-batas bidang tanah yang dimohon (uraikan nama pemilik yang
berbatasan dan tandatanda batas misalnya berupa pagar tembok atau
patok-patok).
3. Uraikan jika ada keberatan para pihak pada saat pemeriksaan lapangan.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A

I.Nama .......cccoveevveenenn. O )
NIP.

2. Nama ......cccceveeevveenenn. O )
NIP.

3. Nama ....ccceveeeeveeennnne (coreerreeeree e, )
NIP.

B.2. Bentuk Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A

Lampiran II : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Panitia
Pemeriksaan Tanah.

Tanggal : 11 Juli 2007

Nomor : 7 Tahun 2007

RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A”
NOMOR :

Pada hari ini .......... , tanggal .......... bulan............... tahun.................. (ceervens ),
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Lo : Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi/Staf
12110 RSP SURPPR
....................................................................................................... sebagai Ketua
merangkap Anggota.

2 s : Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi/Staf
1521 () SRR

Ketua merangkap Anggota.
3 : Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi/Staf
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S TH IO oo

sebagai Anggota.
Ae o : Kepala Desa/Lurah setempat atau perangkat
Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan
sebagai Anggota.
S : Kepala Sub Seksi/Staf Senior.........cccoeoveeiennen. sebaga

Sekretaris bukan Anggota

Secara bersama-sama merupakan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007,
berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kebupaten/Kota ............

tanggal ............ Nomor ......... , dan 3 (tiga) orang Anggota telah datang di lokasi tanah
yang dimohon terletak di Desa/Kelurahan ........ untuk mengadakan pemeriksaan atas
permohonan hak ................ atas nama .......................

I. URATIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN

1) Jenis Hak

2) Jangka Waktu :

3) Subyek hak

4) Luas :

5) Peta Bidang Tanah/ Surat Ukur : tanggal ...... Nomor ......... NIB .........c...
6) Letak:

a.Jalan ..........

c. Kecamatan ..................
d. Kabupaten/Kota .............
e. Provinsi ........

7) Penggunaan :
a. Penggunaan saat ini ...............
b. Rencana Penggunaan : : ........ccccces cveerinenne.

I1. DATA PENDUKUNG

1. Rekomendasi;

2. SK Pelepasan kawasan hutan dari Materi Kehutanan Republik Indonesia;

3. Swurat persetujuan pelepasan tanah dan bangunan oleh Menteri Keuangan
Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);

SK dari Bupati/Walikota/Gubernur (Izin Lokasi/SIPPT);

Alas hak;

Pelepasan hak atau bukti perbuatan hukum lainnya;

Putusan badan peradilan yang sudah mempunyai kepastian hukum tetap .

Nk

Catatan : Pengisian data pendukung disesuaikan dengan data permohonan.
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I1I. DASAR HUKUM

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; Catatan : Pengisian dasar hukum
disesuaikan dengan jenis hak yang dimohon dan Peraturan-peraturan lain yang
terkait dengan permohonan.

IV. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS SUBJEK HAK

1. PERORANGAN :

WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP).
WNA : Surat Ijin Tinggal, Paspor dll. Dasar hukum :
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia.
b. Kesimpulan pemohon memenuhi syarat sebagai subjek hak (sebutkan
dasar hukumnya).
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2. BADAN HUKUM :
Diuraikan akta pendirian, pengesahan badan hukum, tanda daftar perusahaan
dihubungkan dengan dasar hukumnya, antara lain :

a. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) diuraikan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

b. Badan Hukum Yayasan diuraikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

c. Untuk BUMN/BUMD  diuraikan Peraturan yang dijadikan dasar
pembentukannya. Kesimpulan pemohon memenuhi syarat sebagai subyek
hak (sebutkan dasar hukumnya).

V. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS OBJEK HAK
Di sini harus dijelaskan secara lengkap semua hal yang terkait dengan obyek hak
(tanah) yang akan ditetapkan termasuk sejarahnya. Untuk itu, pada bagian ini,
minimal harus dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Alas Hak :

a. Riwayat Tanah : Diuraikan nomor hak, nama pemegang hak, luas tanah, letak
tanah, tanggal berakhirnya hak, dan dasar penerbitan sertipikat, atau tanah
Negara yang belum diletaki dengan sesuatu hak.

b. Riwayat Perolehan Tanah :

1) Diuraikan secara berurutan perolehan tanah tersebut misalnya jual
beli/pelepasan hak, hibah, tukar menukar, surat keterangan waris, akta
pembagian hak bersama, lelang, wasiat, putusan pengadilan, dll.

2) Persetujuan pelepasan asset dari Instansi yang berwenang misalnya
Menteri Keuangan dan DPR untuk Tanah asset Pemerintah Pusat dan
Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD untuk tanah asset Pemda,
Menteri BUMN untuk Tanah asset BUMN, dll (sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan).

c. Riwayat Hak Atas Tanah :

Uraian mengenai hak atas tanah (misalnya bekas HGU yang diterbitkan
berdasarkan SK Kepala ................ dll) atau tanah Negara yang belum pernah
dilekati dengan sesuatu hak.
d. Pemanfaatan, Penggunaan, dan Penguasaan Tanah : Diuraikan mengenai
pemanfaatan tanah baik oleh pemohon atau pihak lain.

2. Data Fisik :

a. Di sini harus diuraikan secara jelas dan ditelaah secara seksama data fisik
yang terkait dengan tanah yang akan ditetapkan haknya, minimal peta lokasi,
peta situasi, peta tata ruang, hasil pengukuran BPN (Gambar Situasi, Peta
Bidang, Surat Ukur dengan menyebutkan letak tanah, luas tanah, NIB dan
batas-batas bidang tanah), peta dan analisis Penatagunaan Tanah, dan data
fisik tanah lainnya.

b. Kemudian ditegaskan bahwa data fisik tersebut di atas telah memenuhi syarat
untuk mendukung penetapan haknya.
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VI. ANALISA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN

Di sini harus dilakukan analisis secara mendalam dan secara utuh atas seluruh aspek
yang diperlukan bagi penetapan hak atas tanah dimaksud. Harus ditelaah semua
pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh subyek hak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan. Di sini juga harus disajikan dan ditelaah seluruh syarat
dan batasan (hak dan kewajiban) pemegang hak serta proses administrasi yang harus
diikuti baik oleh subyek hak maupun oleh Kantor Pertanahan. Hal yang terakhir ini
sangat diperlukan untuk nantinya melakukan pengendalian atas hak yang telah
ditetapkan. Cara termudah untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi subyek hak
adalah dengan menurunkan seluruh aturan yang berkait dengan hak atas tanah, tentu
tergantung jenis hak yang ditetapkan dan proses perolehan haknya. Diuraikan dapat
dipastikan bahwa subyek hak memenuhi syarat dalam penetapan hak, obyek hak, hak
dan kewajiban penerima hak serta kewajiban Kantor Pertanahan dengan menyebutkan
pasal-pasal yang terkait.

VII. KESIMPULAN

1. Bahwa tanah yang dimohon seluas ........................ sesuai Peta Bidang Tanah
tanggal ........cccoevieiine NOMOT ..o NIB .o

2. Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak
lain.

3. Bahwa NJOP Tahun .........ccccoocerienne. adalah sebesar ..........ccccceeueenee dan
NPTTKUP Kabupaten/Kota ..................... sebesar.........ccueeeuvennn.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan hak .......... atas
nama ............. dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak ..................

dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik
persyaratan teknis, yuridis maupun administratif, sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Risalah ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMERIKSAAN TANAH A

1 N [ )
) (oo )
3) [ )
o R [ )
) R (oo )

Panitia A bertanggung jawab secara yuridis administratif atas isi dari Risalah

Panitia Pemeriksaan Tanah A. (Pasal 10)
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